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RINGKASAN 

I _fLU: 
I'I:APU5T AK.1\.JV"4 

I ......... ,."" Al~ 
SURAISA'fA 

Pada lahun 20 12 ada 200 kasus scngkcla pe layanan public akan di-pidanakan eli 
Jawa Timur. Scngketa pclayanan public ini terjadi scbagai konsckuansi logis adanya 
Undang Undang I om or 14 Tahun 2008 yang mcmpunyai konsekuensi bahw:.! pclayanan 
publik ditUlllut ul1tuk dapat membcrikun kcpuasan kepaJa 1lI<I~yarakaL Terkait dcngan 
peJayan:l11 kesehatan untuk dapal mClluju Inuolll.;sia Schal adalah mcrupakan visi dari 
Departemcn Kcsehatan da lam melaksanakan pcmbangunan kcsehatan; maka 
pcngembangan pclayanan kescharan eli Indonesia l11ulai bcralih dan bcrorientasi kcpada 
Paradigma Seha!. Ini bcrani sc luruh kcgiatan pelayannn kuralif dan rehabilitatif harus 
mempunyai claya ungkit yang tinggi bagi pcningkatan keschalan dan pcnccgahan pcnyakil 
bagi orang se lla!. Pc menu han kcbutuhan akan pclayanan kcschalan hanJs didukung olch 
bcrbagai fasil itas . SOM dan kualilas pclayanan Icmbaga kcsehalan. Pcngadaan fasililas 
keschalan di selcnggarakan sceara bersama·sama oleh pcmcrinlah dan sW<tsla dcngan 
mempcrhatikan faklOr cleklivitas dan kClcrcapaian bagi Icrjaminnya kesehalan masyaraka!. 
Pcnnasalahan pc layanan keschatan eli Indoncsia lidak lepas dari rcndah nya kompclcnsi 
tcnaga mcdis. prasarana dan pcralalatan mcdis , SOM. scrta penlluran perudangan yang 
kompleks schingga lidak mudah lIntuk diimplcmentasikannya. Karena itulah pCrlll 
d ilakukan pcnelit ian yang Ill cmfoc lIskan p<lda kebij<lkan yang dapat mcningki:llkan 
capac"y bllilding dcngan optimalisas i peran Puskcsmas sebagai Fasili las Kcschalan 
Tingkal Pcrlama (FKTP) terulama bagi pasicn pcserta 13 PJS. Hal ini sesuai dengan 
road map JKN 2012·1019. Organisasi Keschman Ounia (\.\1 1-10) IllcnYaiakan ada liga 
dimcns i yang mUllak dipcrhatikan. ya itu (I) scberapa bcsar persentasc pcndudllk yang 
dijamin, (2) sebcrapa lengkap pclayanan yang dijamin. dan (3) sebcrapa besar proposi 
biaya langsling yang lll asih dilanggung pcnduduk. Untuk mcncapai llJjllan Icrsebut maka 
dalalll pcnelilian ini ingin mengkaji secara kOll1prehansir maka dalam penclitian ini abn 
digunakan pcndekatan kualitatif Socio Legal Pendckatan ini Illengakji masalah pencl itian 
sclain dari aspck normali r juga dari akan dilakukan pcneiitian tapangan .. 

Dalam pcnclilian disimpulkan (I) . Peran dan Fungsi Puskcsmas Fasililas 
Keschatan Tingkal Perlama (FKTP) Badan Penyelcnggara Jaminan Sosia l yang 
selanjulnya dis ingkat BP JS ada lah badan hukul1l ya ng d ibentuk 1II1luk mcnyclenggarakan 
program jaminan sosia!. Jaminan Sosial adalah salah satll bentuk perlindungan sosial 
untuk Illcnjamin scluruh rakyal agar dapat lllemcnuhi kebuluhan dasar hidupnya yang 
layak. BPJS scndiri tcrbagi ll1c nj adi dua jeni s yailll BPJS Kcschatan dnn BPJS 
Kctcnagakcrjaan. l'vlutu pclayanan khllsusnya pclayanan kcschatan primer sering dikaitkan 
dcngan kcpuasan pasicn. Kcpuasan pasicn mcrupakan sa lah sa tu sasaran utama yang 
dicapai dalam pcngcmbangan JKN. Kcpuasan pnsien merupakan tanggapan pasicn 
Icrhadnp kescsuaiall kcbuluhan (ekspeklasi) pasicil scbc lum dan scsudah mcnerima 
pelnyanan. maka pasicll yang merasakan kcpuasan lerhadap layanan kcschatan Illcm iliki 
kecendcrungan unluk paluh. taat Icrhadap kegiatan pcngobatan dan mcnjadi pclanggan 
setia. Limn dimens i 1I1lluk mcngcvnluasi Illulu layanan kcschatan mcliputi bukti fisik , daya 
tanggap. kehandalan. cmpal i dan jaminan. Fungsi Puskes (2) Faktor Faktor Yang 
Berpcngaruh Puskesmas dalam Mcmberikan Pclayanan sebaga i Fasilitas Kcschatan 
Tingkat Pcrtama (FKTll) (a) Sumber Daya Manllsin (b) Fasilitas, Fasi lilas (c) Rujukan. 
(d) Inrormasi. (e) Pcngawasan .(t) Masyarakat (3) Untuk I1lcnunjang pclayanan kcschalan 
masynrakat, pemerintah Sidoarjo mcngubah SWillS PuskesmCls menjadi Badan Layanan 
Umulll Dacrah (B LUO). KcsilllJlulan (4) Pc1ayanan ruskesmas terhadap peserta BPJS 
diatur: Undallg-Und:lIIg UU 40 Tahun 2004 Icntang Siste l11 Jamimm Sosial Nas ional 
UU 24 1'ahun 2011 ten tang Sadan Penyclcngga ra Jaminan Sosial Pcraturall Presiden 
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Peraturan Presiden Nomor 12 Tabun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah dirubah 
beberapa kali, yaitu: Peraturan Presiden Nomor III Tahun 2013 (Perubahan 1) Peraturan 
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan 2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tabun 2016 
(perubahan 3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tabun 2018 (Perubahan 4) Penjaminan 
Manfaat Pelayanan Permenkes Nomor 71 Tahun 20 I 3 tentang Pelayanan Kesehatan 
Pada Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diubah menjadi Permenkes Nomor 99 Tahun 
2016, Permenkes 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional, Kcpmcnkes Nomor HK.O 1.07 IMeokes/659/20 17 tentang 
Formularium Nasional, Kepmenkes Nomor HK.02.02IMenkes/252/2016 tentang Asosiasi 
Fasilitas Kesehatan, Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/514/20 15 tentang Panduan 
Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP, Kepmenkes No HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang 
Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter Gigi, Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Thn 2014 
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang 
Klinik, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Permenkes Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, Pennenkes Nomor 46 Tabun 2015 
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat praktik Mandiri Dokter dan 
Tempat Mandiri Dokter Gigi, Pemenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek Tarif 
Pelayanan Kesehatan, Pemenkes Nomor 52 Tahun 2016 ten tang stan dar TarifPelayanan 
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan , Peraturan Bersama 
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Direktur BP JS Kesehatan Nomor 
HK.O 1.08/111/980/20 17 dan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pembayaran Kapitasi berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada FKTP, Perpres 32 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik 
Pemerintah Daerah, Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 
JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik 
Pemerintah Daerah, Permenkes Nomor 881PMK.02/2016 tentang Tata eara Pengelolaan 
PenerimaanNegara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi Pada FKTP Pemerintah Pusat (5) 
Berbagai peraturan Perundangan yang mengatur Akreditasi yaitu : Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 29 Tabun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa 
setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi 
wajib menyelenggararakan kendali mutu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan dilaksanakan seeara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata 
dan non diskriminatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 
tentang JKN Pasal II ayat (e) BPJS berwenang membuat atau memutuskan kontrak keIja 
dengan Fasyankes. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mulu 
pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian 
dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Peraturan Presiden Repuhlik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang JKN Pasal 42; Pelayanan kesehatan kepada Peserta 
Jaminan Kesehatan hams memperhatikan mutu pelayanan, .. dst, Penerapan sistem kendaH 
mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan seeara menyeluruh meliputi pemenuhan 
standar mutu Fasilitas Kesehatan. Permenkes 7112013 ten tang Pelayanan Kesehatan pada 
JKN Pasal 6 (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas 
Kesehatan tingkat pertama juga hams telah terakreditasi . Permenkes 46/2015 tentang 
Akreditasi FKTP 

Kata Kunci :Puskesmas, Kesehatan, PBJS, Pelayanan 
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SllMMARY 
In 2012 there were 200 cases of public service disputes in East Java. This public 

service dispute occurs as a logical consequence of Law No. 14 of 2008 which has 
consequences that public services are required to be able to provide satisfaction to the public. 
Related to health services to be able to go to Healthy Indonesia is a vision of the Ministry of 
Health in implementing health development; then the development of health services in 
Indonesia began to shift and be oriented towards the Healthy Paradigm. This means that all 
curative and rehabilitative service activities must have a high leverage for health 
improvement and disease prevention for healthy people. Fulfillment of the need for health 
services must be supported by various facilities, human resources and the quality of health 
care services. Procurement of health facilities is held jointly by the government and the 
private sector by taking into account the factors of effectiveness and achievement for 
ensuring public health. The problem of health services in Indonesia is inseparable from the 
low competency of medical personnel, infrastructure and medical equipment, human 
resources, and complex regulation of regulations that are not easy to implement. That's why 
research needs to be focused on policies that can increase capacity building by optimizing the 
role of Puskesmas as First Level Health Facilities (FKTP), especially for BPJS participants. 
This is in accordance with the 2012-10 19 JKN roadmap, the World Health Organization 
(WHO) states that there are three dimensions that are absolutely considered, namely (1) how 
much percentage of the popUlation is guaranteed, (2) how complete the services are 
guaranteed, and (3) how much proposition of direct costs that are still borne by the 
population. In order to achieve these objectives, this study wants to study comprehensively so 
that in this study a Socio Legal qualitative approach will be used. This approach recognizes 
research problems aside from the normative aspects as well as from field research. 

In the study concluded (1). The Role and Function of the First Level Health Facilities 
Health Center (FKTP) The Social Security Organizing Agency, hereinafter abbreviated as 
BPJS, is a legal entity established to organize social security programs. Social Security is a 
form of social protection to guarantee that all people can fulfill the basic needs of a decent 
life. BPJS itself is divided into two types, namely Health BPJS and Employment BPJS. The 
quality of services, especially primary health care, is often associated with patient 
satisfaction. Patient satisfaction is one of the main targets achieved in JKN development. 
Patient satisfaction is the patient's response to the suitability of the patient's needs 
(expectations) before and after receiving the service, so patients who feel satisfaction with 
health services have a tendency to be obedient, obey treatment activities and become loyal 
customers. Five dimensions for evaluating the quality of health services include physical 
evidence, responsiveness, reliability, empathy and assurance. Function of Puskes (2) 
Influential Factors of Puskesmas in Providing Services as First-Level Health Facilities 
(FKTP) (a) Human Resources (b) Facilities, Facilities (c) Reference. (d) Information. (e) 
Supervision. (f) Community (3) To support public health services, the Sidoarjo government 
changes the status of the Puskesmas to the Regional Public Service Agency (BLUD). 
Conclusions (4) Puskesmas services to BPJS participants are regulated: Law 40/2004 
concerning National Social Security System Law 24 of 20 II concerning Social Security 
Organizing Agency Presidential Regulation Presidential Regulation No. 12 of 2013 
concerning Health Insurance, which has been amended several times, namely: Presidential 
Regulation Number 111 of2013 (Amendment 1) Presidential Regulation Number 19 of2016 
(Amendment 2) Presidential Regulation Number 28 of 2016 (Amendment 3) Presidential 
Regulation Number 82 of 2018 (Amendment 4) Guarantee of Benefits of Minister of Health 
Regulation Number 71 of2013 about Health Services at the National Health Insurance which 
has been changed to Minister of Health Regulation No. 99 of 2016, Minister of Health 
Regulation 28 of 2014 concerning Guidelines for Implementation of National Health 
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Insurance Program, Kcpmcnkes Number HK.OI.07 1 Mtmkes 1659/2017 concerning National 
Formulary, Kepmenkes Number HK.02.02 / Minister of Health / 252/2016 concerning 
Association of Health Facilities, Kepmenkes Number HK.02.02 1 Menkes 1 514/2015 t 
Guidelines for Clinical Practice For Doctors in FKTP, Kepmenkes No. HK.02.02 / MENKES 
/62/2015 concerning Clinical Practice Guidelines for Dentists, BPJS Health Regulation No.1 
Y r 2014 concerning the Implementation of Health I nSlirance Minister of Health Numbcr 9 of 
2014 concerning Clinics, Minister of Health Regulation Number 75 of 2014 concerning 
Health Centers, Minister of Health Regulation Number 24 of 2014 concerning Houses 
Primary Class D Illness, Minister of Health Regulation Number 46 Year 2015 concerning 
Health Center Accreditation, Primary Clinic, Independent Practices for Doctors and 
Independent Places for Dentists, Health Minister Number 9 of 2017 concerning Pharmacy 
Rates for Health Services, Minister of Health Number 52 of2016 concerning Standard Health 
Service Rates in Organizing Health Insurance Program, Joint Regulation of the Secretary 
General of the Ministry of Health with Director of Health BPJS Number I-IK.01.08 / III / 
980/2017 and Number 2 of 2017 concerning Technical Guidelines for Implementation of 
Capitation Payments based on Fulfillment of Service Commitments to FKTP, Presidential 
Regulation 32 of 2014 concerning Management and Utilization JKN Capitation Funds in 
Local Government-Owned FKTPs, Minister of Health Regulation Number 21 of 2016 
concerning Use of JKN Capitation Funds for Health Services and Support for Operational 
Costs in Local Government-Owned FKTPs, Minister of Health Regulation Number 88 / 
PMK.02 / 2016 concerning Procedures for Management of Non-Tax State Revenues from 
Capitation Funds at the Medical Faculty FKTP Central Office (5) Various laws and 
regulations governing Accreditation, namely: Law of the Republic of Indonesia Number 29 
of 2004 concerning Medical Practice, Article 49 that every doctor / dentist in carrying out 
medical or dental practice must carry out quality control. Law of the Republic of Indonesia 
Number 36 of 2009 concerning Health, Article 54 paragraph (1) states that the 
implementation of health services is carried out in a responsible, safe, quality and evenly and 
non-discriminatory manner. Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 
concerning JKN Article 11 paragraph (e) BPJS has the authority to make or break work 
contracts with Health Facilities. Presidential Regulation of the Republic ofIndonesia Number 
72 of 2012 concerning National Health System, State Gazette of the Republic of Indonesia 
Year 2012 Number 193; Health services to Health Insurance Participants must pay attention 
to service quality, oriented to aspects of patient safety, effectiveness of actions, suitability to 
patient needs, and cost efficiency. Regulation of the President of the Republic of Indonesia 
Number 12 of 2013 concerning JKN Article 42; Health services to Health Insurance 
Participants must pay attention to service quality, etc., Implementation of a system of quality 
control of Health Insurance services is carried out in a comprehensive manner including the 
fulfillment of quality standards for Health Facilities. Permenkes 71/2013 concerning Health 
Services at JK.!"'I Article 6 (2) In addition to the requirements as referred to in paragraph (1), 
first-level Health Facilities must also be accredited. Permenkes 46/2015 concerning FKTP 
Accreditation 

Keywords: Puskesmas, Health, PBJS, Services 
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PRAKATA 

Syukur Alhamdulillah kehadirat Alloh Swt yang Lelah memberikan Ridho dan 

Rahmatnya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lancar. 

Dalam kesempaLan ini kami lIcHpk,m lcrima kac;ih kepada Kt:mnrislekdikti 

yang ldah memberikan bantuan dalam penelitian ini terima kasih pula kami ucapkan 

lcrima kasih kcpada Rt:ktor dan Dekan Fakullas hukum serLa semua pihak yang telah 

memberikan kesempatan kepada kami sehingga penbelitian ini dapat dilakukan dengan 

lancar 

Peneliti sudah berusaha seoptimal mungkin agar penelitian dapat dilakukan 

secepat dan sebaik mungkin namun peneiti menyadari bahwa masih ada kekurangan 

dalam pelaksanakan penelitian ini, oleh karena itu maka dengan adanya laporan 

kemajuan ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi agar dapat dievaluasi 

sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih baik. Oleh sebab itu diharapkan 

peneliti dapat memperoleh masukan yang positif dan konstruktif guna meraih hasil 

yangjauh lebih optimal. 

VIl 

Surabaya, Nopember 2018 

Hormatkami 

Tim Peneliti 
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1.1. Latar BcI~l k~lng 

HA H I 
P EN DA Hli LliAN 

Pcningkatan kualitas Fasil it as Kcsehatan Primer (Puskes rnas, Kli nik Pratama) 

sangat renting d i era JKN (lam inan Kcsehatan Nas ional); karcna Icbih dari 80 % masa lah 

keschatan hanls dapat dikclola dcngan baik di 1ingbl prtlner. 

(https :l/www.facebook.com/ UGM). Cakupan pasicn Puskcsmas yang dirujuk kc rumah sak it 

sebanyak 2 1 %. kasus rujukan karcna tidak mampu ditangani Puskcsmas sepcrli penyak il 

yang agak parah dan pcmcriksaan laboratorium d imana ruskcsmas tidak mcmpunyai 

fasiiilas iaboralori um. (Lasucli 20 15: 108) 

Bcrdasar standar Iayanan keschatan, satu Puskcsmas mclayani 30 ribu warga. 

Jumlah tcnaga medis di Puskesmas pun bclulll mcmadai. masih ada bebcrapa fasilitas 

keschatan yang ti dak punya apoteke r, jumlah dokter dan perawat lidak scsuai s landar. 

Padabal , kcberadaan layanan keschalan non-RSUD S<lngal vital , tenilama sejak bergulirnya 

program BPJS keschatan apalgi mcngingat status Puskcsmas yang menjad i fasili tas 

kcsehatan (faskes) tingkat pcrtama layanan BPJS, (Jawa pos-sclasa 09 febrllar i 20 16:33) 

Puskesmas mcrupakan sa lah salU pclayanan sektor plIb lik yang mengutamakan pemcnuhan 

kcpuasan masyarakat mcla lui pelayanan kesehatan yang berkualitas. (Nara/ya S 20/-1 :5) 

Sesllai dengan roadlllap JKN 20 I 2·\ 0 I 9, Organi sasi Kcschatan Dlinia (WHO) 

menyatakan ada ti ga di mensi yang ll1utlak dipcrhatikan , yaitu ( \ ) sebcrapa besar pcrsentase 

pcnclucluk yang dijamin , (2) scbcrapa Icngkap pclayanan yang dijamin, dan (3) scberapa 

bcsar proposi biaya langsung yang m3s ih ditanggung pcnduduk. (Amri Yusuf , 20 16) 

Karcna itu maka sangat pent ing dan strategis untuk dapat Illclakukan upaya-upaya yang 

dapal meningkatkan oplimalisasi peran Puskesmas scbaga i Fasilitas Kcsehatan T ingkat 

Perlama (FKTP) bag i pescrta I3PJS. Pcran pllsksesmas sangat pcnting da lam upaya 

mcnuju Indones ia Sehat , maka diperlukan pcngembangan pelayanan kesehatan d i Indones ia 

mulai beral ih dan bcroricn tas i kcpada Parad igma Seha!. Playanan kuratif dan rehabi litat if 

hams mempunyai daya ungkit yang ti ngg i bagi pcningkatan kesehatan dan pencegahan 

pcnyakit bagi o rang schat. Pemenu han kebutuhan akan pclayanan kcschatan han ls didukllng 

olch bcrbagai fas ilitas dan Icmbaga keschatan. Pcngadaan fas ili tas kcsehatan 

diselcnggarakan secara bcrsama-sama olch pcmcrintah dan swas la dcngan memperhat ikan 

faktor efektivitas dan kctcrcapaian bagi penduduk miskin dan kelompok khusus scperti bayi , , 
balita dan ibll hami l (Anonamc, 2013) 
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Dalam penelitian ini bertujuan untuk Mcm:mukan dasar Hukum yang mengatur 

peran Pusksemas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mcncmukan 

Faktor-faktor yang menjadi humbatan Puskesmas dalam mcngoplimalkan perannya dalam 

memberikan pelayanan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Untuk 

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Peserta Bpjs Dan Menemukan Ranr:angan Model yang 

ideal agar Puskesmas dapal optimal dalam memberikan pelayanan sebagai Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

Untuk mengkaji masalah dan meneapai tujuan terse but maka dalam penelitian ini 

ingin mengkaji secara komprehansif dan holistik sehingga dalam penelitian ini akan 

digunakan pendekatan kualitatif Socio Legal (Afdol,2008: 11) Pendekatan ini mengakaji 

masalah penelitian selain dari aspek normatif juga dari akan dilakukan penelitian lapangan. 

1.2. Permasalahan Yang Akan Diteliti 

Kewenangan yang besar di daerah dalam era otonomi daerah diharapkan dapat 

mempercepat reformasi birokrasi yang dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya 

Puskesmas yang handal sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Agar dapat 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat diperlukan berbagai upaya 

yang sistematis dan komprehenship yang cukup memadai dengan perkembangan 

penyakit masyarakat dan perkembangan tekonologi di bidang kesehatan. Mengingat 

begitu urgennya pengembangan kapasitas Puskesmas sehingga dapat melayani 

segala permasalahan kesehatan masyarakat menegah kebawah yang dalam 

pembiayaan kesehatnnya ditanggung oleh BPJS maka dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana peraturan perudangan mengatur Peran Puskesmas Dalam memberikan 

pelayanan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar dapat 

meningkatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS ? 

b. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan Puskesmas dalam' mengoptimalkan 

perannya dalam memberikan pelayanan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) untuk meningkatkan peJayanan kesehatan peserta BPJS? 

c. Bagaimana RANCANGAN MODEL yang tepat agar Puskesmas dapat optimal 

dalam memberikan pelayanan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

untuk meningkatkan pelayanan kesehatan peserta BP JS? 
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2.1 . PCllcl ilian Tcrdahu lu 

BAil II 

TlNJA UAN I'UST AKA 

Salah sa lu tujuan dari pemhnngumtn kL'sL'b,Han di Ind(lI1esia mblalt up'lya untuk 

mcmperbaiki kualitas pelayanall kesehatan. Pclayanan yang berkuali tas illi hanls daral 

di laksana kan di scluruh sarana pclayanan keschatan pCI1lCril1lah maupu n SwaSHl. 

Dengan pclaynnan kcschatan yang bcnnutu in; diharapbn masY3rnkai akan Icbih 

berminat untuk mcmallf~l1.Itkan sarana pc!ayanan kcschatan mulai dar; ti ngkut 

Puskcsm3s, fllll1ah saki t dan sarana pclayanan kcschawl1 lain (Pohan I S, 2002 ) 

Puskcsmas mcrupakan sa lah salU pclayanan sektor publik yang mcngu lamakan 

pClllcllulmn kcpuasan m:lsyarakat mclalui pcJayanan kcscha tan yang bcrkualitas. 

Indonesia masih mcng lwdapi pCl'm<lsaiahan pcmcralaan cla n kctcrjangkallan pclayanan 

keschatan, dimana dipcrkirakan hanya sckitar 30% pcncluduk yang mcmanfaatkan 

pelayanan Puskcsmas. ( S. Rondo ll llwu. 20 14:5) 

Jcnis FKTP lIlcrllpakan faktor yang bcrhllbungan dcngan kcpu<lsan pasien 

(Jaminan Kcschatan Nasiona l) JKN maka selllua Jellls FKTP diharapkan dapat 

mcningkatkan kua litas layanan tcrutama pada dimcnsi fisik (tallgible), dimcnsi 

kchandalan (reliability). bcgilll pula pada dimcnsi pcrhatian (empathy) ( Ni Made 

Widiastllti. 2015:73) 

l3anyak aspck yang bcrpenga ruh te rhudap pcningkatan kualitas pclayanan 

keschatan I . Rcliab ilitas (kcandalan) . Kctcpatan pclayanan scsllai dengan proscd ur, . 

Pclayanan pcmeriksaan scslIai dengan proscdur, e. Jad wal pclayanan tepat wak tll , 

Proscdur pclayanun tidak bcrbclit-be lit. 2. Daya Tanggap (responsiveness), 3. 

Jaminan (assurancc), I'cngctahuan pctugas kcsehat<ln tcntang pcnyak it baik , Pctugas 

tramp il dalam mcnangani kcluhan klien 4. Empat i (cmphaty); Pctugus mcmbcrikan 

pcrhatian khusus pada klicn 5. l3uk ti Fisik (tangibles), Kebcrsi han ruangan, Penataan 

ekstcrior PPK. , Kcrapian dan kcbcrs ihan pCHlgas, Kcbcrs ihan clan kcs iapan alal-alat 

yang dipakai . (N izwardi Azkha. 2007:71 ) 

Salah saIl! d imcnsi yang mendapatkan skor minus ICriinggi yaitu dimcnsi claya 

tanggap (re.\pollsirellen) , dimana pada dimcnsi ini pas icn banyak mcngcluhkan 

ICI11<1ng kcscd iaan pctugas dalam mclayani pasicn dcngan ccpat khususnya kcpada 

pcscrtajamkcsmas. (Rclno Eka Pratiwi , 20 13) 
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Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Pemerintah dapal memanfaatkan 

model contracting out, mengontrakkan penyediaan jenis pelayanan tcrtcntu, misalnya 

pelayanan nonklinis ( Bhisma Murti . 2006 : 116 ) 

Mekanisme pelayanan BP JS secara umum terbagi menjadi dua (I) Pelayanan 

pasien gawat darurat; (2) Pelayanan pasien biasa (Filu Marwati Santoso Putri, 2014) 

Untuk menghindari pcnumpukan pasien pelayanan petugas di Puskesmas bisa 

dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut : (a). Antrian pada Puskesmas, (b). 

Dokter praktek, dalam jajaran pelayanan kcsehatan primer bagi pasien untuk 

mengurangi fokus pelayanan primer di Puskesmas, ( SY AHDA T NURKHOLIQ, 

2011) 

Pengelolaan sarana dan SDM di Puskcsmas dan rumah sakit masih belum 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan rujukan kesehatan. 

Networking dalam proses rujukan masih dilakukan secara parsial dan belum ada 

sistem jejaring komunikasi yang terintegrasi untuk seluruh Puskesmas dan rumah 

sakit. (Ignas;us Lut;, dkk, Maret 2012:33) 

Ketidakpuasan pelayanan kesehatan BP JS terjadi pada a. Pelaksanaan 

pelayanan kesehatan pasien BPJS pada fasilitas pelayanan kesehatan primer b. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien BP JS pada fasilitas pelayanan kesehatan 

skunder c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien BPJS pada kasus gawat darurat 

d. Sengketa pelayanan kesehatan BP JS di pelayanan kesehatan pnmer (Filu Marwati 

Santoso putri. 2014; 17) 

Hal yang menghambat Pelayanan di Puskesmas a)banyaknya antrian yang 

terjadi di ruang tunggu pelayanan Puskesmas, di harapkan Puskesmas mampu 

menangani hal tersebut dengan menyediakan tenaga administrasi agar registasi 

ataupun kegiatan laiinya menjadi lebih bagus lagi. b) Pasien mengharapkan di 

intalasi rawat inap maupun UGD Puskesmas selalu ada dokter jaga agar standbay di 

sana untuk memberikan pelayanana sewaktu-waktu c) Selain itu untukjam operasional 

penerimaan pasien rawat inap di buka lebih pagi. ( Ahmad Rizkita Fajaruddin 2015) 

Sedangkan Penelitian (Hadi , 2015) menyarankan. untuk dapat meningkatkan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin maka diperlukan adanya sinergisitas 

semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan terutama terkait antara 

hubungan pusat dan daerah , hubungan antar instansi di daerah, peningkatan 

kompetensi aparatur secara kuantitas maupun kualitas baik hard skill maupun soft skill 

terutama pada pelayanan kesehatan pada tingkat primer. 
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2.2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Un air 

Dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Airlangga Tema Riset 7: 

Sistem Pengelolaan Layanan Kesehatan Penduduk Miskin yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini sebagaimana dapat diIihat dalam bagan berikut. 

Isu Konsep Pemecahan Topik Judul Penelitian 
Strategis Pemikiran Masalah Penelitian Yang Akan 

Fakultas Dilakukan 
Model 

Sistem 
Perlu adanya Pengembangan 
pembinaan Kapasitas 

Pengelolaan dan Institusi 

Kesehatan 
penguatan Dalam 
dalam sistem Peningkatan 

Bagi Pengelolaan Pelayanan 

Masyarakat 
Kesehatan Kcsehatan 
Bagi 

Miskin Masyarakat Rancangan Model 
Miskin Optimalisasi 

Reformasi Puskesmas Sebagai 
Kapasitas Birokrasi Fasilitas Kesehatan 

Institusi 
Pelayanan Tingkat Pertama 

Perlu adanya Kesehatan (FKTP) Untuk 
Oalam Peningkatan di RSUO Meningkatkan 

Peningkatan 
Sistem Model Derajat Kesehatan 
Pengelolaan Kemitraan Masyarakat Miskin 

Pelayanan Kesehatan Penyediaan 

Kesehatan 
Bagi Pelayanan 
Masyarakat Kesehatan 
Miskin Excelence 

Services Oi 
Instuitusi 
Layanan 
Kesehatan 
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2.3. Roadmap Penelitian 

ROAD ,I.-\P PF::".'TLITl.-\... "\"' PEL.-\ YX'".-\... "\"' PRI.\IA DJ BID.·\~G KESEH.-\ To-\..."\"' 

2008~Model 

~K~~J~ 
PNS 

201:5- 20 16Rancangan model 
Implementasi Pencegahan 
Tmdak Pidanakorupsi Dalam 

I--

Pela .... anan Kesehatan I-
Di &;1. otor:t.qqli D~~~~~ 

2016 Rancangan Model 
Pengembangan Kompeterui 
SDM Dalam Pengelolaan 
Keuangan Negara Untuk I--
Mewujudkan Good 
Go\,cntmrce Di Era 
Qt.Q.tlQ.m.i Daerah 

PENEUTIA,:'1 Terkait 
Dengan Peningkatan 
Profes1onalitas 
Pelayanan Publik 

1 
PENEUTIA.'l YA.'lG DIUSULAK.~'l 

Rancangan l\lodel Oprimalisasi 
Puskesmas Sebagai f~'l$jJIDu ~blltAQ. 

Tingkat ~~~~!'. CFKTP) Untuk 
lleningkalkan Pelayanan Kesebatan 

Pesel"la BPJS 

r 
PE:-JEUTI_oI\l'l Terkait 
Dengan Pelavanan 

f- ~ Kesehatan dai"t Good 
Governance 

2.4. Puskesmas Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 2 (1) Pembangunan kesehatan yang 

diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a. 

memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat; b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu c. hidup dalam lingkungan 

sehat; dan d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat Pasal3 (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: a. 

paradigma sehat; b. pertanggungjawaban b. pertanggungjawaban wilayah; c. 
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kemandirian masyarakat; d. pemerataan; c. teknologi tepat guna; d~ f. kctcrpaduan 

dan kesinambungan. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk: a. menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu; b. 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan 

preventif; c. mcnycIcnggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat; d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang 

mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; e. 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sarna 

inter dan antar proiesi; f. melaksanakan rekam medis; g. melaksanakan pencatatan, 

pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Keschatan; h. 

melaksanakan peningkatan kompetensi Tcnaga Kesehatan; i. mengoordinasikan dan 

melaksanakan pembinaan fasilitas pclayanan kesehatan tingkat pcrtama di wilayah 

kerjanya; dan j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan 

Sistem Rujukan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di 

maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pcmerintahan Pilihan. (2) Urusan Pcmcrintahan 

Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 

dengan Pelayanan Dasar. (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan 

Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pasal 12 (1) Urusan 

Pemcrintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; .. Pasal 36 ayat (8) . 
Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g meliputi: a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan; b. aksesibilitas 

pelayanan dasar kesehatan. 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2012 Tentangsistem Kesehatan Nasional. Pasal 1 angka 2. Sistem 

Kesehatan NasionaI, yang selanjutnya disingkatSKN adalah pengelolaan kesehatan 

yang diselenggarakanoleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadudan 

saling mendukung guna menjamin tercapainyaderajat kesehatan masyarakat yang 
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setinggi-tingginya. Pasal 4 (I) SKN dilaksanakan olch pemerintah , pemrintah 

daereah , dan/atau masyarakat (2) SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis , 

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggapterhadap perubahan dengan menjaga 

kemajuan, kesatuan dan ketahanan nasional. Pasal 6 (l) Pelaksanaan SKN ditekankan 

pad a peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber day a 

manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya 

kuratif dan rehabilitatif. (2) Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibina oleh Menteri hanya bagi tenaga 

kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekcrja serta 

mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. (3) Pelaksanaan SKN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. c~upan pelayanan 

kesehatan berkualitas, adil, dan merata; b. pemberian pelayanan kesehatan yang 

berpihak kepada rakyat; c. kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan 

melindungi kesehatan masyarakat; d. kepemimpinan dan profesionalisme dalam 

pembangunan kesehatan; c. inovasi at au tcrobosan ilmu pengctahuan dan teknologi 

yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pemba1)gunan kesehatan 

secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan; f. pendekatan secara global dengan 

mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan 

responsif gender dan hak anak; g. dinamika keluarga dan kependudukan; h. keinginan 

masyarakat; i. epidemiologi penyakit; j. perubahan ekologi dan lingkungan; dan k. 

globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan , 
nasional serta kemitraan dan kerja sarna Hntas sector. Persoalan yang kerap muncul 

dalam pelaksanaa BP JS Keschatan, antara lain, Pertama tidak adanya transparansi 

manajemen rumah sakit dalam pembagian paket dari BP JS yang didistribusikan 

kepada tenaga kesehatan (dokter) maupun untuk obat. Kedua, pemerintah 

semestinya juga memberikan insentif kepada RS swasta terkait dengan layanan BPJS 

Ketiga, BP JS Kesehatan semestinya melakukan pemetaan daerah yang padat 

penduduk dan tidak padat penduduk .. ( Okky Asokawati ,2016: 4) 
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2.5. Ranc3ngan Model 

Puskesmas (Health Centre) adalah suatu kesatuan org<misasi fungsionil yang 

langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat 

dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok .. 

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara 

komprehensif, tidak sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit. 

( Maulidia Kawedar,20I4: 3-4) Fungsi Puskesmas, Dalam KEPMENKES RI No. 128 

tahun 2004 dibagi menjadi tiga fungsi utama: Pertama, sebagai penyelenggara Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) primer ditingkat pertama di wilayahnya; Kedua, 

sebagai pusat penyedia data dan informasi kesehatan di wilayah kerjanya sekaligus 

dikaitkan dengan perannya sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di 

wilayahnya, dan; Ketiga, sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 

primer/tingkat pertama yang berkualitas dan berorientasi pad a pengguna layanannya.( 

http://aiphss.orglidlrestoring-the-function-of-PuskesmasD 

Dalam Pendahuluan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

128/Menkes/SklIil2004 Tanggal 10 Februari 2004 Kebijakan Dasar Pusat 

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menyebutkan bahwa Sekalipun berbagai hasil 

telah banyak dicapai, namun dalam pelaksanaannya Puskesmas masih menghadapi 

masalah, antara lain: (1) Visi, misi dan fungsi Puskesmas belum dirumuskan secara 

jelas, sehingga pelaksanaan program Puskesmas dan keterkaitannya dengan program 

pembangunan kesehatan secara keseluruhan belum optimal. (2) Beban kerja 

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan KabupateniKota terlalu 

berat. Pertama, karena rujukan kesehatan ke dan dari Dinas Kesehatan 

KabupatenIKota kurang berjalan. Kedua, karena Dinas Kesehatan KabupateniKota 

yang sebenarnya bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pembangunan 

kesehatan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten/Kota lebih banyak melaksanakan 

tugas-tugas administratif. (3) Sistem manajemen Puskesmas yakni perencanaan (PI) 

yang diselenggarakan melalui mekanisme perencanaan mikro (micro planning) yang 

kemudian menjadi perencanaan tingkat Puskesmas, penggerakkan pelaksanaan (P2) 

yang diselenggarakan melalui mekanisme lokakarya mini (mini workshop) serta 

pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) yang diselenggarakan melalui 

mekanisme stratifikasi Puskesmas yang kemudian menjadi penilaian kinerja 

Puskesmas, dengan berlakunya prinsip otonomi perlu disesuaikan. (4) Pengelolaan 
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kcgiatan Puskesmas, meskipull tdab diletapkan merupakan aparat daerah tetapi masih 

terlalu scntralistik. Puskesmas dan dacrah lidak me1l1i1iki kde1ua!)aan menelapkan 

kebijakan progranl yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang tentu 

saja dinilai tidak sesuai lagi dengan era desentralisasi. (5) Kegiatan yang dilaksanakan 

Puskesmas kurang beroricntasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat 

setempat. Selama ini seLiap Puskesmas dimanapun berada menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang sarna. (6) Ketcrlibatan masyarakat yang merupakan andalan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama, belum dikembangkan secara 

positif. Sampai saat ini, Puskesmas kurang berhasil menumbuhkan inisiatif dan rasa 

memiliki serta belum mampu mendorong kontribusi sumber daya dari masyarakat 

dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas. (7) Sistem pembiayaan Puskesmas belum 

mengantisipasi perkembangan masa depan, yakni sistem pembiayaan pra-upaya untuk 

pelayanan kesehatan perorangan. 

Prasetyo mengatakan, JKN identik dengan penataan sistem rujukan. Idealnya 80 

% kasus penyakit selesai di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 20 

persen diselesaikan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. (FKRTL). Biaya 

kesehatan yang dihabiskan di FKTP dan FKRTL idealnya seimbang, masing-masing 

50 persen. Namun, fakta menunjukkan bahwa angka rujukan tinggi. Ini diperlihatkan 

oleh tingginya biaya kesehatan di FKRTL 80 % dibandingkan di FKTP 20 %. 

(Adhitya Ramadhan. 2016, Banyak Faktor Penyebab Tingginya Kasus Rujukan 

KOMPAS, JAKARTA, 26 Februari 2016) Fungsi Puskemas ~ebagai penyedia 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan: Puskesmas 

Sebagai Penyelenggara dan Fasilitas Alat Kesehatan. a. Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM) primer/tingkat pertama di setiap wilayah kerjanya, b. 

Sebagai penyedia informasi dan data kesehatan di wilayah kerjanya dan seka1igus 

dikaitkan dengan perannya itu sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan , 
kesehatan di wilayahnya masing-masing. c. Upaya Kesehatan Perseorangan 

tingkat pertamalprimer, yang dan berorientasi pada penggunaannya secara berkualitas 

(http://kitefest.jimdo)Berdasarkan Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2013, 

penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja 

sarna dengan BPJS Kesehatan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 
r 

fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). Dalam Kcpmenkes RI Nomor 

128/Menkes/SklIi/2004 ; Azas penyelenggaraan, Azas pertanggungjawaban wilayah, 
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Azas pemberdayaan masyarakal, Azas keterpaduan, i\zas rujuknn • Sccnrn Skcmatis 

pelaksanakan azas rujukan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Rujukan Pelayanan 
KCllchatan Peroranglln 

RS UmumIKhu.on 
PustU/P/ovJn', 

RS UmvmlKhulUS KaI>lKola. BP4. 
BKMM, K!:nlk Spcstal,S SwaSla. 
P'3IttCIt Ool.tCf SoeWb\ Swasta 

Praklelt 00k1ef Swas-ta 
(d, kerlJolrg.1). Pus.kosm3S, OaJ3i Stf;JLJ 
Po_balan, OKlA. PtaUok Bldan pel1o>mO 
Sw8l1a 

PO$'t'~ndu Masyat3kat 
PoJond .. 

Sk.l~ _rna 

Rujukan Polayanan 
Kosuhatan Masyarakat 

Oopk •• 
Ol:r1kea ProVlftli 

D'M" Kal>ll<o1 •. 
BP4. OKMM. BKKM 

PUSkC$m81 

UKBM:Posy.""u, 
PcMct .. , 

UKBMIa'" 

~dc:'Kes.cJ\a1an. 
lJpOyaKesaho ..... 
Kotuatga MandOlj 

Sedangkan indikator optimal tidaknya pelayanan puskusemas tergambar dalam 

bagan berikut: 

SASARAN INDIKATOR 

Optimalisasi Manajemen • Adanya Tim Manajemen Puskesmas 
Puskcsmas • Surat Keputusan (SK) Kepala Puskesmas 

• Berfungsinya Tim Manajemen Puskesmas 
Optimalisasi Mutu Puskesmas • .Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Bersertifikat 
• Standar Operasional Prosedur (SOP). 
• lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau 

tersedia Kotak Saran. 
• Kelengkapan Sarana, 
• Keterseiaan Obat 

Optimalisasi Program Kreatif • Ada program/kegiatan atau pelayanan yang 
dan Inovatif menjadi unggulan 

Optimalisasi Pemberdayaan • Terbentuknya Upaya Kesehatan Berbasis 
Masyarakat Masyarakat (UKBM) 

• Berfungsinya UKBM 

Optimalisasi Kerjasama Lintas • Keteribatan Sektor Lain dalam setiap 
Sektor Pelayanan Yang Diberikan Pusksesmas 

(https://raranatasha.wordpress.coml20I3[) 
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IlAIl III 

T UJUAN DAN MANFAAT 

3.1. T uju a n PCllclitian 

Bcrdasarkan Lalar bclakang dan permasalahan dalum pcnc li tian ini maka tujuan 

pcncli tia n ada lah unluk mcngkaj i sccara komprchcnship dan holis tic hc rh3g~i aspck 

untuk mcningkatkan peran Puskesmas agar dapat optimal da lum memberi ka n 

pclayanan scbagai Fasil itus Kcscha tan Tingka\ Pcrtam<l (FKTP) untuk Illcningkatkan 

pclayanan kcschatan peSCrla BP JS clcngan mcnggunakan pcndckatan da ri ilmu J-iukutn 

Aciminsi trasi dan J-Iuk um Kcschatan yang sccara Icrpcrinci tc rdcskrips i dalmn bagnn 

bcrikut ini: 

T uiuall PCll clilian Luar:l ll Pcnclilhm 
Ta hull I 

I. Mcncmukan dasar I lukum yang mcngatur 
• Ra ncangan Model reran Puskscm3s scbagai Fas ili tas Kcsehatan 

Tingkat I>crtama (FKTP) 
• Art ikcl Jllll iah di Jurmli 2. Mcnclllukan Faktor·faktor vallO menjadi , 0 

T crakrcdi las il l nternasiona l hambawn Puskcsmas dalam mcngoptimalkan 
pcrannya dalam mcmbcrikan pelayanan Tcrindc.x Scopus 

scbagai Fasi litas Kesehatan Tingkat I>crtama 
(fKTP) 1I1ltlik mcningkatkan pcJayanan 
kesehalan pcsc rl a BP JS. 

3. Mencmukan RANCANGAN MODEL Yang 
Tcpal aga r Puskcsmas da pat optimal da larn 
mcmberi kan pclayanan scbagai Fasili tas 
Kcschatan Tingkat Pcrtama (FKTP) un tuk 
lllcningkatkan pclayanan kesehman pcserta 
BI'JS 

Ta hull II • Rancangan Model Yang Ic lah 

Mclakukan Uj i Coba Tcrhndap Rancangan Yang diuji 

• Artikcl IIm iah di Ill uat di 
Ditemubn I>ada Pcncli lian Th. 1 Jurnal inlermlsional 

Tcrindcx Scopus 

• Ra ncangan Model dapat 
dijad ikan Prototpyc da lam 

Ta hull III 
oplimiaisas i Puskesmas di 

Melak ukan Diseminns i Rancnngan Model agar Indonesia khususnya pas len 
Rancangan Model bcnar-benar dapal ditcrapkan escrta Bil JS . 
da lam mengoptimalkan pcran PlIskcsmas dapm • Artikcl Il miah di Illuat eli 
opt imal da lam mcmberi kan pclayanan scbagai Jurna l internasiona l 
Fasi iitas Kcschatan Tingkat Pertama (FKTI') 
untuk meningkatbn pclayanan keschatan 
oeserln BP JS 
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3.2. Manfaat Pcnelitian 

1. Untuk Pcngembangan Kapasitas Institusi 

HasH penelitian dapat diaplikasikan untuk mendorong dan memperluas 

pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai instansi pemerintah di daerah khususnya 

pelayanan Puskesmas bagi pasicn pcserta BP J8. Karcna pclayanan Puskcsmas 

merupakan garis depan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang dapat dinikmati secara Iansung sehingga diharapkan secara simultan 

akan dapa meningkatkan kesehatan masyarakat. Kesiapan Puskesmas sangat 

diharapkan oIeh masyarakat terutama masyarakat miskin yang tidak tahu akan berobat 

kemana kecuali ke Pusksemas ketika datangnya sakit yang tidak akan tahu kapan dan 

dimana itu akan terjadi. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

terutama masyarakat miskin Puskesmas merupakan pintu gerbang utama sehingga 

dapat menjadi kunci utama pula dalam upayanya meningkatkan tingkat kesehatan 

masyarakat. Puskesmas sebagai FKTP dapat menjadi entry point untuk mengurai 

segal a permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat, Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jika pelayanan di Puskesmas sebagai 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat optimal maka diharapkan pelayanan 

kesehatan selanjutnya hanya hanya ada jika memang benar-benar diperlukan. 

Puskesmas juga dapat meningkatkan perannya dalam melakukan tindakan prefentif 

yang dapat mendorong terciptanya peniengkatan kesehatan masyarakat dan dapat 

mendorong setiap individu mampu mampu mengambil peran agar dirinya dapat 

berkontribusi dalam melakukan pencegahan sehingga masyarakat tidak perlu lagi 

pergi ke Puskesmas untuk berobat. Output dari penelitian ini diharapkan dapat 

diaplikasikan untuk mendorong peningkatan peran mas dalam melakukan edukasi 

kepada masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

sinergisitas antar insititusi sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. 

2. Untuk Penyclcsaian Masalah Pcmbangunan 

Adanya pelayanan kesehatan yang semakin membaik maka diharapkan akan 

berdampak positip pula pada sektor-sektor Iainnya seperti pendidikan, Sumber Daya 

Manusia, sektor ekonomi dan sektor lainnya. Karena itulah diperlukan adanya 

peningkatan keshatan baik secara makro maupun mikro . Kareqa dengan tingkat 

kesehatan yang tinggi pada masyarakat maka akan dapat dilakukan pembangunan 
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pada sektor-sektor lainnya secara opmtimal. Dalam suatu negara jika tingkat 

kesehatan masyarakat rendah maka pembangunan akan lamban bahkan bisa 

dikatakan beban negara akan semakin tinggi sehingga dapat menghambat 

pembangunan. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dilakukan 

optimlaisasi Pusksemas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

melalui penataan kcmbali pclayanan agar lebih langgap lerhadap tuntutan dan 

perubahan peraturan perundangan scsuai dcngan pcrubahan dan perkcmbangan 

permsalahan permasalahan kesehatan yanga kepentingan masyaiakat. Optimlisasi 

juga dapat dilkukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja 

serta perlikau masyarakat dalam berobat dan mcnjaga keschatan dirinya.. Hal ini 

harus dilakukan secara terencana oleh Pcmerintah, Reformasi birokrasi menjadi 

bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari 

pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

yang dapat menyelesaiakan masalah kesehatan masyarakat.dapat memberikan 

kepuasan. 

4. Manfaat Untuk Pengcmbangan Ipteks 

Hasil riset ini juga bermanfaat untuk pengembangan Ipteks khususnya pad a 

bidang Hukum Administrasi dan di bidang kesehtan karena hasil penelitian ini akan 

dipublikasikan ke jurnal internasional sehingga akan menjadi bahan kajian 

selanjutnya bagi para ahli yang berkompenten dalam bidang hokum administrasi, 

pelayanan public, maupun bidang lainnya serta bagi pembaca lainnya terutama bagi 

para prkatisi untuk meningkatkan pengetahuannya. Dengan adanya penelitian ini 

maka diharapkan akan dapat menambah khasanah i1mu yang meng~aji permasalahan 

yang terkait dengan kebijkan kesehatan. Hasil riset ini juga bermanfaat untuk 

pengembangan Ipteks khususnya terkait dengan masalah dalam upayanya untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu output 

penelitian ini juga akan dijadikan sebagai bahan pengayaan/pengembangan materi 

perkuliahan, publikasi jumal ilmiah dan sebagai lahan keg~atan pengabdian 

masyarakat. Dengan demikiam hasil penelitian ini diharapkan akan dapat 

memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan ilmu yang kedalamannya 

tak dapat diduga sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus 

menerus. Pada masa reformasi dan demokrasi di Indonesia kajian-kajian yang terkait 

dengan ilmu hukum, sangat 
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-------_ILII: 

BA B. IV 

M ET O DE PENELITI AN 

ftllUSTA~ 

WM1'D..SI1'A3 AlU,JJllCJll&& 

SUIlABAY.a. 

4.1 . Dcsain Pcnciiti J:1Il 

Pcnclit ian ini menggunakan pendckatan kualitatif, dengan pcndckatan ini d iharapkan 

akan dapal dikaji seeara komprchship dan mcndalam. Pcnelitian akan diawali dcngan 

mclakukan needasisment tcrhadap kapasitas Puskesm3s dalam mt.:mbcrikan pe layanan 

kcpaa pasicn pcsena BP JS. St.:tclah illl penclitian akan dilakukan as;smelli Icrhadap bcrbaga i 

faktor dan permasalahan ya ng bcrpcngaruh tcrhadap pclayanan pasien pescnl:l I3PJS. 

11-1 "1 11 Alur PCllcli lhu . . . 
Input Output O utcome Indikalor Ca naiall 
Pcraluran Data len tang .Diharapkan A danya kcbijakan yang 
Pcrundangan pcraturan Pcmcintah dapat bcrsifat strntcg is unluk 
Yang tcrkait pcrundangan UJ1Iuk membual kcbijakan men!ngkatkan bpasitas 
Dengan dapat mcngambil uilluk mcn ingkatkan Puskcsmas unt uk dapa t 
Pclayanan kebijakan tcnlang kapasilas Puskcsm<ls men! ngkat kan perannya 
Kcschatan pcgcmbangan untuk dapat scbagai Fasilitas 

Puskesmas scbagai Ill eningkmkan Kcschatan Tingkat 
Fas ilitas Kcschatan pcrannya scbagai Pcrtama (FKTI') bagi 
Tingkat Pertama Fasi litas Kcscha tan Pasicn Pcscrla BP.J S 
(FKTI') pas lcn Tingkat Pcrtama 
pescrla UP.IS (FKTP) bagi P<lsicn 

Pescrta BP.IS 

Variabcl-vmiabel DaliJ tcntang Dihara pkan dapat Ada nya pcnyelcsaian 
ya ng Illenjadi hambata n- di lakukan Upaya milsalah-masalah yang 
hambalan halll batan mcngal:lsi Variabcl- mcnghamba t ruskesmas 
Puskcsmas PlIskcsmas Dalam variabc l yang mcnjadi Dalam Mcmbcrikan 
Dalalll Mcmbcribn hambatan dalam Pclaya nan pada Pasicn 
Mcmbcrikan PcJayanan pada mcningkalbn Pcscrla B P J S 
Pclayanan pada P .. sicn Pcserta pc layanan [>lIskcsmas 
Pas icn Pescrta BPJ S Dalam Mcmbcrikan 
IlPJS Pclayanan pada 

Pasien Pcscrta EP JS 
Variabcl-variabcl Data ten tang faktor- Diharapkan cl apat Adanya optima lisasi I 
yang dapat faktor ya ng dapat clilakllkan rcformasi Program inovatif 
Mcngoptimal isas i mcngo plimlakan birokras i yang Puskesmas scbaga i 
i' lIskcsmas fun gs i Puskcsmas mcndoron g adanya Fasilitas Kcsehalan 
Dalam Dalam optiml iasasi peran Tingkal Pcrtama (FKTP) 
Mcmberikan ;vlembcrikan plIskcsams scbagai bag i Pasicn Pcscrta BP.JS 
Pclayanan pad a Pclayanan pada Fasililas Kcsehalan 
Pasicn Pcserta Pasicll Pcserta Ti ngkat Pertama 
I3PJS BPJ S (FKTP) bagi Pas ien 

Pcscrla BP.JS as 
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4.2. Mctode Pcnclitian 

4.2.I.Lokasi Pcnelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kab. Sidoarjo lawa Timur. K~bupaten Sidoarjo 

merupakan kabupaten sebagai dacrah penyangga Kota Surabaya. Sehingga dengan memilih 

lokasi penelitian berkaitan dengan pelayanan Puskesmas di Sidoarjo sebagai lokasi 

penelitian merupakan hal yang sangat tcpat. l.)engan menjadikan Kabupatt!n Sidoarjo 

sebagai lokasi penelitian maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat juga dipakai 

sebagai Prototype daerah-daerah lainya. Kota Kabupaten Sidoarjo merupakan kota 

kebupaten yang dekat dengan ibu kota Propensi Jawa Timur sehingga dengan dcmikian 

diharapkan akan diperoleh informasi yang lebih faktual terhadap proses pelayanan kesehatan 

di kota keeil yang relatif jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tuntas dan 

memadai. 

4.2.2. Sumbcr informasi 

Yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten , Manajer Puskesmas, Tenaga Medis maupun administrasi Puskesmas, peserta 

BPJS yang menjadi pasien IPuskesmas, serta BPJS sebagai badan penyelengara jaminan 

kesehatan masyarakat. Sumber informasi akan ditentukan dengan teknik bola salju; dengan 

demikian diharapkan akan diperoleh informasi yang lengkap, mendalam dan 

komprehenship. 

4.2.3. Tcknik Pcngumpulan Data 

4.2.3.1. Bahan Hukum 

Menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum pnmer maupun bahan 

hukum sekunder yang bcrkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut 

diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, jumal hukrim, internet, hasil 

seminar dan lain-lain. Selanjutnya bahan hukum primer tersebut digunakan untuk 

menjelaskan isu hukum yang menjadi obyek pembahasan dengan bertitik tolak dari 

teori-teori, konsep dan asas asas hukum yang menjadi dasar penelitian. Bahan-bahan 

penelitian yang telah dihimpun tersebut dipelajari dengan seksama sehingga dapat 

diperoleh inti sari yang terkandung di dalamnya, baik berupa ide,usuJ. dan argumentasi, 

maupun ketentuan-ketentuan terkait. 

4.2.3.2. Wawancara Mcndalam 

Wawaneara dilakukan terhadap para sumber informasi ditentukan seeara 

Purposive. Teknik wawaneara mendalam dipakai untuk memperoleh data karena 

teknik ini sangat tepat untuk memperoleh data yang berkaitan. dengan kegiatan 
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organisasi, motivasi, perasaan, sikap dan sebagainya (Hem lrianto,200 1). Dalam 

penelitian ini wawaneara mendalam dilakukan dengan maksud untuk menggali 

informasi seeara mendalam dan komprehenship data yang berkaitan dengan: Faktor­

faktor yang menjadi kendala Puskesmas dalam memberikan pelayarlan kepada pasien 

peserta BPJS, Pengeloalaan Puskesmas serta respon pasien peserta BPJS terhadap 

pelayanan Puskesmas di mana dirinya berobat. Sehingga dengan demikian akan dapat 

diperoleh data yang berkaitan dengan kapasitas dan kinerja Pusksesma dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS. 

4.2.3 .. 3. Focus Group Discussion (FGD) 

Setelah dilakukan wawaneara mendalam maka hasil dari wawancara akan 

didiskusikan dengan teknik Focus Group Discussion ( Bungin, 2001: 172) Teknik ini 

eocok untuk mengali data lebih mendalah dan komprehenship dari berbagai sudut 

pandang serta pemikiran-pemikiran yang saling melengkapi serta saling koreksi. 

Dalam penelitian ini FGD digunakan untuk menjaring informasi dlilri berbagai pihak 

yang terlibat langsung dengan peran Puskesmas. Dengan FGD maka diharapkan akan 

dapat diperoleh informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan berbagai 

peraturan perundangan, masalah-masalah yang dihadapi masing-masing pihak serta 

untuk mencari solusi-solusi seeara bersama-sama sehingga dapat disusun Raneangan 

Model yang lebih komprehenship dan holistik. 

4.2.3 •. Editing dan Koding Data Analisis Data 

Setelah diperoleh data maka dilakukan editing dan pengkodingan data. Hal ini 

diperlukan untuk mengklasifikasi dan meverifikasi data yang diperlukan sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Selain itu hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti 

menelusuri keterkaitan antara data yang tersedia dan mencari benang merahnya. 
J 

Dengan adanya editing dan koding maka akan diketahui sedini mungkin apabila ada 

kekurarangan data yang sangat diperlukan untuk menjawab permsalahan penelitian. 

Analisis Data, Semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum serta 

data lapangan ditarik benang meranya antara satu dengan lainnya dengan 

menggunakan penaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi dan konsep 

baik bempa definisi, deskripsi maupun kategorisasi sebagai hasil penelitian dengan 

berbagai pendekatan disiplin ilmu. Model yang dipakai dalam menganalisis data 

didasarkan pada kerangka pikir dari Mardiasmo ( modifikasi) yang mendeskripsikan 

bahwa dalam mengoptimalkan peran Puskesmas maka diperlukan adanya target-target 
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yang terkonstruksi sehingga akan dengan lebih gampang untuk rnenganalilis celah­

celah pcrmasalahan yang ada dan bagaimalla solusinya (Mardiasmo,2013) 

4.2.4. Lokakarya 

Setelah rnelakukan k~jiall hukum dan penclitian lapangan serta dilakukan 

Dnnilsis data scrta drat" laporan maka sebelum diuual anal sis yang lebih rnenalam dan 

lebih kornprehensip rnakn dilakukan Lokakarya. Lokakarya dilakukan untuk 

rnendiskusikan hasil temuan penelitian yang rnasih sernentara untuk memperolt:h 

masukan dari berbagai pandangan disiplin i1rnu scrta para praktisi, serta para ahli 

dibadangnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Indonesia bagi peserta 

BPJS. 

4.2.5. Pelaporan dan Publikasi 

Setelah dilakukan analisis dan diternukan adanya pola-pola rnaka dilakukan 

pegaktegorian data, serta disusunlah berbagai altematif pernecahan rnasalah penelitian , 
dari alternatif-alternatif tersebut kernudian dibuat draf laporan dan dikaji kern bali 

untuk dilokakaryakan. Dari hasil lokakrya inilah draf laporan direvisi dan disusun 

untuk dapat dianalisis yang lebih rncndalam dan luas sehingga dengan demikian 

diharapkan akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar tclah dianalisis dengan 

baik dan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Dari hasil lokakarya rnaka 

dibuat Rancangan Model Optimalisasi Pusksesmas yang tepat kernudian disusunlah 

laporan lebih komprehenship dan mendalarn. Setelah laporan dibuat maka dialakukan 

editing dan analisis yang lebih dalam dan kornprehensif untuk menyusun laporan akhir 

an artikel ilmiah untuk dipublikasikan. 
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BAil V 

aIL U: 
I'UPUSTAlt.AAK 

! ~.u AJALANoa.t. 

IVRABAYA 

H ASIL DAN LUARAN YANG I)I CA PAI 

S.I Badan Pcnyclcnggara Jamin:tn Sosia J Kcschat:lIl llPJS 

DaJam PCr<lluran Presiden Rcpublik Indonesia No mor 

72 Tahun 2012 Tcntllng S istcm Kcschatan Nasiona l . Pasal I angka 2. S iSICIll 

Kcsch3lan Nas ional, yang sclanjutnya disi ngkat SKN adalah pcngclo laa n kcsehatan 

yang di sclcnggarakanolch semua komponen bangsa Indonesia sccnra \crpadu<iun 

saling mcndukung glma Illcnjamin tercapainyadcraju\ kcschatan masyarakat yang 

sCli ngg i-till gg inya. Pasal4 (I) SKN dilaksanakan olch pcmcrinlah , pcmrintah 

dacrcah , dan/alau masyarakat (2) SKN dilaksanakan sceara bc rkclanjutan, 

sistcmat is , terarah , Icrpadu, mcnycluruh, dan tanggaptcrhadap pcrubahiln dengan 

mcnjaga kcmajuan, kcsatuan dan ketahanan nasiona!. Pasal 6 (I) Pelaksanaan SKN 

c1itckankan pada peningka tan pcrilaku dan kcmandi rian masyarakat, 

profcsionalismc sumber c1aya manusia keschalan, serta upaya promotif dan 

prcvcntif tanpa mcngesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. (2) 

Profcsionalis l1lc sumbcr daya manllsia kesehatan scbagaimnna dimaksud pnda ayat 

( I) yang dibina o leh Menteri hanya bagi tcnaga kcsehatan dan tcnaga 

pcndukung/pcnunjang kcschatan yang tcrlibat dan bckerja sen a Illcngabdikan 

dirinya dalam upaya dan manajcmen kcse hatan. (3) Pc laksanaan SKN scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I) hanls mempcrhatik ,m: a. cakupan pdayanan kcschatan 

berkuali tas, ::telil, dan I11cnlta ; b. pcmberian pelayanan kcschatan yang bcrp ihak 

kcpada rakyat ; c. kcbijakan kesehatun masyarakat ull tuk lllcni ngkatkan dan 

mclindungi keschatan masyarakat; d. kcpemimpinan dan profesionalisme dalam 

pcmbangunan kesehatan; c. inovas i atau tcrobosan ilmu pcngctahuan dan Icknologi 

ya ng elis da n tcrbukti bennan faat dalam penyclcnggaraan pcmbangunan kcsehatan 

seca ra IlIas, termasuk pcnguatan sistcm rujukan; r. pcndckatan scca ra global dengan 

mempcrtimbangkan kebijakan kcsehatan yang s istcmat is, bcrkclanjutan, tcrt ib, dan 

responsir gcnder dan hak anak; g. dinamika kcl uarga dan kcpendudukan; h. 

kcinginan masyarakat; i. epidemiologi penyaki t; j. pcrubahan ekologi dan 

lingkungan; elan k. globalisas i, demokratisasi dan desc ntral isasi .dcngan semangat 

pc rsatuan dan kcsaluall nasiona l scrta kCl11itraan dan kerja sama li ntas sec tor. 

Dalam Peraturan Presiden Repub li k Indonesia Nomor 12 Tahun 20 13 

Tcntang Jaminan Kcschatan Pasa l I yang dimaks ud dcngan Jaminan Keschatan 

adalah jam imll1 bcrupa perlindungan keschatan agm pesc rt a l11cmpcroleh manfam 
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pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh pemerintah. 2. Badan Pcnyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan yang selanjutnya disingkat BP JS Kesehatan adalah badan hukum yang 

dibentuk untuk menyelenggnrakun program Jaminan Kesehatan. 1. PenerilllH 

Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang sclanjutnya disebut POI Jaminan Kesehatan 

adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan 

Kesehatan. 4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 5. Manfaat adalah 

faedah jaminan sosial yang menjadi hak Pcserta dan/atau anggota keluarganya. 

Dalam ayat 14. Fasilitas Keschatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan. baik . 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah. dan/atau Masyarakat. 

Dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
( 

2013 menyebutkan: (l) U ntuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BP JS 

Kesehatan pada satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS 

Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. 

(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak 

memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. (3) Peserta harus 

memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat 

Peserta terdaftar. (4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tidak berlaku bagi Peserta yang: a. berada di luar wilayah Fasilitas 

Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau b. dalam keadaan 

kegawatdaruratan medis. (5) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan kesehatan 

tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus meiujuk ke Fasilitas 

Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang undangan. (6) Ketentuan lcbih lanjut mcngenai 

pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kcsehatan rujukan tingkat 

lanjutan diatur dengan Peraturan Menteri. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 

Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 1 Dalam 

Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: I. Jaminan Kesehatan adalah jaminan 

berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 
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kesehatan dan perlindungan daIam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diherikan kepada setiap orang yang teInh mernbayor iuran ainu iurnnnya dibayar oIch 

pemerilltah. 2. Badan Ptmydtmggara Jarninan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disingkat BP J8 Kesehatan adaIah badan hukurn yang dibentuk untuk 

menyeIenggarakan program Jaminan Kesehatan. 3. Peserta ada~ah setiap orang, 

tennasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang 

telah membayar iuran. 4. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak 

Peserta dan/atau anggota keluarganya. 5. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan perorangan, baik promotif, prcventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oIeh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. 6. Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Pertama adalah peIayanan kesehatan perorangan yang bersifat 

non spesialistik (primer) meIiputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 7. Rawat 

Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non 

spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk 

keperIuan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 8. 

Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat 

non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk 

keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis 

lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 

(satu) hari. 9. PeIayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya 

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik ataU sub spesialistik yang 

meliputi rawat jaIan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di 

ruang perawatan khusus. 

Dalam PasaI 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2013 Tentang (I) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyeIenggaraan peIayanan kesehatan untuk 

pelaksanaan program Jaminan Kesehatan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi 

ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan PasaI 36 (1) Penyelenggara pelayanan 

kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJ8 

Kesehatan. (2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Keschatan. (3) Fasilitas 
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Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama 

dengan BPJS Kesehatall. (4) Kl!rjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis. (5) Persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

5.2. Peran dan Fungsi Puskesmas Fasilitas Kescbatan Tingkat Pcrtam~ (FKTP) 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BP JS adalah 

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan 

Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat 

agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS sendiri tcrbagi 

menjadi dua jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan 

mulai beroperasi menye1enggarakan program jaminan keschatan pada tanggal 1 Januari 

2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS 

Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk enyelenggarakan program 

Jaminan Kesehatan. Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keschatan Republik 

Indonesia Nomor 75 tahun 2014 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pe1ayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. ( Rahmat Hidayatullah, 2016 , 

5040- 5041) 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah faskes yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan individu yang bersifat umum untuk keperluan 

pengamatan, promotif, preventif, mendiagnosis, perawatan at au pelayanan kesehatan 

lainnya (Kemenkes RI, 2014b). Penyelengaraan pelayanan kesehatan di era JKN 

meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sarna dengan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dimana FKTP berupa 

Puskesmas atau yang setara, dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara 

dan rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, yang harns menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan secara komprehensif (Kemenkes RI, 2013). Pelayanan kesehatan 

sebelum era JKN mencakup fasilitas kesehatan yang berbeda-beda. l--:asilitas kesehatan 

(faskes) yang dicakup dalam Program Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), 

Jaminan sosial bagi tenaga kerja (Jamsostek), Asuransi kesehatan (Askes) bagi PNS, 
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pencrima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan heserta keluarga dan Program Jaminan 

kesehatan daerah (Jamkesda) yang berbeda antara satu penyelenggara dengan 

penyelenggara lainnya. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) I Jamkesmas 

menggunakan Puskesmas dan jaringannya, PPK I Jamsostek menggunakan praktek 

dokter swasta, PPK I Askes menggunakull Puske;:slIlas, uukLe;:r prakltlk swasLa dan 

Jamkesda hanya mcnggunakan PPK milik pemerintah (Situmorang, 2013). Pad a masa 

peralihan pelaksanaan JKN, seluruh FKTP milik TNII POLRI dinyatakan sebagai klinik 

pratama dan menyesuaikan perizinan sebagai klinik pratama dalam waktu dua tahun 

sejak Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 berlaku serta FKTP yang 

bekerja sarna dengan BP JS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban lerakreditasi dan 

harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam jangka waktu lima talmn (Kemenkes RI, 

2013). Bcragamnya jenis faskes dan perbedaan standar pcnilaian FKTP dalam masa 

peralihan ini tentu berisiko dapat menyebabkan adanya perbedaan mutu layanan yang 

diterima oleh pasien JKN dan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Disisi lain 

pemerintah melalui BP JS Kesehatan sedang giat-giatnya melaksanakan program 

optimalisasi pelayanan primer sehingga FKTP dituntut memberikan pelayanan 

kesehatan yang memuaskan pasien. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pclayanan 

kesehatan yang digunakan untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan 

baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah 

atau masyarakat (Kemcnkes RI, 2013). Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan bagi pengguna JKN terdiri atas FKTP dan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Lanjutan ( FKRTL) . 

Prosedur layanan kesehatan dalam JKN yaitu pelayanan bagi pas len 

dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari FKTP yang diselenggarakan oleh 

FKTP tempat peserta terdaftar. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) peserta 

JKN terdiri dari Puskesmas, dokter, dokter gigi, klinik pratama dan Rumah Sakit Kelas 

D Pratama yang bekerja sarna dengan BPJS Kesehatan (Kemenkes RI/ 2014b). Dokter 

praktek baik dokter umum maupun dokter gigi tennasuk fasilitas kesehatan tingkat 

pertama pada program JKN dengan melakukan kerja sarna dengan BP JS Kesehatan dan 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pusat kesehatan masyarakat yang 

selanjutnya disebut Puskesmas merupakan faskes yang menyelenggarakan upaya 

kcsehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang sctinggi-tingginya di wilayah kcrjanya (Kemenkes RI, 20 14c). 
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Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan namun dalam kondisi tertentu pada 

satu kecalllatan dapat didirikan lebih dari salu Puskeslllas berdasarkan pcrtimbangan 

kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesbilitas. Pelayanan kesehatan 

merupakan upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu 

sistem. Klinik merupakan faskes yang melaksanakan layanan kesehatan perorangan 

dengan melayani pelayanan medis dasar dan atau spesialistik (Kemenkes RI, 2014d). 

Berdasarkan jenis pelayanan, klinik tcrdiri dari klinik pratama dan utama. Klinik 

pratallla merupakan klinik yang melaksanakan pelayanan medis dasar baik umum 

maupun khusus. Klinik dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 

BPJS Kesehatan dalam menetapkan pilihan fasilitas kesehatan melakukan seleksi, 

kredensialing dan rekrendensialing dengan kriteria teknis yang meliputi sumber daya 

manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan serta komitmen 

pelayanan (Kemenkes RI, 2013). 

Kriteria teknis digunakan untuk penetapan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, 

besaran kapitasi dan jumlah peserta yang bisa dilayani. Seluruh FKTP milik TNII 

POLRI yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pad a masa peralihan dinyatakan , 

sebagai klinik pratama dan dalam jangka waktu dua tahun hams memenuhi persyaratan 

sebagai klinik pratama sejak Permenkes No.7) Tabun 2013 berlaku, serta FKTP yang 

bekerja sarna dengan BP JS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi dan 

hams menyesuaikan dengan ketentuan dalam jangka waktu lima tahun (Kemenkes RI, 

2013). Status Kepesertaan dalam JKN Peserta program JKN merupakan setiap orang , 
termasuk orang asing yang bekerja minimal selama enam bulan di Indonesia dan telah 

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. (Kemenkes RI, 2014b). Peserta 

program JKN terdiri dari atas dua kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan luran 

(PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI 

jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI 

jaminan kesehatan adalah pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja 

bukan penerima upah dan anggota keluarganya serta bukan pekerja dan anggota 

keluarganya (Kemenkes RI, 2014b). luran Jaminan kesehatan untuk peserta pekerja 

penerima upah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pckerja sendiri sedangkan iuran 

peserta mandiri (pekerja bukan penerima upab dan bukan pekerja) dibayarkan oleh 

peserta sendiri kepada BP JS Kesehatan sesuai kelas perawatannya (Kemenkes RI, 

2014b). Pelaksanaan JKN membuat paradigma pelayanan kesehatan bergeser ke arab 
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mutu pelayanan. Masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan baik prImer 

maupun sekunder mulai memperhitungkan muttl layanan yang diterimanya. BPJS 

sebagai badan penyelenggara di c;:ra JKN melakukan berbagai upaya dalam 

mengoptimalisasi mutu layanan primer dan menegaskan fungsi gate keeper dari FKTP. 

FKTP dalam pelaksanaan JKN berupa Puskesmas, dokter praktek perorangan, klinik 

pratama dan rumah sakit kelas 0 Pratama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

secara komprehensif. Mutu pelayanan khususnya pelayanan kesehatan primer sering 

dikaitkan dengan kepuasan pasien. Kepuasan pasien merupakan salah satu sasaran 

utama yang dicapai dalam pengembangan JKN. Kepuasan pasien merupakan tanggapan 

pasien terhadap kesesuaian kcbutuhan (ekspektasi) pasien sebelum dan sesudah 

menerima pelayanan, maka pasien yang merasakan kcpuasan terhadap layanan 

kesehatan memiliki kecenderungan untuk patuh, taat terhadap kegiatan pengobatan dan 

menjadi pelanggan setia. Lima dimensi untuk mengevaluasi mutu layanan kesehatan 

meliputi bukti fisik, daya tang gap, kehandalan, empati dan jaminan. Kepuasan pasien 

dipengaruhi oleh banyak faktor (konsep multi dimensi) meliputi faktor jenis tempat 

layanan, status kepesertaan dan karakteristik sosiodemografis pasien (umur, jenis 

kelamin, pendidikan dan pekerjaan). Perbedaan mutu layanan kesehatan pada jenis 

fasilitas kesehatan karena kompctensi pemberi layanan, sistem peresepan obat, sistem 

rujukan, kemudahan akses ke layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas dan kondisi 

lingkungan fisiko Pasien yang membayar langsung atau mandiri menginginkan 

mendapatkan kualitas pelayanan tertinggi dibandingkan dengan pasien asuransi dan 

jaminan kesehatan yang disubsidi pemerintah. Kelompok umur usia produktif 

cenderung lebih ban yak menuntut dan berharap banyak terhadap l~yanan kesehatan. 

Pria cenderung lebih banyak mengkritik layanan kesehatan daripada wanita, pasien 

dengan pendidikan tinggi tidak akan mudah merasa puas bila layanan kesehatan yang 

diterima tidak sesuai keinginan pasien. BP JS Kesehatan dalam menetapkan pilihan 

fasilitas kesehatan melakukan seleksi, kredensialing dan rekrendensialing dengan 

kriteria teknis yang meliputi sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, , 
lingkup pelayanan serta komitmen pelayanan (Kemenkes RI, 2013). Kriteria teknis 

digunakan untuk penetapan kerjasama dengan BP JS Kesehatan, besaran kapitasi dan 

jumlah peserta yang bisa dilayani. Dapat disimpulkan bahwa dimensi mutu terutama 

tangible FKTP merupakan hal yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pemilik 

atau pengelola FKTP karena selain merupakan kriteria teknis yang harus dipenuhi tetapi 

untuk kepuasan pasien. Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam 
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jangka waktu paling sedikit tiga bulan peserta JKN berhak memilih FKTP yang 

diinginkan (Menkumhnm RI, 2013). Tcnlu rnula.si pC!sC!rla JKN karcna kctidakpuasan 

akan membawa dampak bagi FKTP tersebut terkait besaran kapitasi dfln jurnlah peserta 

yang bisa dilayani. ( Ni Made Widiastuti , 2015, 19-41) 

Dalam Lampirall Kcpulusan Melltel'i Kesehatan Nnmor 

128IMcnkcs/SkJli/2004 Tanggal 10 Fcbrunri 2004 Kcbijakan Dasar rusaL KC!schaLan 

Masyarakat (Puskesmas) Dsalam Bab I terkait dengan konsep dasar Puskesmas 

menyebutkan bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan 

kabupatenlkota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 

suatu wilayah kerja. Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan KabupateniKota 

(UPTD). Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasionai 

Dinas Kesehatan KabupateniKota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta 

ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Sedangkan Pembangunan 

kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sebagai Penanggungjawab 

utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah 

kabupatenlkota adalah Dinas Kesehatan KabupatenIKota. sedangkan Puskesmas 

bertanggungjawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan 

oleh dinas kesehatan kabupatenlkota sesuai dengan kemampuannya. Wilayah Kerja 

Puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari 

dari satu Puskesmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi anlar Puskesmas, 

dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desalkelurahan atau RW). Masing­

masing Puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawablangsung kepada 

Dinas Kesehatan KabupatenIKota. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur 

Jaminan Kesehatan adalah (Sri Mugirahayu: 2018.) Undang-Undang UU 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah dirubah beberapa kali, yaitu: 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Perubahan 1) Peraturan Presiden Nomor 

19 Tahun 2016 (Perubahan 2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Perubahan 3) 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 (Perubahan 4) Terkait dengan Penjaminan 

Manfaat Pclayanan di atur dalam Pennenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diubah menjadi 
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Pcrmcnkcs Nomor 99 Tahun 2016, Permenkes 28 Tahull 2014 It:nlang Pcdoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kepmenkes Nomor 

HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional, Kepmenkes Nomor 

HK.02.02/Menkes/252/20 16 tentang Asosiasi Fasilitas Kt!st!hatan, Kepmenkes Nomor 

IIK.02.02/Menkes/S14/20 15 tcntullg Pumluull Praklik Klinis Dagi Dokter di FKTP, 

Kepmenkes No HK.02.02IMENKES/62120 15 tentang Panduan Praktik Klinik Bagi 

Dokter Gigi, Peraturan BP JS Kesehatan No. 1 Thn 2014 tentang Penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan, Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Permenkes 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Permenkes Nomor 24 Talmn 2014 tentang 

Rumah Sakit Kclas D Pratama, Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tcntang Akreditasi 

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat praktik Mandiri Dokter dan Tempat Mandiri 

Dokter Gigi, Pemenkes Nomor 9 Tal1Un 2017 tentang Apotek. Scdangkan Tarif 

Pclayanan Kesehatan diatur dalam Pemenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar 

Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan , 
( 

Peraturan Bersama Sekretaris Jendcral Kementerian Kesehatan dengan Direktur BP JS 

Kesehatan Nomor HK.O 1.08/III/980/20 17 dan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pctunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan 

Pada FKTP. Perpres 32 Talmn 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 

Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, Pennenkes Nomor 21 Tahun 2016 

tcntang Pcnggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kcsehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Permenkes 

Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata eara Pengelolaan PenerimaanNcgara Bukan 

Pajak dari Dana Kapitasi Pada FKTP Pemcrintah PusaL 

Cakupan Pelayanan Tingkat Pcrtama Permcnkes 99 Tahun 2015 pasal 16 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pert am a merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik 

yang meliputi: administrasi pelayanan; pelayanan promotif dan preventif; pcmeriksaan, 

pcngobatan, dan konsultasi medis; tindakan medis non spesialistik, baik operatif 

maupun non operatif; pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; pemeriksaan 

pcnunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai 

dengan indikasi mcdis. Dalam Pasal 18 Rawat inap pada pengobatanlperawatan kasus 

yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Keschatan Tingkat Pertarna; 

Pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; Pertolongan persalinan dengan 

komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; dan Pertolongan 

neonatal dengan komplikasi. Sedangkan Cakupan Pelayanan Tingkat Pertama dalam 
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Permenkes 99 Tabun 2015 (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama untuk pelayanan 

medis mencakup: kasus medis yang dapat disclesaikan sccara tuntas di Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Pertama; kasus medis yang membutuhkan penanganan awal 

pemeriksaan, pengobatan, dan 
, 

sebdwn dilakukan rujukan; kasus medis rujuk baIik; 

tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; pemeriksaan ibu hamil, llifas, ibu 

menyusui, bayi dan anak baIita oleh bidan atau dokter; dan rehabilitasi medik dasar. 

(2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan panduan klinis yang ditetapkan oleh Menteri 

Kepmenkes 514 Tahun 2015 untuk Dokter Umum Kepmenkes No 

HK.02.02IMENKES/62/20 15 ulltuk Dokter Gigi . Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Pertama tergambar dalam bagan-bagan berikut (Sri Mugirahayu: 2018) 

Alur Pelayanan 

RUllla~ Sa kit yang ~ekeriasama. 

- RawatJalan lingle"t lanjutan Rawatlnap linglcat lanjutan ---, 

Sembuh 

Peserta 
Pulang 

Peser!a 
Pulang 

Sura! Perintah Rawat I ~ Surat Perintah 
~ Rawat 

UGD setiap RS . _.. Pulang 

";; , 
~ 
~~ 
E ~ l> sembuh 
w ~ a Sura! RuJukan '" 
Z Elektronik ll: a 5 OJ Gate Keeper m 

i ..-.. ~ Peserta Rujuk 

I ifBf~!!fflliffi:u·~i'!.r:M;lJ~·:r.''' ;. Balik .--- - Wl'.Bc..=~!Ilg~,~_--_- __________ J 
Sembuh 

ti: - - - - - - • Puskesmas, Klinik Pra!ama, .'flUIl. :-.=r Praktek Dokter. Praktek Dokter Gigi 
- =:-,?'::-..=.;~=-:-. 

Sumber; BPJS 

MANFAAT PELAYANAN KESEIIATAN 
T1NGKAT PERTAMA Program Rujuk Balik 

PROMOTIF PREVENTIF KURATIF REHAIIILITATIF 

1. PtElyuluhankt"srhar.an 
pt'ror.Ingan \ ;:. Row,'I·I..,. 

Z.lmvnilm Rutin (O~rdoln 
~nju"'n)· 

3. Kdu;IIl'p BtRRcoIn .. • 
.. s..oIIIrK8 
b. frnp.aN 
c. rUD 
cl V.lvk((IorN 

4. Sknolng "'II\'''Y,1' krsth.n.m 

S. Pro~ .. m po_vlolun ponY.~)' 
kronui 

6. PtJ .. y.man ~11':'Plsa.n (skrin~ug) 
Knt'~un UE1N1c dbgnow: 
•. 0114 [&OPf(;O"~ 
1t.1fr. 
c. Ca 50 .... (tVA/P,ps", .. ,1 
d. CI~m.."nK 

Sumber; BPJS 

01. Pt1nt'rlk,oIoIn. pC'acotutan a 
konwlU$l 

b. Tlnd.1lkitnUmhk non 'pnl:lli\hk 
(. ptftUnJ.I"I ISucnosuc ~It. Pnlar'IU 
d.~t68NHP 

Z. Rawat Inoitp sl:suai indtkast m~as 
3. rolly ••• n sIsi 
4. ~bidmiltl 

.I.Pd.aya~nANC 

b. Pct.ay.an.1ln PNC 
S. P~runn~n 

6. Pd.ayaft-.In Cawal D~rur-.ll 
7. Poloyon.n Prosnm Rujuk lIoIik 

I. Konsutusl medii 
b. Oba~ Prop-.ll1l A,,~k 8.ahk 

28 

Pft~yana.n Progr~m Ruiuk ~tik (PR8) oUbl.ah pcbya.n,n- b~gi P;;'nu denpn~ I' 
diagRou pe-nyakit kronl. tenentu yang tr1Ah dlle'tapk.tn d411ilm kundisi 
lrrkO-nlr'Ul/st~bU ol,h Doktf'r Sprsialls/Sub Sp&"li.tlis usu.ai de-ng.r.n srolnd .. , 
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I PC'~yaldt ),""g term. asuk dalam PRO. 
y~ttu: 

t. di.abnC'S m('lIcus­
Z. hipcol1C-Mi. 
3. penyaklt iantbng, 
4. ~sm". 
5. I'fi>y.k. Puu _""kill Km.ik 

(PPOK), 
6. t'pilrpsl. 
7. &.utaum kneh.a~n jiW3 kronUc. 
a SIlOb-. 
,. Sindroma Lupus En"tmQttnUJ 

(sLEI.dan 
Pntyaldt kronis bin yolng ditcUpUD 
olehMo."m. 

lenls peniaminan pri.Jy.lnoln bag. 
pc-srru PAD. ,ailv: 
1. Pcmrriks.u.n.un konJulusi oIch 

FKTP 
Z. Pombon.. obot PRO Y'ng 

trrnusuk lib'""" cWgr *t PRO 
di Formul.arium N.as~~1 oIoth 
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Ptilf,rwn PIOI'IIOI,f P'''"tn~f 
SoI:RINJrlG ~lSt.1tAIAN 

PI"OJ:r:lm IWjulrD~Jik 
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Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahtin 2007 Ten'ang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 1 Dalam 

Peraturan Menteri ini yang dilllaksud dengall: 1. Dadall Layanan Umum Daerah yang 

selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bcrupa penyediaari barang dan/atau 

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan, dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Pola Pengelolaan 

Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pcngelolaan 

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kcleluasaan untuk menerapkan praktek­

praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan peIayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 3. 

FIeksibilitas adalah keieluasaan pengeloIaan keuanganlbarang BLUD pad a batasbatas 

tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 4. Peningkatan 

status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan 

PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK­

BLUD penuh. Sedangkan dalam Pad a Bab III Persyaratan Dan Penetapan PPK- BLUD 

Bagian Kesatu Persyaratan PasaI 4 .Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit 

Kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Pasal 5 (1) 

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpen,..hi apabila tugas 

dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan 

pelayanan umum yang menghasilkan semi barangljasa publik (quasipublic goods). (2) 

PeIayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I ), berhubungan dengan:a. 

penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pelayanan masyarakat; b. pengelolaan wiIayah/kawasan tertentu untuk tujuan 

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. pengelolaan 

dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada 

masyarakat. Pasal 6 (I) Penyediaan barang dan/atau jasa Iayanan umum, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan. (2) 

Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 

tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah 

daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) 
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Pelayanan umum yang hanya merupaknn kewenangan pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), antara lain: layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), layanan pemberian izin mendirikan bangunan (1MB). 

Untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat Sidoarjo, pemerintah 

mengubah status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dari 26 

Puskesmas yang ada <.Ii Sidoarjo, meski dirasa kurang kapasitas dokter yang memadahi, 

ada sekitar 16 Puskesmas yang sudah di rubah statusnya. 'OPRD Sidoarjo, 

mengapresiasi alih status Puskesmas menjadi BLUD sebagai antisipasi overload di 

RSUD Sidoarjo. Dewan meminta Puskesmas meningkatkan kinerja pelayan terutama 

terhadap kesehatan masyarakat dan juga dilandasi kesiapan-kesiapan. Harusnya 

masing-masing Puskesmas yang sudah menjadi BLUD ada 7 dokter, standby dan 

lainnya agar pelayanan menjadi maksimal. Perekrutan dokter akan' dilakukan secara 

bertahap .(https:llwww.kabupatenreport.comlPuskesmas) Puskesmas yang sudah 

berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dapat melakukan perekrutan sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di tempatnya masing-masing. Langkah itu, 

sckaligus untuk menyiasati kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. 

Puskesmas sebaiknya merekrut tenaga keschatan sendiri untuk memenuhi 

kebutuhannya. Karena Puskesmas sudah berstatus BLU dan memiliki kewcnangan 

untuk melakukan perekrutan tenaga kesehatan sendiri, termasuk mengelola 

keuangannya sendiri, dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo 

saat ini masih butuh sekitar 900 orang tenaga kesehatan. Kebutuhan itu untuk tenaga di 

RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. (http://www.bcritametro.nclVs) 

Telah ditetapkan peraturan presiden No 32 tahun 2014 tentang pengclolaan 

dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan 

tingkat pertama milik pemerintah daerah. Kemudian disusul dengan keluarnya peraturan 

Menteri kesehatan No 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan 

kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional 
" 

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Untuk mengelola 

dana sendiri dibutuhkan kompetensi yang sesuai, misalnya bendahara pemegang 

keuangan harus mendapatkan pelatihan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan 

dana. Dengan BLUD, Puskesmas akan lebih berkembang karena bisa menggunakan 

dana sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergantung dari dinas kesehatan. Sehingga 

BLUD Puskesmas lebih fleksibel mengelola keuangan. Peraturan presiden ini 

diperuntukan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah yang 
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helum menempkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Untuk pen&onggornn, kepala 

FKTP uiminla menyampaikan reneana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun 

berjalan yang mana mengaeu pada jumlah pese11a yang It:ruaftar di FKTP dan besaran 

kapitasi JKN kepada kepala SKPD dinas kesehatan. Sedangkan, peraturan menteri 

kesehatan menjelaskan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh FKTP ciim~mf~(ltk(m 

selurulmya unluk (1) pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan (2) dukungan biaya 

operasional pelayanan kesehatan. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi. Sedangkan alokasi 

dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan 

untuk (1) obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan (2) kegiatan operasional 

pelayanan kesehatan lainnya. (http://www.mutupelayanankesehatan.net) 

Beberapa Keuntungan Puskesmas menjadi BLUD, antara lain 

(http://syncorcconsulting.com) (1) Alasan Keamanan dalam bekerja. Pemicu 

Puskesmas menjadi BLUD adalah kebijakan untuk transfer langsung dana kapitasi ke 

Puskesmas oleh BP JS. BP JS beranggapan eara ini satu-satunya agar Puskesmas bisa 

meningkatkan respon dan kualitas pelayanan kepada pasicn. Namun hal yang semula 

tidak disadari adalah Puskesmas merupakan UPTO yang terikat dengan pola 

pengelolaan keuangan Pemda. Sesuai dcngan UU Kcuangan Negara no 13/2003 dan 

UU No 1 1 2004 ten tang pcrbendaharaan negara, semua pendapatan negara bukan pajak, 

harus disetorkan terlcbih dahulu sebelum bisa digunakan langsung. Penggunaan dana 

tersebut harus mengaeu pada pola penggunaan dana APBD. Satu-satunya institusi yang 

dapat menggunakan dana secara langsung, dan dikecualikan daTi' ketentuan diatas 

adalah SKPD atau UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Jadi 

tanpa Puskesmas menjadi BLUD maka ada potensi pelanggaran UU 13/2003 dan UU 

No 112004. Seringkali disampaikan saat ini sudah ada Perpres tentang pengelolaan dana 

JKN. Kita semua sadar Pepres tersebut merupakan peraturan sementara, karena menurut 

hierarki undang-undang, aturan turunan setelah undang-undang ,adalah peraturan 

pemerintah (PP). Melanggar ketentuan undang-undang berarti potensi pelanggaran 

hukum, yang bisa dimasalahkan, mungkin bukan saat ini tetapi di masa depan. (2) 

Kesiapan Pelayanan Sctiap Saat. Sebagai pelayanan msayarakat terutama pelayanan di 

bidang kesehatan maka harus siap setiap saat, apalagi terhadap suatu kejadian yang 

tidak terduka misalnya kondisi tahuan bam atau libur panjang yang ti9ak jarang banyak 

terjadi keeelekaan atau adanya bencana alam . Kejadian kejadian tersebut tidak sedikit 

menimbulkan korban manusia yang perIu penanganan segera yang tidak jarang 
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ditangani tcrkebih dahulu di Puskesnuts kar~na jauh dari rumah sak~t. Jika diperlukan 

alat, bahan, dan biaya maka akan lebih cepat. (3) Antisipasi Keadaan . Apabila 

temyata tabun berikulnya jumlah orang yang sakh turun. Biaya-biaya yang kita 

keluarkan akan lebih efisien dan ini tentu merupakan indikator yang bagus, karena 

membutuhkan pola pengelolaan dan pengukuran yang lebih sesuai. (4) Antisipasi Biaya 

Tak terduga Seringkali muncul biaya-biaya yang tidak terduga, scpcrti genteng bocor, 
" 

cat sudah mulai mengelupas, ban ambulance bocor dan harus diganti, alat rusak dan 

harus segera diperbaiki dan hal-hal tidak terduga lainnya. Kita sadar hal-hal terse but 

adalah hal yang butuh penanganan segera. (5) Tetap ada subsidi banyak dari pihak 

Puskesmas khawatir kalau setelah menjadi BLUD, maka subsidi-subsidi akan dicabut. 

Hal ini tidak beralasan, karena tugas PEMDA adalah memberikan jaminan pelayanan 

kesehatan. Saat ini yang terjadi adalah ketimpangan dari sisi kebutuhan pelayanan dan 

ketersediaan tenaga dan fasilitas. Jadi sudah menjadi tugas PEMDA untuk 

mempersempit kesejangan tersebut. BLUD adalah pol a pengelolaan keuangan untuk 

memudahkan dan mengamankan, bukan untuk tujuan mencari keuntungan. BLUD 

bukan BUMD. Fokus utama BLUD adalah peningkatan kualitas pelayanan. Apabila 

PEMDA memutuskan mengurangi atau mencabut subsisi, yang sebenarnya masih 

kurang di Puskesmas, maka kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dipastikan akan 

turun. Pada akhimya PEMDA sendiri yang akan kena masalah, seperti di demo warga, 

warga menjadi tidak puas, dan bisa jadi pemimpin petahana (incumbent) tidak terpilih 

lagi di periode berikutnya.(6). Pendapatan. Seperti telah dijelaskan di point ke 5, 

bahwa tujuan utama BLUD adalah peningkatan pelayanan bukan meningkatkan 

keuntungan. Banyak juga yang berpendapat bahwa Puskesmas harus memiliki rawat 

inap, atau pendapatan jumlah tertentu untuk menjadi BLUD. Hal-hal tersebut tidak ada 

dasar peraturannya. Alasan utama menjadikan Puskesmas sebagai BLUD adalah 

keamanan dalam bekerja, supaya yang dilakukan oleh pengelola Puskesmas tidak 

melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada. Alasan kedua adalah supaya 

kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat. Apabila setelah menjadi BLUD 

pendapatan Puskesmas tidak naik, tidak masalah. Tetapi apabila setelah menjadi BLUD, 

kualitas pelayanan Puskesmas tidak meningkat, baru itu jadi masalah.( 7) Akreditasi. 

Ada juga yang berpendapat bahwa sebelum menjadi BLUD, maka harus lulus akreditasi 

terlebih dahulu. Hal ini juga tidak berdasar, dan yang terjadi s~benamya adalah 

sebaliknya. Puskesmas sebaiknya menjadi BLUD dulu baru mempersiapkan akreditasi. 

Kedua Akreditasi membutuhkan banyak dana, dan tanpa fleksibilitas penggunaan 
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anggguran.mnkn Puskesmas abm k~slliitatl ualam mcmobilisasi dana yang Illcrckn 

punya untuk sukses akreditasi. Contoh, apabila ada alat-alat yang perlu segcra diadakan, 

atau ada honor-honor yang perlu disiapkan, dengan menjadi BLUD, maka hal-hal 

seperti itu tidak jadi kendala. Selain itu dengan menerapkan pola BLUD, maka 

pcrcru.:anaan di tingkat Puske~ll1ns dipnksu untuk menjadi baik. Hal iui selanjulnya akan 

sangat penling untuk menjawab poin-poin elemen penilaian akr~ditasi di bidang 

Admen.(8). Komerisiil Ketakutan ban yak pihak, ketika Puskesmas menjadi BLUD 

adalah mereka menjadi mata duitan. Apa-apa di hitung dan harga-harga menjadi naik. 

Sebenamya tidak ada yang salah dengan harga-harga yang naik, sclama hal terse but 

proporsional. Puskesmas ketika dipaksa memberikan tarif jauh dibawah harga pasar, 

dan disisi lain PEMDA tidak memberikan subsidi yang eukup, maka ada pihak yang , 
dirugikan dalam hal ini. Siapa lagi kalau bukan dokter, pcrawat dan karyawan 

Puskesmas. Hal ini seeara jangka panjang akan berdampak pad a turunnya motivasi (9). 

Pelaporan Beberapa daerah mcmiliki kebijakan untuk menjadikan Puskesmas bertahap. 

Alasan mereka supaya Puskesmas-Puskesmas yang kecil tidak kesulitan. Namun hal ini 

seringkali berbeda di lapangan. Apabila hal itu dilakukan, maka bagian keuangan di 

Dinas Kesehatan akan kesulitan, karena harus menangani dua model pereneanaan, 

penatausahaan dan pelaporan yang berbeda.{lO). Tantangan Ada kesan menjadi BLUD 

sulit karen a tidak terbiasa. Setelah menjadi BLUD, justru banyak kemudahan­

kcmudahan atau fleksbilitas seperti bisa menggunakan pendapatan seeara langsung, 

pengadaan bisa lebih fleksibel, pengaturan tarif eukup pakai perbub, bisa rekrut tenaga 

non PNS, dan lainnya. 

5.3. Faktor Faktor Yang Bcrpcngaruh Puskcsmas dalam Mcmbcrikan Pelayanan 

scbagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 

2014 Tentang Pus at Kesehatan Masyarakat Pasal 2 (1) Pembangunan kesehatan 

yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: 

a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat; b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bennutu c. hidup dalam 

lingkungan sehat; dan d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, 

keluarga, kelompok dan masyarakat Pasal3 (I) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas 

meliputi: a. paradigma sehat; b. pertanggungjawaban b. pertanggungjawaban 

wilayah; c. kemandirian masyarakat; d. pemerataan; c. teknologi tepat guna; dan f. 

ketcrpaduan dan kesinambungan. Pasal 7 Dalam menyelenggarakan fungsi 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas be~cnang untuk: a. 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif. 

berkesinambungan dan bermutu; b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang 

mengutamakan upaya promotif dan preventif; c. menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; d. 

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan 

keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; e. menyelenggarakan Pelayanan 

Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sarna inter dan antar profesi; f. 

melaksanakan rekam medis; g. melaksanakan pencatatan, pclaporan, dan evaluasi 

terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan; h. mclaksanakan pcningkatan 

kompetensi Tenaga Kesehatan; i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan j. 

melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan. 

Hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada peserta BPJS antara 

lain: 

a. Sumber Daya Manusia 

Oalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, 

Puskesmas berwenang untuk: a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis 

masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang 

diperlukan; f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

Puskesmas; Sedangkan dalam Pasal 16 (1) Sumber daya manusia Puskesmas 

terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan. (2) Jenis dan jumlah 

Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan 

jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, 

karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. 

(3) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

terdiri atas: a. dokter atau dokter layanan primer; b. dokter gigi; c. perawat; d. 

bidan; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. ahli 

teknologi laboratorium medik; h. tenaga gizi; dan i. tenaga kefannasian. (4) 

Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat 
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mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, 

dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. 

b. Fasilitas 
Oalam peraturan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 2013 

tentang jaminan kesehatan . Pasal 30 (1) Fasilitas Kesehatan wajih menjamin 

Peserta yang dirawat inap mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang 

dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis. (2) Fasilitas Kesehatan rawat jalan 

yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan 

Fasilitas Kesehatan penunjang untuk menjamin keterscdiaan obat, bahan medis 

habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Pelayanan Obat dan 

Bahan Medis Habis Pakai Pasal 32 (1) Pelayanan obat dan bahan medis habis 

pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman 

pada daftar dan harga obat, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh 

Menteri. (2) Daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sekali. 

Pasal 33 (1) Peserta yang memcrlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung 

memperoleh pelayanan di setiap Fasilitas Kesehatan. (2) Peserta yang menerima 
, 

pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan 

BP JS Kesehatan, harus segera dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama 

dengan BP JS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien 

dalam kondisi dapat dipindahkan. Pelayanan Dalam Keadaan Tidak Ada 

Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Pasal 34 (1) Oalam hal di suatu 

daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna 

memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib 

membcrikan kompensasi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dapat berupa : a. penggantian uang tunai; b. pengiriman tenaga kesehatan; atau c. 

penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. (3) Penggantian uang tunai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya pelayanan 

kesehatan dan transportasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. Mayoritas peserta BPJS yang berobat ke Puskesmas adalah 

masyarakat miskin maka tidaklah mudah untuk dapat memahami bagaimana 

memanfaatkan fasilitas BPJS, jangankan mayoritas miskin yang kebanyakan 

berpendidikan rendah bahkan maysrakat yang berpendidikan tinggipun tidak 
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muah untuk memahami bagaimalla mt:manfaatkan fasilitas BPJS. Karena itulah 

perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar paham bagaimana memanfaatkan 

fasilitas kesehatan. 

c. Rujukan 

Dalam lampiran peraturan menteri kesehatan nomor 75 tahun 2014 

ten tang pusat kesehatan masyarakat Sistem Rujukan adalah pcnyclenggaraan 

pelayanan kesehatan yangmengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab 

pelayanan kesehatan secara timbal batik baik vertikal maupun horizontal. 

Dalam . Ketentuan umum: a. Puskesmas yang menjadi Puskesmas rawat inap 

merupakan Puskesmas yang letaknya strategis terhadap Puskesmas non rawat 

inap dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama disekitarnya, yang dapat 

dikembangkan menjadi pusat rujukan antara atau pusat rujukan,. b. Rawat inap di 

Puskesmas hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang lama rawatnya paling 

lama 5 hari. Pasien yang memcrlukan perawatan lebih dari 5 (lima) hari harus 

dirujuk ke rumah sakit, secara terencana. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 41 (1) Puskesmas dalam 

menyelenggarakan upaya kesehatan dapatmelaksanakan rujukan. (2) Rujukan 
" 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaisistem rujukan.(3) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimanadimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuaJ dengan ketentuanperaturan perundang­

undangan.Pasal 45(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

DaerahKabupateniKota serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 

tingkatlanjutan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukanpembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas,sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing. 

Dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Siatem Kesehatan 

NasiOonal disusun dengan memperhatikan inovasi atau terobosan dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan 

sistem rujukan. Upaya kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan secara 

terpadu, berkesinambungan, dan pari puma meliputi upaya peningkatan, 

pencegahan, pengobatan hingga pemulihan, serta rujukan antar tingkatan upaya. 

Upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan 

pari puma melalui sistem rujukan Rujukan di bidang upaya kesehatan perorangan 
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dalam b~nluk ptmgiriman pasit:n, spt:simcn, dan pcngctahuan ten tang penyakit 

dengan memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya, serta iujukan di bidang 

upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh tenaga 

kesehatall yang kumpdt:1l dan bt:rwt:nang serta sesuai dengan ketentuan 

peraturall pt:ruuJullgumJangan yang bcrlaku. Upaya kesehatan sekundcr adalah 

upaya kesehatan rujukan lanjlltan, yang terdiri dari pdayanan kt:schatan 

perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Pelayanan 

kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan 

kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, 

teknologi, dan sumber daya manusia keschatan serta didukung oleh pelayanan 

kesehatan masyarakat tersier. 

Apabila pasien memerlukan rujukan maka telah diatur terkait dengan 

rujukan yailu azas keempat adalah rujukan. Sebagai sarana pelayanan 

kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh Puskesmas terbatas. 

Padahal Puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai 

permasalahan kesehatannya Puskcsmas wajib, pcngembangan dan inovasi harus 

ditopang oleh azas rujukan. Apabila pasien memcrlukan ruj~kan maka telah 

diatur terkait dengan rujukan yaitu azas keempat adalah rujukan. Sebagai 

sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh 

Puskesmas terbatas. Padahal Puskesmas berhadapan langsung dengan 

masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatannya. Untuk membantu 

Puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kcsehatan tersebyt dan juga untuk 

meningkatkan efisiensi, maka pcnyelenggaraan setiap upaya Puskesmas (wajib, 

pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas rujukan. Rujukan adalah 

pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah 

kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam 

arti satu strata saran a pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan 

lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan 

yang sarna. Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh 

Puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni: (a) Rujukan upaya 

kesehatan perorangan Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah 

kasus penyakit. Apabila suatu Puskesmas tidak mampu menanggulangi satu 

kasus penyakit tertentu, maka Puskesmas terse but wajib merujuknya ke sarana 

pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horisontal maupun vertikal). 
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Sebaliknya paSlen paska rawat inap yang hanya memerl~kan rawat jalan 

sederhana, dirujuk ke Puskt!smas. Rujukan upaya kesehatan perorangan 

dibedakan atas tiga macam: 1). Rujukan kasus keperluan diagnostik, 

pengobatan, tindakan medik (biasanya operasi) dan lain-lain. 2). Rujukan bahan 

pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. 3). 

Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih 

kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga Puskesmas dan ataupun 

menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas. (b). Rujukan upaya 

kesehatan masyarakat. Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah 

masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran 

lingkungan, dan bencana. Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga 

dilakukan apabila satu Puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan 

masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila suatu 

Puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, maka 

Puskesmas tersebut wajib merujuknya ke Dinas Kesehatan KabupatcnlKota. 

Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam: 1). Rujukan 

sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat 

laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan obat, vaksin, 

bahan-bahan habis pakai dan bahan makanan. 2). Rujukan tenaga antara lain 

dukungan tenaga ahli untuk penyelidikan kejadian luar biasa, bantuan 

penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan 

karena bencana alam. 3). Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya 

masalah kesehatan masyarakat dan tanggungjawab penyelesaian masaJah 

kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 

kepada Dinas Kesehatan KabupatenIKota. Rujukan operasional diselenggarakan 

apabila Puskesmas tidak mampu. 

d. Informasi 

Mayoritas peserta BP JS yang berobat ke Puskesmas adalah masyarakat 

miskin maka tidaklah mudah untuk dapat memahami bagaimana memanfaatkan 

fasilitas BP JS, jangankan masyarakat yang mayoritas miskin yang kebanyakan 

berpendidikan rendah bahkan masyarakat yang berpendidikan tinggipun tidak 

mudah untuk memahami bagaimana memanfaatkan fasilitas BPJS. Sebagai 
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kebijakan baru yang menyangkut kcpcntingan masyarakat ,luas maka wajar 

apabila terjadi kesimpangsiuran informasi dalam pelayanan BPJS. Terkai dengan 

itu maka penanganan keluhan diatur dalam Dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 

45 (1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan yang 

diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kcschatan, 

Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan danlatau 

BP JS Kesehatan. (2) Dalam hal Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan tidak 

mendapatkan pelayanan yang baik dari BP JS Kesehatan, dapat menyampaikan 

pengaduan kepada Menteri. (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l) dan ayat (2) harus memperoleh penanganan dan penyelesaian 

secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikait umpan balik ke 

pihak yang menyampaikan. (4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. Penyelesaian Sengketa Pasal 46 (1) Sengketa antara: a. Peserta 

dengan Fasilitas Kesehatan; b. Peserta dengan BPJS Kesehatan; c. BPJS 

Kesehatan dcngan Fasilitas Kesehatan; atau d. BP JS Kesehatan dengan asosiasi 

Fasilitas Kesehatan; diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak yang 

bersengketa. (2) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara 

musyawarah, sengketa diselesaikan dengan cara mediasi atau melalui 

pengadilan. (3) Cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melalui 

pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Pcngawasan 

Terkait dengan pemgawaSan maka Dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 45 (1) 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

DaerahKabupatenlKota serta fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 

tingkatlanjutan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukanpembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas,sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing.(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan , 
Pemerintah Daerah KabupatenIKota dapat melibatkan organisasi profesi 

dalammelakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.(3) 
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Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ay~t (1 )dan ayat (2) 

tliuruhkan untuk meningkntkall lllutu pelayanan kepada.lllasyarakal.(4) 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )dan ayat (2) 

dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan danpelatihan serta penelitian 

dan pcngcmbangan.(5) Ketentuan Icbilt lanjuL mcngcnai pembinaan dan 

pcngawasansebagaimana dimaksutl pada ayat (1) sampai dcngan ayat (4) 

tercantum. 

Salah satu upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan 

Puskesmas maka dilakukan akreditassi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang 

Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan 

Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Pasal 18 (1) Menteri, Gubernur, 

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Akreditasi sesuai tugas dan wewenang masing-masing. (2) Pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) ditujukan untuk menjamin 

akuntabilitas pelaksanaan Akreditasi dan kesinambungan upaya peningkatan 

mutu pelayanan di Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, 

dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Pasal 19 (1) Dalam hal lembaga 

independen penyelenggara Akreditasi belum ditetapkan oleh Mentcri, survei 

dan penetapan status Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik 

mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dilaksanakan oleh 

Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dibentuk oleh 

Menteri. (2) SeIain melaksanakan survei dan penetapan status Akreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Menteri 

dalam rangka penetapan lembaga independen penyelenggara Akreditasi. (3) 

Lembaga independen penyelenggara Akreditasi harus sudah terbentuk paling 

lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

Akreditasi merupakan instrumen yang penting dalam meningkatkan 

pelayanan Puskesmas karena dalam akreditasi juga dilakukan berbagai 

upaya untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Puskemas dengan 

melakukan pendampingan sebagai mana disebutkan dalam peraturan menteri 

kesehatan terse but di muka yaitu pada Pasal 11 (1) Pendampingan 

praakreditasi merupakan rangkaian kegiatan penyiapan Puskesmas, Klinik 
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Pralama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi 

agar memenuhi standar Akreditasi. (2) Penilaian praakre'ditasi merupakan 

kegiatan penil~ian yang dilakukan setelah selesai pendampingan pr3akreditnsi 

untuk mengetahui kesiapan Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri 

doktcr, dan tempat praktik mandiri uukler gigi dalam melaksanakan survei 

Akreditasi. (3) Pendampingan dan penilaian praakreditasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Pendamping. Pasal 12 

(1) Pendampingan pascaakreditasi merupakan kegiatan untuk memelihara serta 

meningkatkan pencapaian standar Akreditasi sccara berkesinambungan sampai 

dilakukan penilaian Akrcditasi berikutnya. (2) Pendampingan pascaakreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Puskesmas, Klinik 

Pratama, tempat praktik mandiri dokter, atau tempat praktik mandiri dokter 

gigi yang telah dinyatakan terakreditasi. (3) Kegiatan pendampingan 

pascaakreditasi dilakukan setiap (satu) tahun. (4) Pendampingan 

pascaakreditasi untuk Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri 

dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dilakukan oleh Tim 

Pendamping. 

f. Masyarakat 

Masyarakat sebagai pengguna /penerima pelayanan kesehatan sangat 

berpengaruh pada baik buruknya pelayanan Puskesmas . Terkait dengan hal ini 

adalah budaya dalam menjaga kesehatan masyarakat serta budaya dalam 

berinteraksi dan mengakses dengan upaya-upaya dalam memelihara 

kesehatannya, opini masyarakat terhadap Puskesmas. Respon masyarakat 

merupakan hal yang penting terhadap kondisi dan situasi dalam menjaga 

kesehatannya, respon terhadap sistem pelayanan kesehatan. Masyarakat akan 

merespon bagaimana pelayanan puskesmas, ketersediaan sarana fasilitas 

kesehatan, kemudahaan akses, dan keterjangkauan masyarakat baik jarak maupun 

finansial. 

5.4. Rancangan ModelOptimalisasi Puskesmas Dalam Melayani Pescrta BPJ8 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 

2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasal 29 (1) Untuk pertama kali setiap 

Peserta didaftarkan oleh BP J8 Kesehatan pada satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama 

yang ditetapkan oleh BP JS Kesehatan setelah mendapat rekomendas'i dinas kesehatan 

kabupatenlkota setempat. (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan 
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selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang 

diinginkan. (3) Pesclta hams mt:mpt:rolch pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

tingkat pertama tempat Peserta terdaftar. (4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Peserta yang: a. berada di luar 

wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau b. dalam 

keadaan kegawatdaruratan medis. (5) Dalam hal Pese11a memerlukan pdayanan 

kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke 

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan tcrdekat scsuai dengan sistem rujukan yang 

diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. (6) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat 

lanjutan diatur dengan Peraturan Menteri. 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 2013 Tentang , 
Jaminan Kesehatan Pasal 1 yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan 

berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoieh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

pcmerintah. 2. Badan Penyelenggara laminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
.. 

disingkat BP lS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program Jaminan Kesehatan. 3. Penerima Bantuan luran laminan Kesehatan yang 

selanjutnya disebut PBI laminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu 

sebagai peserta program laminan Kesehatan. 4. Peserta adalah setiap orang, termasuk 

orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah 

membayar iuran. 5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta 

danJatau anggota keluarganya. Dalam ayat 14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, danlatau Masyarakat. Dalam Bab 3 

Tanggung lawab Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Pasal 35 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk 

pelaksanaan program laminan Kesehatan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat 

memberikan kesempatan kepada swasta untuk bcrperan serta memenuhi ketersediaan 

Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggara 

Pelayanan Kesehatan Pasal 36 (I) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua 
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Fnsilitns Kcschfltnn yang menjalin kerjasnmn dcngaJl BPJS Kesehatan. (2) Fasilitas 

Kesehatan milik Pemerintah dan Pcmcrintah Daerah yang memenuhi pt:rsyaraLan wajib 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. (3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang 

memenuhi persyaratan dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. (4) 

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan 

membuat perjanjian tertulis. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Dalam mengatasi berbagai masalah Puskesmas tidak terlepas dari kedudukan 

dan kewenangan dalam mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan semua sumber 

daya yang dimilikinya. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

128IMenkes/SklIi/2004 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Dalam Bab 2 terkait dengan Konsep Dasar Puskesmas. Fungsi Puskesmas sebagai (1) ,. 
Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas selalu berupaya 

menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk 

oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta 

mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu Puskesmas aktif memantau dan 

melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di 

wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan 

Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 

tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. (2) Pusat 

pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama 

pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha mem iii ki 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup 

sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk 

pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan 

program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini 

diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya 

masyarakat setempat. (3) Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas 

bertanggungjawab menyelenggarakan pe1ayanan kesehatan tingkat pertama secara 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 

menjadi tanggungjawab Puskesmas meliputi: a. Pelayanan kesehatan 

perorangan.Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi 

(private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan 

perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. 
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Pelayanan perorangan terse but adalah rawat jalan dan untuk Puskesmas tertentu 

ditnmboh dcngau ruwul illup. b. Pelayanan kesehatall lIIu:;yurakal. PcIayanan kesehatan 

masyarakat adalah peJayanan yang bersifat pubIik (public goods) dengan tujuan utama 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan 

penyembuhan pcnyakit dan pemulihan kesehatall. Pelayanan kesehatan masyarakat 

tersebut antara lain promosi kesehatan. pemberantasan penyakit, penyehatan 

lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, 

kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Sedangkan 

Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan Sistem Kesehatan 

Nasional, Sistem Kesehatan KabupatenlKota dan Sistem Pemerintah Daerah: (l) 

Sistem Kesehatan Nasional . Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional 

adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di 

wilayah kerjanya. (2) Sistem Kesehatan KabupatenlKota. Kedudukan Puskesmas dalam 

Sistem Kesehatan KabupateniKota adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan. Kabupaten IKota yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian 

tugas pembangunan kesehatan kabupatenlkota di wilayah kerjany,a. (3) Sistem 

Pemerintah Daerah. Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Pemerintah Daerah adaIah 

sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan KabupateniKota yang merupakan unit 

struktural Pemerintah Daerah KabupatenlKota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. 

(4) .Antar Sarana PeIayanan Kesehatan Strata Pertama. Di wilayah kerja Puskesmas 

terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh 
,. 

lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek 

bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan Puskesmas di antara 

berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di wilayah 

kerja Puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumber 

daya masyarakat seperti posyandu, polindes, pos obat desa dan pos UKK. Dalam 

mengelola Puskesmas mempunyai tata kerja sebagai berikut: (1) Dengan Kantor 

Kecamatan Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas berkoordinasi dengan kantor 

kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. 

Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya 

masyarakat oleh Puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatari mencakup pula 

kegiatan fasilitasi. (2) Dengan Dinas Kesehatan KabupatenlKota Puskesmas adalah unit 
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pelaksana teknis Dinas Kesehatan KabupateniKota, dengan demikian secara teknis dan 

administratif, Puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan' KabupateniKota. 

Sebaliknya Dinas Kesehatan KabupateniKota bertanggungjawab membina serta 

memberikan bantuan administratif dan teknis kepada Puskesmas. (3) Dengan Jaringan 

Pelayanan Kesehatan Strata Pcrtama . Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama 

yang dikelola oleh lcmbaga masyarakat dan swasta, Puskesmas menjalin ketjasama 

termasuk penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang. diselenggarakan. 

Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Puskesmas 

melaksanakan bimbingan teknis, pembcrdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan. (4) 

Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan . Dalam menyelenggarakan upaya 

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas menjalin kerjasama 

yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk .. upaya kesehatan 

perorangan, jalinan kerjasama tersebut disclenggarakan dengan berbagai sarana 

pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit (kabupaten/kota) dan berbagai 

balai kesehatan masyarakat (balai pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata 

masyarakat, balai kesehatan kerja masyarakat, balai kesehatan olahraga masyarakat, 

balai kesehatan jiwa masyarakat, balai kesehatan indra masyarakat) ... Sedangkan untuk 

upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai 

saran a pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan 

KabupateniKota, Salai Teknik Kesehatan Lingkungan, Salai Laboratorium Kesehatan 

serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui 

penerapan konsep rujukan yang menyeIuruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan 

KabupatenIKota. (5) Dengan Lintas Sektor . Tanggungjawab Puskesmas sebagai unit 

pelaksana teknis adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan 

yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan KabupateniKota. Untuk mendapat hasil yang 

optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harns dapat dikoordinasikan 

dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu 

pihak, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan terse but mendapat 

dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang 

diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap 

kesehatan. (6) Dengan Masyarakat Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas memerlukan dukungan aktif 

dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif terse but 

diwujudkan melalui pembentukan Sadan Penyantun Puskesmas (BPP) yang 
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menghimpun berbagai potensi masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, 

LSM, orgasnisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha. BPP tersebut· berperan sebagai 

mitra Puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun ?01? Tentang sistem Kesehatan Nasional . Pasal 1 angka 2. Sistem Kesehatan 

Nasional, yang sclanjutnya disingkat SKN adalah ptmgdolaan kesehatan yang 

diselenggarakanoleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadudan saling 

mendukung guna menjamin tercapainyaderajat kesehatan masyarakat yang setinggi­

tingginya. Pasal 4 (1) SKN dilaksanakan olch pemerintah , pemrintah daereah , 

dan/atau masyarakat (2) SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis , terarah, 

terpadu, menyeluruh, dan tanggapterhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, 

kesatuan dan ketahanan nasional. Pasal 6 (l) Pelaksanaan SKN. ditekankan pada 

peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya 

manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya 

kuratif dan rehabilitatif. (2) Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibina oleh Menteri hanya bagi tenaga 

kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bckerja serta 
I 

mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. (3) Pelaksanaan SKN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. cakupan pelayanan 

kesehatan berkualitas, adil, dan merata; b. pemberian pelayanan kesehatan yang 

berpihak kepada rakyat; c. kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan 

melindungi kesehatan masyarakat; d. kepemimpinan dan profesionalisme dalam 

pembangunan kesehatan; e. inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan 

secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan; f. pendekatan sccara global dengan 

mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan 

responsif gender dan hak anak; g. dinamika keluarga dan kependudukan; h. keinginan 

masyarakat; i. epidemiologi penyakit; j. perubahan ekologi dan li~gkungan; dan k. 

globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan 

nasional serta kemitraan dan kerja sarna lintas sector. Persoalan yang kerap muncul 

dalam pelaksanaa BP JS Kesehatan, antara lain, Pertama tidak adanya transparansi 

manajemen rumah sakit dalam pembagian paket dari BPJS yang didistribusikan kepada 

tenaga kesehatan (dokter) maupun untuk obat. Kedua, pemerintah 'semestinya juga 

memberikan insentif kepada RS swasta terkait dengan layanan BP JS Ketiga, BP JS 
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Kesehatan semestinya melakukan pcmctaan daerah yang pndnt pcnduduk dan tidak 

padat penduduk .. ( Okky Asokawati , 2016 : 4) Dari berbagai I?ermasalahan dan 

p~ngembangan Puskesmas maka berikut ini dikemukakan Rancangan Model 

Optimalisasi Puskesmas sebagaimana gambar berikut. 

RANCANGAN MODEL OPTlMALISASI PUSKESMAS 
SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) UNTUK 

MENINGKATKAN PELA YANAN KESEHAT AN PESERT A BPJS 

PUSKESAMAS 
SEBAGAI 

FKTP 

...lJ.... 
Variabel Yang 
Berpengaruh 

1 SDM 
2 Fasilitas 
3 Rujukan 
4 Informasi 
5 Pengawasan 
6 Masyarakat 

TIDAK 

USAHA OPTIMALISASI 

1 Peningkatan SDM 
2 Peningkatan Fasilitas 
3 Jejaring Pelayanan 
4 Pusat Informasi BP JS 
5 Edukasi Masyarkat 

AKREDIT ASI PUSKESMAS 
PermenKes No 46 Tahun 20lS 

• Administrasi Manajemen 
• Kesehatan Masyarakat 
• Kesehatan Perorangan 

N 
TERAKREDIT ASI 

• Dasar 
TERAKREDITASI N" -V • Madya 

• Utama 
• Paripuna 

J. 1-
Peningkatan Pelayanan Meningkatnya 
• Akuntabel Kapasitas Puskesmas 

• Efektif & Efisien , Dalam Memberikan 

• Transparan Pelayanan Peserta BP JS 

• Proffesional 

Akreditasi Puskesmas mempunyai peran yanhg strategis untuk meningkatkan 

kesiapan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama .. Dasar Hukum Akreditasi 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 

Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau 

kedokteran gigi wajib menyelenggararakan kendali mutu , Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, arnan, 

berrnutu serta merata dan non diskriminatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2011 ten tang JKN Pasal 11 ayat (e) BPJS berwenang membuat i=ltau memutuskan 

kontrak kerja dengan Fasyankes. , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan hams memperhatikan 

mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian 

dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya; Peraturan Presiden R~publik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang JKN Pasal 42; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan 

Kesehatan hams memperhatikan mutu pelayanan, .. dst, Penerapan sistem kendali mutu 

pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyelumh meliputi pemenuhan standar 

mutu Fasilitas Kesehatan; Permenkes 7112013 tentang Pclayanan Kcsehatan pada JKN; 

Pasal 6 (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Fasilitas Kesehatan 

tingkat pertama juga hams telah terakreditasi Perrnenkes 46/2015 tentang Akreditasi FKTP 

Akreditasi Puskesmas: Pelayanan Yang diakreditasi Administrasi manajemen 

Puskesmas, Penyelenggaraan Program Puskesmas (UKM) , Pelayanan Klinis (UKP) 

Tujuan Akreditasi: Memberikan keunggulan kompetitif , Memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap fasyankes, Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer 

kepada pasien dan masyarakat, Meningkatkan pendidikan pada staf fasyailkes primer untuk 

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada 

pelayanan pasien baik di puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan 

upaya puskesmas kepada masyarakat, Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 

fasyankes primer, Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, 

dan konsistensi dalarn bekerja, Meningkatkan keamanan dalam bekerja. 

Dalam Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan 

adalah segal a bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat 

kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk 
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menyelenggarakan upaya kcschatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pcmcrinlah daerah, 

dan/atau masyarakat. Pasal 54 (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan 

secara bertanggung jawab, aman,bennutu, serta merata dan nondiskriminatif. (2) Pemerintah 

dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I). (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat. Pasal 55 (I) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan 

kesehatan. (2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 49 (I) Setiap dokter atau dokter gigi dalam 

melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali 

mutu dan kendali biaya. (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagflimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diselenggarakan audit medis. (3) Pembinaan dan pengawasan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan 

Nasional Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: I. Kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkansetiap 
I 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Sistem Kesehatan Nasional, 

yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh 

semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin 

tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 3 (1) Komponen 

pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dikelompokkan dalam subsistem:a. upaya kesehatan; b. penelitian dan pengembangan 

kesehatan; c. pembiayaan kesehatan; d. sumber daya manusia kesehatan; e. sediaan fannasi, 

alat kesehatan, dan makanan; f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g. 

pemberdayaan masyarakat. (2) Rincian SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daTi Peraturan Presiden ini. 

Pasal 4 (I) SKN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 

(2) SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan 

tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. 

(3) Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan standar 

persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 (1) Pelaksanaan SKN 

ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber 

daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya 
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kuratif dan rehabilitatif. (2) Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang dihina olch Menteri hanya bagi tenaga kesehatan dan tenaga 

pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam 

upaya dan manajemen kesehatan. (3) Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hams memperhl'ltikl'ln:l'l. cakllpan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; b. 

pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat; c. kebijakan kesehatan 

masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat; 'd. kepemimpinan 

dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan; e. inovasi atau terobosan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan; f. pendekatan 

secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, 

berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak; g. dinamika keluarga dan 

kependudukan; h. keinginan masyarakat; i. epidemiologi penyakit j. perubahan ekologi dan 

lingkungan; dan k. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan 

dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sarna lintas sektor. Oalam Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tabun 2013: Pasal 42: 1. Pelayanan kesehatan kepada Peserta laminan 

Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek )<.eamanan pasien, 

efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. 2. Penerapan 

sistem kendali mutu pelayanan laminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi 

pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan 

berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta. 

3 Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan 
.' 

scbagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan BPJS. Pasal43 Oalam rangka 

menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggungjawab untuk: a .. Penilaian teknologi 

kesehatan (health technology assessment); b.Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan 

Manfaat Jaminan Kesehatan; c.Perhitungan standar tarif; dan lWonitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan; (2) Dalam melaksanakan monitoring dan 
.' 

evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(l) huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional. 

Mengapa Perlu Akreditasi Puskesmas? Isu Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar: (1) 

Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi 

masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; (2) Puskesmas 

sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan jmblik di bidang 

kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam me menu hi tuntutan reformasi birokrasi; (3) 
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Penilaiall kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum 
r 

memenuhi standar kualitas. Manfaat Akreditasi Puskesmas Memberikan keunggulan 

kompetitif . Memperkuat kt:pt:rcayaan masyarakat terhadap fasyankes . Menjamin 

diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat., 

Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik 

bagi masyarakat, Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di 

Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas 

kepada masyarakat, Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer, 

Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi 

dalam bekerja, Meningkatkan keamanan dalam bekerja, 

Dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 71 tahun 2013 

tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional Pasal 5 . (1) Untuk dapat 

melakukan kerja sarna dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 harns memenuhi persyaratan. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan tingkat 

pertama juga harns telah terakreditasi Pasal 9 (1) Dalam menetapkan pili han Fasilitas 

Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing . Pasal 10 (I) 

Perpanjangan kerja sama antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan setelah 

dilakukan rekredensialing. (2) Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilakukan dengan menggunakan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) dan penilaian kinerja yang disepakati bersama. (3) Rekredensialing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling Iambat (tiga) bulan sebelum ma~a perjanjian kerja 

sarna berakhir Pasal 13 (1) Setiap Peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang 

mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat 

dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. (2) 

Pelayanan kesehatan bagi Peserta yang dijarnin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas: a. 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, 

yang terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik); dan 2. pelayanan 

kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik); c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh 

Menteri Pasal 15 (1) Dalam hal Peserta memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat 

Lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harns merujuk ke Fasilitas 

Kesehatan rujukan tingkat Ianjutan terdekat sesuai dengan Sistem Rujukan yang diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua 

hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. (3) 

52 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL OPTIMALISAS... MUHAMMAD HADI SHUBHAN 



Pelayanan kcschatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas mjukfln dari pelayanan 

kesehatan tingkat kedua atau tingkat pcrtama. (4) Ketentuan sebagaimaila c.1imaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat. bencana, kekhuslIsfln 

permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geogratis, dan pertimbangan ketersediaan 

fasilitas. (5) Tata eara rujuk.au dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. Pasal 16 Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan 

non spesialistik yang meliputi: a.dministrasi pelayanan; b. pelayarian promotif dan 

preventif; c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis d. tindakan medis non 

spesialistik, baik operatif maupun non operatif; e. pelayanan obat dan bah an medis habis 

pakai; f. transfusi darah sesuai dcngan kebutuhan medis; g. pcmeriksaan penunjang 

diagnostik laboratori um tingkat pratama; dan h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan 

indikasi medis. Pasal 17 (l) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup: a. kasus medis yang dapat diselesaikan 

secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. kasus medis yang membutuhkan 

penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; c. kasus medis rujuk balik; d. pemeriksaan, 

pengobatan, dan tindakan pclayanan kesehatan gigi tingkat pertama; e. pemeriksaan ibu 

hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan f. rehabilitasi 

medik dasar. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

sesuai dengan panduan klinis. (3) Panduan klinis pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 18 Pelayanan Rawat Inap Tingkat 

Pertama sesuai dengan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h 

mencakup: a. rawat inap pada pengobatanJperawatan kasus yang dapat diselesaikan secara 

tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. pertolongan persalinan pervaginam 

bukan risiko tinggi; c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit 

pervaginam bagi Puskesmas PONED; d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan e. 

pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis. 

Pasal 19 (I) Obat dan Alat Kesehatan Program Nasional yang telah ditanggung oleh , 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. (2) Obat 

dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: a. alat kontrasepsi dasar; 

b. vaksin untuk imunisasi dasar; dan c. obat program pemerintah Pasal 23 (I) Peserta 

berhak mendapat pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang 

dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis (2) Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan , 
medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada pelayanan 

kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama 
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maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. (3) Pelayanan obat, Alat Kesehatan, 
, 

dan bahan mt!uis habis pakai yang diberikan kepada Peserta berpedoman pada daftar obat, 

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Daftar obat, 

Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dituangkan dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan.(5) Penambahan 

dan/atau pengurangan daftar obal, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalarn 

Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan. Pasal 25 (1) BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan obat program rujuk balik 

melalui Apotek atau depo farmasi Fasilitas Kcsehatan tingkat pertama yang bekerja sarna 

dengan BPJS Kesehatan. (2) Dbat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar BPJS 

Kesehatan di luar biaya kapitasi. (3) Kctentuan lebih lanjut mcngenai prosedur pelayanan 

obat program rujuk baIik diatur dengan Peraturan BPJS Kesehat.ln Pasal 38 (I) 

Penyelenggaraan kendaIi mutu dan kendali biaya oleh BP JS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui: a. pemenuhan standar mutu Fasilitas 

Kesehatan; b. pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan; dan c. pemantauan terhadap 

luaran kesehatan Peserta.Untuk mcnjamin mutu pelayanan kesehatan tertuang dalarn 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

No. HK.01.07/MENKES/422//2017 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan RI Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaksanakan 

prograrn pembinaan pelayanan kesehatan. Sasaran strategis dan sasaran prograrnlkegiatan 

yang ingin dicapai selarna kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut ( LAKIP Dirjen Y an 

2017:18) 

Kcwajiban KUnik Kcschatan Sesuai dengan PMK No 9 Tahun 2014 Tentang 

Klinik Setiap Klinik Kesehatan mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar 

tentang pelayanan yang diberikan;b. memberikan pelayanan yang efektif, arnan, bermutu, 

dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasi~n sesuai dengan 

standar profesi, standar pelayanan dan standar proscdur operasional;c. memberikan 

pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa 

meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;d. 

memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (informed consent);e. 

mengadakan rekam medis; f. melaksanakan sistem rujukan dengan tepat;g. menolak 

keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan 

perundang-undangan; h. menghormati dan meIindungi hak-hak pasien; i. memberikan 
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informasi yang benar, jclas, uan jujur m~ngt;mai hak dan kewajiban pasicn; j. melaksanakan ,. 

kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. 

memiliki standar prosedur operasional; l. melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. melaksanakan fungsi sosial; n. 

melaksanakan program pemerintab di bidang kesehatan; o. menyusun dan melaksanakan 

pcraturan internal Klinik Kesehatan; dan p. memberlakukan seluruh lingkungan Klinik 

Kesehatan sebagai kawasan tanpa rokok. 

Pennenkes No. 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, 

Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Pasal 1 Dalam 

Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, 

Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya 

disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lemtiaga independen 

penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar 

Akreditasi. 2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya. 3. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menyediakan pelayanan 

medik dasar baik umum maupun khusus. Dalam Pasal 2 Pengaturan Akreditasi Puskesmas, 

Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi 

bertujuan untuk: a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; b. 

meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan 

lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan temp at 

praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan c. meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik 

Pratama, temp at praktik mandiri dokter, dan tempat praktik. mandiri dokter gigi dalam 

pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat Pasal .3 (1) Puskesmas, 

Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib 

terakreditasi. (2) Akreditasi Puskesmas dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. (3) Akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan 

tempat praktik mandiri dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 

(lima) tabun. (4) Pemerintab Daerah berkewajiban mendukung, memoti7asi, mendorong, 

dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratarna, tempat 

praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. 
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Dalam lampiran 1 peraturan menteri kesehatan nomor 46 tahun 2015 Tentang 

akn:uitasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik 

mandiri dokter gigi. Standar akrcditasi puskesmas Pembangunan kesehatan merupakan 

bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional: tujuan diselenggarakannya 

pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud dcrajat kesehatnn mQ3yQrnk~t yang optimal. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya 

saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan 

nasional diselcnggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjcnjang dan 

terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. 

Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan KabupateniKota adalah 
I 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dcngan lebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 

adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat 

adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui 

pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan 

perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu 

secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator 

kecamatan sehat adalah Iingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, serta derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk mendukung kecamatan sehat 

salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah dengan adanya Desa Siaga, yang salah 

satu indikatornya adalah ada Pos Kesehatan Desa sebagai Upaya Kesehatan Berbasis 

Masyarakat (UKBM), dengan penggerakan masyarakat wilayah desalkelurahan, dan sebagai 

upaya Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K). 

Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan 

baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. 

Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat 

menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemcn risiko 

dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan 

masyarakat dan swasta. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal 
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orgamsasl Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan "Penilaian Kinerja ~skesmas," yang 

mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta 

didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan, disebut Sistem Informasi 

Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Untuk rnenjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan 

kincrju dun pcncrapan rnanajemen risiko dilak.sanak.an secara berkesinambungan di 

Puskcsmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak ekstemal dengan menggunakan 

stan dar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk 

diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi 

merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama yang bekerja sarna dengan BPJS. 

Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan p,eningkatan mutu, 

kinerja rnelalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem 

manajernen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan 

manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. 

Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien 

dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini di,~egakkan sebagai 

upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. 

Selain itu, prinsip dan dasar yang ditetapkan dalam Sistem Kesehatan Nasional 

yang menggarisbawahi soal hak asasi manusia dan responsif gender, juga dipakai dalam 

standar akreditasi Puskesmas ini untuk menjamin bahwa semua pasien mendapatkan 

pelayanan dan informasi yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien, 
~ 

tanpa me man dang golongan sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, ras, maupun suku. 

Akreditasi Puskesmas rnenilai tiga kelompok pelayanan di Puskesmas, yaitu: a. Kelompok 

Administrasi Manajernen, yang diuraikan dalam b, Kelompok Upaya Kesehatan 

Masyarakat (UKM), yang diuraikan dalam . c.Kelompok Upaya Kesehatan Perorangan. 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan jenis-jenls pelayanan yang 

disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan 

kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat 

melalui proses pemberdayaan masyarakat. Penilaian kebutuhan masyarakat dilakukan 

dengan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sektor terkait, dan kegiatan 

survei mawas diri, serta memperhatikan data surveilans untuk kemudian tlilakukan analisis 

kesehatan komunitas (community health analysis) sebagai bahan penyusunan rencana 

Puskesmas. Rencana Puskesmas dituangkan dalam bcntuk rcncana lima tahunan dan 
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rencana tahunan berupa Rencana Usulan Kegiatan untuk anggaran tahun berikut dan 

Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk anggaran tubun bCljalan, yang diuraikan lebih lanjut 

dalum rencoon kcgiatan bulanan, baik untuk kegiatan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. Dalam penyusunan rencana usulan kegiatan memperhatikan sikIus perencanaan 

yang ada di dacrah mclalui mekanisme musrenbang desa, kecamatall, kidlllp<1\t'!n. dt:'!ngan 
" 

memperhatikanpotcnsi dacrab masing-masing dan waktu pelaksanaan lllusl'enbang. Bagi 

Puskesmas yang ditetapkan sebagai PPK-BLUD harns menyusun rencana strategi bisnis dan 

rencana bisnisanggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang PPK­

BLUD. Mutu dan kinerja pclayanan perlu diupayakan untuk ditingkatkan secara 

berkesinambungan, oleh karena itu umpan balik dari masyarakat dan pengguna pelayanan 

Puskesmas secara aktif diidentifikasi sebagai bahan untuk penyempurnaan pelayanan 

Puskesmas. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang 

Klinik Pasal 14 Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai dengan 

standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati 

hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Permenkes No. 75 

tahun 2014 ttg Puskesmas Pasal 39 ayat 1: Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, 

Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Direktorat lenderal PelayananKesehatan 

Tahun 2017Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tabun 2013 

tentangpelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan NasionaI, menyatakan bahwafasilitas 

kesehatan tingkat pertama harns terakreditasi dan rumah sakit harusmemiliki sertifikat 

akreditasi.Berdasarkan kondisi di atas, maka tantangan strategis yang dihadapi 

olehDirektorat lenderal Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan akses dan 

mutupelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat lenderal 

Pelayanan Kesehatan 2015-2019 adalah sebagai berikut: Perlunya penguatan pelayanan 

keschatan primer; Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi; 

Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional; Tidak meratanya jumlab, 

jenis dan kompetensi SDM Kesehatan; Kapasilas manajemen puskesmas dan rumab sakit 

yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem manajemen kinerjal; Belum tersedianya 

sarana prasarana dan alkes pada PPK I yang sesuai standar secara l1lerata di seluruh 

Indonesia; Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumab sakit 

dan puskesmas; Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan 
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pemerintnh pusatDircktorat Jenderal Pelayamm Kc.::sc.::halan pada tallWl 2017 

ldalundaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja program. Uraian 

pencapaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: Indikator 

pencapaian sasaran tahun 2017 dalam Rencana Strategis KementerianKesehatan Tahun 

2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan adalah 
I 

sebagai berikut:l. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang 

tersertifikasiakreditasi2. Jumlah Kabupatenlkota yang memiliki minimal 1 RSUD yang 

tersertifikasiakreditasi nasional.Di bawah ini akan disampaikan pencapaian program dan 

kegiatan DitjenPelayanan Kesehatan ta1mn 2017, yaitu:a. Jumlah kecamatan yang memiliki 

minimal 1 Puskesmas yangtersertifikasi akreditasi 1) Sasaran strategisMeningkatnya akses 
.. 

dan mutu pelayanan kesehatan dasar yangberkualitas bagi masyarakat.2) Definisi 

OperasionalYang dimaksud kecamatan yang memiliki satu Puskesmas yangtersertifikasi 

akreditasi yaitu kecamatan yang memiliki minimal satuPuskesmas yang telah memiliki 

sertifikat akreditasi yang dikeluarkanoleh lembaga independen penyelenggara akreditasi atau 

KomisiAkreditasi FKTP sesuai dengan peraturan yang berlaku.3) Cara PerhitunganCara 

perhitungan adalah dengan menjumlahkan seluruh kecamatanyang memiliki minimal 1 

Puskesmas yang terakreditasi (kumulatif).Sedangkan eara mengukur adalah dengan 

dibuktikan adanya sertifikatakreditasi untuk Puskesmas yang dikeluarkan oleh Komisi 

AkreditasiFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama4) Rencana Aksi yang Dilakukan untuk 

Mencapai Targeta) Mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatanmutu 

melalui pelaksanaan akreditasi Puskesmasb) Mewujudkan penguatan tugas dan fungsi 

Dinkes Provinsi danKabupatenIKotae) Penguatan Komisi Akreditasi FKTPd) Peningkatan 

Kompetensi SDM Kesehatan dalam pelaksanaanakreditasi Puskesmas dan FKTP lainnyae) 

Penguatan dukungan Stakeholder terkait.5) Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai 

Target:a) Dukungan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatanPuskesmas melalui 

Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2017 sebesarRp. 3.205.121.441.000,-b) Dukungan 

pelaksanaan Akreditasi Puskesmas melalui Dana AlokasiKhusus Non Fisik untuk akreditasi 

Puskesmas Tahun Anggaran2017 sebesar Rp Rp 475,991,880,000,- untuk 422 

KabupatenIKotae) Dukungan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas melalui 

DanaDekonsentrasi tahun 2017 untuk kegiatan Pelatihan Pend;:pnpingAkreditasi FKTP dan 

Workshop Teknis Akreditasi FKTP sebesar Rpll,967,960,727,- di 34 Provinsid) 

Penyediaan minimal 1 (satu) Tim Pelatih Pendamping Akreditasi ditingkat Provinsi. Sampai 

saat ini sudah tersedia 74 tim pelatihakreditasi FKTP yang tersebar di 34 provinsi.e) 

Penyediaan minimall (satu) Tim Surveior per Provinsi. Sampai saatini sudah tersedia 612 
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Surveior (204 Tim) yang tersebar di 34 provinsi. Penyediaan calon survelOr tahun 

2017melalui KegiatanPeningkatan Teknis Calon Survcior FKTP sebanyak 8 angkatanf) 

Penyediaan minimall (satu) Tim Pendamping Akreditasi di setiapKah/kota. ~!Hlt ini sudah 

l~rs~dia Tim pcndamping Akreuilasis~banyak 1405 Tim yang le;:rse;:bar di 497 KahlKota di 

34 provinsiBagi KabupatenlKota yang belum memilki Tim PendampingAkreditasi terlatih 

akan dipenuhi di 20IS.g) Pcnyusunan pt:domwl pcnyclcnggaran akrt:ditasi Puskesmas, 

seperti :Buku Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTPBuku Pedoman Petunjuk Teknis 

Survei akreditasi FKTPPedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Keschatan PrimerPedoman 

Penyelenggaran Keselamatan Pasien dan ManajemenRisiko di FKTPPedoman Audit 

Internal dan Rapat Tinjauan ManajemenPedoman Bimtek Mutu dan Akreditasi 

FKTPPedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Akreditasi FKTPberbasis Internet 

(website)Bimbingan Teknis oleh Komisi dan Subdit Mutu dan Akreditasi keKabupatenikota 

dalam rangka persiapan akreditasi Puskesmas.Bimtek ini dimaksudkan untuk membantu 

daerah dalammempersiapkan dan mempercepat kesiapan Puskesmas dalampelaksanaan 

akreditasi agar tidak terjadi penumpukan pengusulansurvei di akhir tahunh) Pengembangan 

sistem pencatatan pelaporan pelaksanaan akreditasiFKTP yang real time, berbasis internet 

(website) melalui WebSite SIAFhttps:llsiaf.kemkes.go.idi) Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi 

Akreditasi FKTP dalam rangkaevaluasi teknis penyelenggaraan akreditasi Puskesmas yang 

dilaksanakan di Bali Tanggal 22-24 Mei 2017 yang menghasilkankesepakatan untuk 

perbaikan pelaksanaan akreditasi FKTPj) Peningkatan Kemampuan Teknis Pelatih 

Pendamping AkreditasiFKTP (1 angkatan).k) Lomba inovasi penin~katan mutu dan 

keselamatan pasien diPuskesmas dalam rangka memperingati Hari Kesehatan 

Nasional(HKN) ke 53 tahun 2017 dan untuk menjamin kesinambunganperbaikan mutu dan 

kinerja Puskesmas sebagai garda terdepandalam upaya pelayanan kesehatan tingkat primer. 

Kegiatan inimerupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan secarainstitusi kepada 

Puskesmas.Berdasarkan hasil verifikasi pad a 6 (enam) Puskesmas, makaPuskesmas yang 
.-

mendapat penghargaan sebagai berikut :6) Pencapaian Kinerja 
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BAll VI 

RENCANA TAHAPAN BEH.IKlJTNYA 

Scbagai tindak lanj ut dari penelitian Th II maka pada pcnclitian Th III akan di lakukan 

penclitian untuk Illcngkaji implcmentas i Mode l dcngan mclakukan cva luas i implementasi 

Akrcditasi untuk optimalisas i Puskcsmas sebagai Fasi litas Kcschatan Ti ngkat Pcrtama bagi 

pasicn pcscrta BP JS 
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BAB VII. 

KES IMPULAN DAN SARA 

7. 1. Kesi m Jl ulan 

.ILIJ: 
rDPUn AUAJ" 

•• 'DIH'A3 Al.&J.AII(JeA 

IUIlABAYA 

Perun don Flingsi IJ II S k\~sm; I S h-t~ililas K(:schatan T ingkat I\:rlmlla (FKTP). Bad.ln 

Pcnyclcnggara Jaminan Sosial yang sclanj ulnya di singkal BP JS adalah badall 

hukum yang dibc ntuk untuk mcnyclcnggarukan program jaminan sos ia\. Jaminan 

Sosia l adalah sa lah satu bentuk perlindungall sosial unlUk Illcnjam in sc luruh rukyat 

agar dapal Il1cmenuhi kebutuhan dasar hidllpnya ya ng layak. BP JS sendiri tcrbagi 

Illcnjadi dua jcnis yailu BPJS Kcschatan da n BPJ S Kctenagakcrjaan. BPJS 

Kcschatan mulai be roperas i Illcnyclcnggarakan program jaminan kcschatan pada 

tanggal 1 Januari 2014. Badan Pcnyclcnggara Jam inan Sosial Kcschatan yang 

sclanjutnya di scbut I3P JS Kcschatan ada lah bad an hukum yang dibentuk lIntuk 

cnyclcnggarakan prognlm Jalninan Kcsehatall . Secl,lngkan I3 crdasa rkan Pcratu ran 

Menteri Kcschatan Rcpliblik Indonesia Nomor 75 tahlill 20 14 Pusal Kcschatan 

Masyarakat yang sc l:mjutn ya discbut PlIskcsmas adalah fas il itas pcbyanan 

kcschatan yang menycJcnggarakan upaya kcschatall masyarakat dan upaya keschatan 

perscorcll1gan tingkut pcrtama, dengan Icbih mcngutamaka n lIpaya prolllolif dan 

prcvclllir, untuk mcncapai derajat kcschatan m<lsyar:lkal yang setinggi·tingginya di 

wilayah kerjanya. Mull! pelayanan khususnya pclayanan kcschatan primcr scring 

dikait kan dcngan kcpuasan pasicn. Kcpu<lsan pasicn merllpakan sa lah salu sasaran 

utama yang dicapai dalum pengcmbangan JK N. Kcpuasan pas ien mcrupakan 

tanggapan pas icn tcrhadap kcscsuaian kebuluhan (ekspek tasi) pasicn scbclulll dan 

scsudah IllcnCrtma pclayanan. maka pasicn yang Illcrasakan kcpuasan Icrhadap 

layanan kcsehalan Illcmiliki keccndcrullgan 1I 1ltuk palllh , laal tcrhadap kcgiatan 

pcngobalan dan I11cnjadi pclanggun se lia. Lima dimcnsi un lllk Illcngcva lllCls i IllUtu 

layanan kcschatan melipuli buk ti fi sik , claya HUlggap, kchandalan, empali dan 

j aminan. Flingsi PlIskcs 

2 Pelayanall Puskcsmas tcrhadap pescrta BP JS diatu r Untl:lllg· Und:lng UU 40 

Tahun 2004 tentang Sislcm Jaminan Sosial Nas ional UU 24 Tahun 20 11 tcntang 

Badan Pcnyclcnggara Jaminan Sosial PCr:l tu'-:ln P rcs idc li Peraturan Presiden , 
Nomor 12 Tahull 201 3 lenlang Jaminan Kcscbalan, yang tclah dirllbah bcbcrapa kali , 

yai lu : Pcraturan Prcsidcn Nomor 111 'rahun 20 13 (Pcl"ubahan 1) Pcraturan Prcs idctl 

Nomor 19 Tahull 20 16 (Perubahan 2) PcraturJn Prcs iden Nomor 28 -rahun 20 16 
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(Pcrubahan 3) Peraturan Pfesill~1l Numur 82 Tahun 2018 (Perubahan 4) 

Pcnjaminan Manfaat Pclayanan Perm~nkes Nomor 71 Tahun 2013 tcntang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diubah menjadi 

Pennenkes Nomor 99 Tahun 2016, Permenkes 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksamum Program Jaminan Kesehatan Nasionnl, Kcpmcnkcs Nomor 

HK.O 1.07IMenkes/659/20 17 tentang Formularium Nasional, Kepmenkes Nomor 

HK.02.02IMenkes/252/20 16 tentang Asosiasi Fasilitas Keschatan, Kepmenkes 

Nomor HK.02.02/MenkesI514/20 15 ten tang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di 

FKTP, Kepmcnkes No HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinik 

Bagi Dokter Gigi, Peraturan BPJS Kesehatan No. I Thil 2014 lentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Klinik, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, Permenkes Nomor 24 

Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, Permenkes Nomor 46 Tahun 

2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat praktik Mandiri Ookter 

dan Tempat Mandiri Dokter Gigi, Pemenkes Nomor 9 Tahun 201'7 ten tang Apotek 

Tarif Pclayanan Kcsehatan , Pemenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar 

Tarif Pelayanan Kesehatan Oalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan , 

Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Direktur 

BP JS Kesehatan Nomor HK.O 1.08/1111980/20 17 dan Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi berbasis Pemcnuhan Komitmen 

Pelayanan Pada FKTP, Perpres 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, Permenkes 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa 

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pad a FKTP Milik 

Pemerintah Daerah, Permenkes Nomor 881PMK.02/2016 tel)tang Tata cara 

Pengelolaan PenerimaanNegara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi Pada FKTP 

Pemerintah Pusal 

3 Faktor Faktor Yang Berpengaruh Puskesmas dalam Memberikan Pelayanan 

sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (1) Sumber Daya Manusia , 

kekuarangan SDM merupakan hal yang pokok dalam meningkatkan pelayanan 
I 

kepada masyarakat (2) Fasilitas, Fasilitas sering kali menjadi ukuran bagi pasien 

apakah Puskesmas itu berkualitas ataupun tidak, (3) Rujukan. Rujukan yang 

membingungkan masyarakat kadang menbjadi masalah yang besar karena 

keterbatasan pengetahuan masyarakat maupun sistem rujukan yang memang kadang 
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membingunkan pasien (4) Infonnasi . Infonnasi yang jclas dan tranparan menjadi 

sangat penting mengingat program BP JS merupakan program baru bagi masyarakat 

Indonesai yang m~m[ unyai karakter dan tingkat sosial sangat beragam. (5) 

Pengawasan . Pengawasan sangat diperlukan agar dalam setiap pelayanan kepada 

peserta BPJS dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi pennasaIah-pennasaIahan 

sehingga dengan cepat akan dapat dircspon sehingga tidak terjadi masalah yang Iebih 

besar (6) Masyarakat terakit dengan budaya dalam menjaga kesehatannya, persepsi 

terhadap puskesmas serta respon terhadap pelayanan yang diberikan Puskesmas. 

4 Untuk meningkatkan peran Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Pertama maka dilakukan akreditasi Puskesmas dengan didukung Peraturan 

Perundangan yang mengatur Akreditasi yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap 

dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi 

wajib menyelenggararakan kendali mutu. Undang-Undang R~publik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, 

bennutu serta merata dan non diskriminatif. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang JKN Pasal 11 ayat (e) BPJS berwenang membuat 

atau memutuskan kontrak kerja dengan Fasyankes. Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada 

Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada 

aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, 

serta efisiensi biaya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 

tentang JKN Pasal 42; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus 

memperhatikan mutu pelayanan,.. dst, Penerapan sistem kendali mutu pelayanan 

Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeIuruh meliputi pemenuhan standar mutu 

Fasilitas Kesehatan. Pennenkes 7112013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN 

Pasal 6 (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas 

Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi . Pennenkes 4612015 

ten tang Akreditasi FKTP 

5 Untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat Sidoarjo, pemerintah mengubah 

status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan BLUD, 

Puskesmas akan lebih berkembang karena bisa menggunakan dana sesuai dengan 
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kebutuhan dan tidak tergantung dari dinas kesehatan. Sehingga BLUD Puskesmas 

lcbih fleksibel mengclola keuallgan. Namun dengall BLUD, tambahan penghasilan 

yang selama ini diterima semua staf Puskesmas dihapus. Peraturan presiden ini 

diperuntukan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) :milik pemcrintah 

yang bclulIl rm:nerapkan pula V~l1gdulaan keuangan BLUU. Untuk penganggaran, 

kcpala PKTP diminta mcnyampaikan rcncana penuapalan dan belanja dana kapitasi 

JKN tahun berjalan yang mana mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP 

dan besaran kapitasi JKN kepada kepala SKPD dinas kesehatan. Sedangkan, 

peraturan menteri kesehatan menjelaskan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh 

FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk (I) pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan 

(2) dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

7.2. Saran 

I. Kebijakan Pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Puskesmas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat pad a umunya dan ppda peserta BP JS 

pada khususnya maka perlu ditingkatkan sosialiasi dan dorongan kepada 

masyarakat terutama masyarakat menengah ke atas sehingga mau memanfaatkan 

Puskesmas sebagai langkah pertama ketika mempunyai masalah dengan 

kesehatannya. 

2. Dengan adanya tuntutan akreditasi maka diperlukan adanya penambahan SDM agar , 

tidak mengganggu pelayana utama dari Puskesmas yaitu melayani kesehatan 

masyarakat hal ini mengingat bahwa dalam menyiapkan akreditasi diperlukan 

tenaga yang ekstra juga menyita cukup waktu yang akan berdampak pada 

berkurangnya pelayanan kepada masyarakat. 
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Lampinm I. Oraf Art ikc l 

AKREDITASI PUSKESMAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATANI'(,;LAYANAN 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

I-Iadi Shubhan, Budi Kagramanto, Ur ip Santoso 
Univers itas Airlangga Surabaya Indoncs ia 

I-Iadi _ LJllai r@yahoo.eom 

Abs lrak 
Pcrmasa lahan pclaya nan kcschatan di Indoncsia tidak Icpas dari kualitas 

pcJayanan kcschatan "ada tingkat pertama karcna de ngan kualit as pclayanan kcschatan 
tingka t pcrtama maka akan sangat berpengaruh pad a pclayanan keschatan ti ngkat 
lanjulan. Puskesmas mempunyai pcran ya ng stratcgis dan pcnt ing untuk dapal 
mewujudkan masyarakat yang schat. Un tuk mc ningkatkan kcmampuan pllskcsmas dalam 
mcmbcrikan pe layanan kcpada l1lasyarakat l1laka sangat pen ting unt uk dilakukan 
akrcditas i 

Oalam pcnclitian disil1lpulkan akreditasi ada lah pengakuan yang dibcrikan oleh 
Icmbaga inclcpendcn penyeJcnggara akreditas i yang ditctapkan oleh mcnteri sctelah 
memcnuhi stanclar ak rcd itas i. Tujuan akrcditasi ada lah mcn ingkatkan mut u pc layanan dan 
kesclamatan pasicn; mcningkmkan pcrli ndungan bagi sumbcr daya manusia kcschatan. 
masyarakat dan lingkungannya. 

Kala KUllc i : Puskesmas, Akrcditasi, Kcschatan, PB1S, Pclayanan 

Latar Bclakang 

Fas ilitas Kcsehalun Tingkat Pert ama (FKT P) ada lah faskcs yang 

ITIcnyc lcllggarakan pclayanan kcsehatan individu yang bcrs ifat 1IITIum untuk kcpcrluan 

pengamalan, promoti f~ prcventi r, mendiagnosis, pcrawatan mau pc layanan kcschatan lainnya 

(Kemcnkes RI, 20 14b). Penyclengaraan peJayanan kcschatan di era laminan Kcschatan 

Nasional (JK N) meliputi semua fasilitas kcschatan yang bekcrja sama dcngan Baclan 

Penyc lcnggara Jaminan Sosia l (BP1S) Kcsehatan bcru pa Fasilitas Kcschatan Tingkat 

Pertama (FKTP), dimana FKTP bempa Puskesm<ls atau yang sC iara, dok lc r, praktek dok ler 

gigi, kli nik pratama alau yang SC iara dan rumah sakit kclas 0 Pralama atau yang setara , 

yang harus mcnyc lenggarakan pclayanan kesehatan sceara komprchcns if (Kemcnkes RI , 

20 13). Pc layanan keschatan scbc lum era JKN mcncakup fasi litas kcsehatan yang bcrbeda­

beda dan bcragam jcnisnya . (Si lumorang, 201 3). Pada masa pcrali han pclaksanaan JKN, 

scillruh FKTP mi li k institusi mi lilcr dinyatakan scbagai kli ni k pratama dan mcnyesuaikan 

perizinan sebagai klinik pratam<l dalam \Vakili dua tahun scjak Pcraturan Mcnteri Kcschatan 

No. 7 1 Tahun 20 13 bc rlak u scrta FKTP yang bekclja sama dcngan BPJ S Kcschatan 
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dikecualikan dari kewajiban terakreditasi dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

jangka waktu lima tahun (Kemenkes RI, 2013). 

Beragamnya jenis faskes dan perbedaan standar penilaian FKTP dalam masa 

peralihan ini tentu berisiko dapat menyebabkan adanya perbedaan mutu layanan yang 

diterima oleh pasien JKN dan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Disisi lain pemerintah 

melalui BPJS Kesehatan sedang giat-giatnya melaksanakan program optimalisasi pelayanan 

primer sehingga FKTP dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pasien. 

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk 

melaksanakan upaya pelayanan kcsehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatifyang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat (Kemenkes RI, 2013). 

Prosedur layanan kesehatan dalam JKN yaitu pelayanan bagi pasien dilaksanakan 

secara berjenjang yang dimulai dari FKTP yang diselenggarakan oleh FKTP tempat peserta 

terdaftar. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP) peserta JKN terdiri dari Puskesmas, 

dokter, dokter gigi, klinik pratama dan Rumah Sakit Kelas D Pratama yang bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan (Kemenkes RI, 2014b). 

Tinjauan Pustaka 

Peran dan Fungsi Puskesmas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

Bcrdasarkan jenis pelayanan, klinik terdiri dari klinik pratama dan utama. Klinik 

pratama merupakan klinik yang melaksanakan pelayanan medis dasar baik umum maupun 

khusus. Klinik dapat diselenggarakan olch pemerintah maupun masyarakat. BP JS 

Kesehatan dalam menetapkan pilihan fasilitas kesehatan melakukan seleksi, kredensialing 

dan rekrendensialing dengan kriteria teknis yang meliputi sumber daya manusia, 

kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pclayanan serta komitmen pelayanan (Kemenkes 

RI, 2013). Dokter praktek baik dokter umum maupun dokter gigi termasuk fasilitas 

keschatan tingkat pertama pada program JKN dengan melakukan kerja sarna dengan SP JS 

Kesehatan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pusat kesehatan masyarakat 

yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan faskes yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kcsehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2014c). Puskesmas hams 

didirikan pada setiap kecamatan namun dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat 

didirikan lebih dari satu Puskesmas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah 

penduduk dan aksesbilitas. Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diberikan oleh 
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Puskesmns kcpada masyarakat. mencakup perencanaan, pelaksanaall, ~valua,\j, pencatatan, 

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem. Klinik merupakan faskes yang 

melaksanakan Iayanan kesehatan perorangan dengan melayani pelayanan medis dasar dan 

atau spesialistik (Kemenkes RI, 2014d). 

Akreditasi Puskesmas 

Dalam Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 71 tahun 2013 

PasaI5 (1) Untuk dapat melakukan kerja sarna dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan. Sedangkan dalarn pasal 

6 ayat (2) menyebutkan (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi Pasal 9 (1) Dalam 

menetapkan pilihan Fasilitas Kesehatan, BP JS Kesehatan melakukan seleksi dan 

kredensialing Pasal 10 (1) Perpanjangan kerja sarna antara Fasilitas ~esehatan dengan 

BPJS Kcsehatan setelah dilakukan rekredensialing. (2) Rekredensialing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan pcnilaian kinerja yang disepakati bersama. (3) 

Rekredensialing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat (tiga) bulan 

sebelum masa perjanjian kerja sarna berakhir Pasal 13 (1) Setiap Peserta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan 

kebutuhan medis yang diperlukan. (2) Pelayanan kcsehatan bagi Peserta yang dijamin oleh 

BPJS Kesehatan terdiri atas: a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. Pelayanan 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang terdiri atas: 1. pelayanan kesehatan tingkat 

kedua (spesialistik); dan 2. pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik); c. 

pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 15 (1) Dalam hal Peserta 

memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas 

Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan 

terdekat sesuai dengan Sistem Rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
, 

undangan. (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari 

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertarna. (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat 

diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama. (4) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan 

gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan 

geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas. (5) Tata cara rujukan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Pelayanan Kesehatan 
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Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi: a. 

administrasi pelayanan; b. pelayanan prornotif dan preventif; c. pemeriksaan, pengobalan, 

dan konsultasi medis d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 

e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan 

medis; g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan h. Rawat 

Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis. Pasal 17 (1) Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk pelayanan 'medis mencakup: 

a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Pertama; b, kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; 

c. kasus medis rujuk balik; d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan 

gigi tingkat pertama; e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita 

oleh bidan atau dokter; dan f. rehab i litasi medik dasar. (2) Pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai dengan panduan klinis. (3) Panduan 

klinis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 18 Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 huruf h mencakup: a. rawat inap pad a pengobatan/pcrawatan 

kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; b. 

pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; c. pertolongan persalinan dengan 

komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; d. pertolongan neonatal 

dengan komplikasi; dan e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan 

dan/atau kebutuhan medis. Pasal 19 (1) Obat dan Alat Kesehatan Program Nasional yang 

telah ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak ditaqggung oleh BPJS 

Kesehatan. (2) Obat dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 

alat kontrasepsi dasar; b. vaksin untuk imunisasi dasar; dan c. obat program pemerintah 

Pasal 23 (1) Peserta berhak mendapat pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis 

habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis (2) Pelayanan obat, Alat 

Kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
t 

diberikan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap baik di Fasilitas 

Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. (3) 

Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bah an medis habis pakai yang diberikan kepada Peserta 

berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan 

oleh Menteri. (4) Daftar obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat 

Kesehatan. (5) Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat, Alat Kesehatan, dan bahan 
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medis habis pakai dalam Fonnularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 25 (1) BPJS Kesehatan men,jamin kebutuhan 

obat program rujuk balik melalui Apotek atau depo fannasi Fasilitas Kesehatan tingkat 

pertama yang bekerja sarna dengan BPJS Kesehatan. (2) Obat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibayar BPJS Kesehatan di luar biaya kapitasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

prosedur pelayanan obat program lUjuk balik diatur dengan Peraturan BP JS Kt:sehaLan Pasal 

38 (1) Pcnyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui: a. pemenuhan standar mutu Fasilitas 

Kesehatan; b. pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan; dan c. pemantauan terhadap 

luaran kesehatan Pcserta. Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan tertuang dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

No. HK.Ol.07/MENKES/422112017 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan RI Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melaksanakan 

program pembinaan pelayanan kesehatan. Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut ( LAKIP DirjenYan 

2017: 18) Kriteria teknis digunakan untuk penctapan kerjasama dengan BP JS Kesehatan, 

besaran kapitasi dan jumlah peserta yang bisa dilayani. Seluruh FKTP milik TNII POLRI 

yang bekcrjasama dengan BP JS Kesehatan, pada masa peralihan dinyatakan sebagai klinik 

pratama dan dalam jangka waktu dua tahun hams memenuhi persyaratan sebagai klinik 

pratama sejak Permenkes No. 71 Tahun 2013 berlaku, serta FKTP yang bekerja sama 

dengan BP JS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi dan hafus menyesuaikan 

dengan ketentuan dalam jangka waktu lima tahun (Kemenkes RI, 2013). Status Kepesertaan 

dalam JKN Peserta program JKN mcrupakan setiap orang tennasuk orang asing yang 

bekerja minimal selama enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran atau iurannya 

dibayar oleh pemerintah. (Kemenkes RI, 20 14b). Peserta program JKN terdiri dari atas dua 

kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) jaminan kese~atan dan peserta 

bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang 

tidak mampu. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan adalah pekerja penerima upah dan 

anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya serta bukan 

pekerja dan anggota keluarganya (Kemenkes RI, 2014b). luran Jaminan kesehatan untuk 

peserta pekerja penerima upah dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja sendiri sedangkan 

iuran peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja) dibayarkan oleh 

peserta sendiri kepada BPJS Kesehatan sesuai kelas perawatannya (Kemenkes RI, 2014b). 
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Pelaksanaan JKN membuat paradigma pelayanan kesehatan hergeser ke arah mutu 

pelayanan. Masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan baik primer maupun 

sekunder mulai memperhitungkan mutu layanan yang diterimanya. BP JS sebagai badan 

penyelenggara di era JKN melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalisasi mutu layanan 

primer dan menegaskan fungsi gate keeper dari FKTP. FKTP dalam pelaksanaan JKN 

berupa Puskesmas, dokter praktek perorangan. klinik pratama dan ru~ah sakit kclas D 

Pratama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Mutu 

pelayanan khususnya pelayanan kesehatan primer sering dikaitkan dengan kepuasan pasien. 

Kepuasan pasien merupakan salah satu sasaran utama yang dicapai dalam pengembangan 

JKN. Kepuasan pasien merupakan tanggapan pasien terhadap kesesuaian kebutuhan 

(ekspektasi) pasien sebelum dan sesudah menerima pelayanan, maka pasien yang merasakan , 
kepuasan terhadap layanan kesehatan memiliki kecenderungan untuk patuh, taat terhadap 

kegiatan pengobatan dan menjadi pelanggan setia. Lima dimensi untuk mengevaluasi mutu 

layanan kesehatan meliputi bukti fisik, daya tanggap, kehandalan, empati dan jaminan. 

Kepuasan pasien dipengaruhi oleh banyak faktor (konsep multi dimensi) meliputi faktor 

jenis tempat layanan, status kepesertaan dan karakteristik sosiodemografis pasien (umur, 

jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan). Perbedaan mutu layanan kesehatan pada jenis 

fasilitas kesehatan karena kompetensi pcmberi layanan, sistem peresepan obat, sistem 

rujukan, kemudahan akses kc layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas dan kondisi 

lingkungan fisiko Pasien yang membayar langsung atau mandiri menginginkan mendapatkan 

kualitas pelayanan tertinggi dibandingkan dengan pasien asuransi dan jaminan kesehatan 

yang disubsidi pemerintah. Kelompok umur usia produktif cenderung lebih banyak 

menuntut dan berharap banyak terhadap layanan kesehatan. Pria cenderung lebih banyak 

mengkritik layanan kesehatan daripada wanita, pasien dengan pendidikan tinggi tidak akan 

mudah merasa puas bila layanan kesehatan yang diterima tidak sesuai keinginan pasien. 

BPJS Kesehatan dalam menetapkan pilihan fasilitas kesehatan melakukan seleksi, 

kredensialing dan rekrendensialing dengan kriteria teknis yang meliputi sumber daya 

manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan serta komitmen pelayanan 

(Kemenkes RI, 2013). 

Metode Penclitian 

Untuk mengkaji masalah dan mencapai tujuan tersebut maka dalam penelitian ini 

ingin mengkaji secara komprehansif dan holistik sehingga dalam penelitian ini akan 

digunakan pendekatan kualitatif Socio Legal (Afdol,2008:11) Pendekatan ini mengakaji 
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masalah penelitian selain dari aspek normatif juga dari akan dilakukan penelitian lapangan. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kab. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten 

sebagai daerah penyangga Kota Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi. Sehingga 

dengan memilih lokasi penelitian berkaitan dengan pelayanan Puskesmas di Sidoarjo 

sebagai lokasi penelitian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat juga dipakai sebagai 

Prototype daerah-daerah lainya. 

Yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten , Manajer Puskesmas, Tenaga Medis maupun administrasi Puskesmas, peserta 

BP J8 yang menjadi pasien IPuskesmas, serta BP J8 sebagai badan penyelengara jaminan 

kesehatan masyarakat. Sumber informasi akan ditentukan secara Purposive dengan 

didasarkan pada Golongan Kepangkatan dari golongan untuk pegawai puskesmas 

sedangkan untuk pasien didasarkan pada golongan kepesertaan BP J8, untuk mendapatkan 

sumber informasi akan ditentukan dengan teknik bola salju; dengan demikian diharapkan 

akan diperoleh informasi yang lengkap, mendalam dan komprehenship. 

Bahan Hukum. Menghimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun 

bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum 

tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, internet, 

hasil seminar dan lain-lain. Selanjutnya bahan hukum primer tersebut digunakan untuk 

menjelaskan isu hukum yang menjadi obyek pembahasan dengan bertitik tolak dari teori­

teori, konsep dan asas asas hukum yang menjadi dasar penelitian. Bahan-bahan penelitian 

yang telah dihimpun tersebut dipelajari dengan seksama sehingga dapat diperoleh intisari 

yang terkandung di dalamnya, baik berupa ide,usul dan argumentasi, maupun ketentuan­

ketentuan terkait. 

Untuk mengumpulkan data maka dipakai teknik wawancara mendalam (Heru 

Irianto,200 1 ), dengan maksud untuk menggali informasi secara mendalam dan 

komprehenship data yang berkaitan dengan. Setelah dilakukan wawancara mendalam 

maka hasil dari wawancara akan didiskusikan dengan teknik Focus Group Discussion ( 

Bungin, 200 I: 172) Dalam penelitian ini FGD digunakan untuk menjaring informasi dari 

berbagai pihak yang terlibat langsung dengan peran puskesmas. Dengan FGD maka 

diharapkan akan dapat diperoleh informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan 

berbagai peraturan perundangan, masalah-masalah yang dihadapi masing-masing pihak serta 

untuk mencari solusi-solusi secara bersama-sama sehingga dapat disusun Rancangan Model 

yang lebih komprehenship dan holistik. 

Hasil dan Pcmbahasan 

75 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL OPTIMALISAS... MUHAMMAD HADI SHUBHAN 



Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perl\J dike lola dengan 

baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. 

Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat 

menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko 

dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pembenlayaan 

masyarakat dan swasta. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal 

organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan "Penilaian Kinerja Puskesmas," yang 

mencakup manajemen sumber daya tennasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta 

didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan, disebut Sistcm Infonnasi 

Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Untuk menjamin bahwa perbaikan routu, peningkatan 

kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinarobungan di 

Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan 

standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk 

diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi 

merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan ,kesehatan tingkat 

pertama yang bekerja sarna dengan BPJS. Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk 

pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap 

sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan 

program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk 

mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas 
: 

adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. 

Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan. 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 

Implementasi Akreditasi Puskesmas 

Permenkes No. 75 tahun 2014 ttg Puskesmas Pasal 39 ayat I,: Oalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 

(tiga) tahun sekali. Oalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 2 (1) Pembangunan kesehatan 

yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a. 

memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b. 

mampu menjangkau pelayanan kesehatan bennutu c. hidup dalam lingkungan sehat; dan d. 

memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat 
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Pasal 3 (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: a. para'digma sehat; b. 

pertanggungjawaban b. pertanggungjawaban wilayah; c. kcmandirian masyarakat; d. 

pt:lI1t:rdlaan; t:. It:knologi lepat guna; dan f. keterpaduan dan kesinambungan. Pasal 7 Dalam 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b, Puskesmas 

berwenang untuk: a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, 

berkesinambungan dan bermutu; b. menyelenggarakan Pelayanan 'Kesehatan yang 

mengutamakan upaya promotif dan preventif; c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 

yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; d. menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kearnanan dan keselamatan pasien, petugas dan 

pengunjung; e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan 

kerja sarna inter dan antar profesi; f. melaksanakan rekam medis; .g. melaksanakan 

pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan; h. 

melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan; i. mengoordinasikan dan 

melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; 

dan j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan. 

Dasar Hukum Akreditasi Puskesmas Undang-Undang Republik In~onesia Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 

dengan: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segal a bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, 

sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang 
.. 

dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 54 (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman,bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 55 (1) Pemerintah wajib menetapkan standar 

mutu pelayanan kesehatan. (2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 49 (1) Setiap dokter atau dokter 

gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan 

kendaH mutu dan kendaH biaya. (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan audit medis. (3) Pembinaan dan pengawasan 
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ketentuan sebagaimana dimaksud pada nynt (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi 
I 

profesi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Kesehatan Nasional Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkansetiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Sistem 

Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang 
.. 

diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling 

mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi­

tingginya. Pasal 3 (I) Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan dalam subsistem:a. upaya kesehatan; 

b. penelitian dan pengembangan kesehatan; c. pembiayaan kesehatan; d. sumber daya 

manusia kesehatan; e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanari; f. manajemen, 

informasi, dan regulasi kesehatan; dan g. pemberdayaan masyarakat. (2) Rincian SKN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 4 (I) SKN dilaksanakan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/at au masyarakat. (2) SKN dilaksanakan secara 

berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap tethadap perubahan 

dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. (3) Pelaksanaan SKN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) berdasarkan standar persyaratan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 (I) Pelaksanaan SKN ditekankan pada 

peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia 

kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan 

rehabilitatif. (2) Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang dibina oleh Menteri hanya bagi tenaga kesehatan dan tenaga 

pendukunglpenunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam 

upaya dan manajemen kesehatan. (3) Pelaksanaan SKN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hams memperhatikan:a. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; b. 

pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat; c. kebijakan kesehatan 

masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat; d. kepemimpinan 

dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan; e. inovasi atau terobosan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermantaat dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan secara Iuas, termasuk penguatan sistem rujukan; f. pendekatan , 
secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, 

berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak; g. dinamika keJuarga dan 
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kependudukan; h. keinginan masyarakat; i. epidemiologi penyakit j. perubahan ekologi dan 

lingkungan; dan k. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan se"mangat persatuan 

dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama Iintas sektor. Dalam Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013: Pasal 42: I. Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan 

Kesehatan harus mempcrhatikan mutu pelayamm, bcroricntasi pada aspek keamanan pasien, 

efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. 2. Penerapan 

sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara mehyeluruh meliputi 

pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan 

berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Pcserta. 

3 Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan BPJS. Pasal 43 Dalam rangka 

menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggungjawab untuk: a .. Penilaian teknologi 

kesehatan (health technology assessment); b.Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan 

Manfaat Jaminan Kesehatan; c.Perhitungan standar tarif; dan Monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan; (2) Dalam melaksanakan monitoring dan 

evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional.. 

Mengapa Perlu Akreditasi Puskesmas? Isu Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar: (1) 

Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi 

masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; (2) Puskesmas 

sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang 

kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reforI1}asi birokrasi; (3) 

Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum 

memenuhi standar kualitas. Manfaat Akreditasi Puskesmas Memberikan keunggulan 

kompetitif . Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes . Menjamin 

diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat., 

Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik 

bagi masyarakat, Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di 

Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas 

kepada masyarakat, Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer, 

Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi 

dalam bekerja, Meningkatkan keamanan dalam bekerja. Tim Pendamping Dinas Kesehatan 

KabupatenlKota Tim yang telah dilatih dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

KabupatenIKota untuk mendampingi Puskesmas dalam penyelenggaraan akreditasi, Tim 
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yang dibentuk olch Dinas Kcschatan KabupatcnlKota dcngan anggola yang berasal dari 

pejabat fungsional atau struktural Dinas Kesehatan KabupatenlKota dan!atau pihak kctiga 

atau lembaga lain; Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Pendamping Akreditasi 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Kabupaten/Kota. 

Ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan 

Krilt:ria ldmis digunakan untuk penetapan keljasama dengan BPJS Kesehatan, 

besaran kapitasi dan jumlah peserta yang bisa dilayani. Dapat disimpulk~n bahwa dimensi 

mUlu terutama tangible FKTP merupakan hal yang seharusnya mendapatkan perhatian dari 

pemilik at au pengelola FKTP karena selain merupakan kriteria teknis yang harus dipenuhi 

tetapi untuk kepuasan pasicn. Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2013 discbutkan bahwa dalam 

jangka waktu paling sedikit tiga bulan peserta JKN berhak memilih FKTP yang diinginkan 

(Menkumham RI, 2013). Tentu mutasi peserta JKN karena ketidakpuasan akan membawa 

dampak bagi FKTP tersebut terkait besaran kapitasi dan jumlah pescrta yang bisa dilayani. ( 

Ni Made Widiasluti, 2015, 19-41) 

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SklIi/2004 

Tanggal 10 Februari 2004 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

Dsalam Bab I terkait dengan konsep dasar Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas 

adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupatenlkota yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Scbagai unit pelaksana 

teknis Dinas Kesehatan KabupatenIKota (UPTD), Puskesmas berperan menyelenggarakan 

sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan KabupatenlKota dan merupakan unit 

pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. 

Sedangkan Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kcsehatan oleh bangsa 

Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sebagai 

Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di 

wilayah kabupatenlkota adalah Dinas Kesehatan KabupatenlKota, scdangkan Puskesmas 

bertanggungjawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh 

dinas kesehatan kabupatenlkota sesuai dengan kemampuannya. Wilayah Kerja Puskesmas 

adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu 

Puskcsmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas, dengan 

memperhatikan kcutuhan konsep wilayah (desalkelurahan atau RW). Masing-masing 

Puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepad,\ Dinas Kesehatan 

KabupatenlKota. 
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Kewa;iban Klinik Kesehatan Sesuai dengan PMK No 9 Tahun 2014 Tentang 

Klinik Setiap Klinik Kesehatan mempunyai kewajiban: a. memberikan infonnasi yang 
• 

benar tentang pelayanan yang diberikan; b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, 

bennutu~ dan nondiskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai 

dengan standar profesi, standar pelayanan dan stan dar prosedur operasional; c. memberikan 

pdayanan guwat tlarurat kepada pasien sesuai dengan kelllalllpuan pelayanannya tanpa 

meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial; d. 

memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (infonned consent); c. 

mengadakan rekam medis; f melaksanakan sistem rujukan dengan tepat; g. menolak 

keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan 

perundang-undangan; h. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; i. memberikan 

infonnasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; j. melaksanakan 

kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. 

memiliki standar proscdur operasional; I. mclakukan pengelolaan limbah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. melaksanakan fungsi sosial; n. 

melaksanakan program pemerintah di bidang kcsehatan; o. menyusun dan melaksanakan 

pcraturan internal Klinik Kesehatan; dan p. membcrlakukan seluruh lingkungan Klinik 

Kesehatan sebagai kawasan tanpa rokok. 

Permenkes No. 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, 

Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Pasal 1 Dalrun 

Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: I. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, 

Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya 

disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh Iembaga independen 

penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar 

Akreditasi. 2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan Iebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya. 3. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menyediakan pelayanan 

medik dasar baik umum maupun khusus Pasal 2 Pengaturan Akreditasi Puskesmas, Klinik 

Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi bertujuan 

untuk: a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; b. meningkatkan , 

perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta 
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Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri 

dokter gigi sebagai institusi; dan c. meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, 

tempat praktik mandiri doktcr, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. dalam pelayanan 

kcschatan pcrscorangan dan/atau keschatan masyarakat 

Pasal 3 (1) Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik 

mandiri doktcr gigi wajib tcrakrcditasi. (2) Akrcditasi Puskesmas dan Klinik Pratama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. (3) Akreditasi tempat 

praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagaimana dimaksud pada 
; 

ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun. (4) Pcmerintah Daerah berkewajiban mendukung, 

memotivasi, mendorong, dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi Puskesmas, 

Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Pada 

lampiran i pcraturan mentcri kesehatan nomor 46 tahun 2015 Tentang akreditasi 

puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri doktcr, dan tempat praktik mandiri 

dokter gigi. Standar akrcditasi puskesmas Pembangunan kesehatan merupakan bagian 

integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya 

pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya 

saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan 

nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan seCara menyeluruh, berjenjang dan 

terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. 

Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif 

dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas 

adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat 

adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui 

pcmbangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan 

perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu 

secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator 

kecamatan sehat adalah lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, serta derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk mendukung kecamatan sehat 

salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah dengan adanya Desa, Siaga,yang salah 
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satu indikatomya adalah ada Pos Kesehatan Desa sebagai Upaya Kesehatan Berbasis 

Masyarakat (UKBM). dengan penggerakan masyarakat wilayah desalkelurahan, dan sebagai 

upaya Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K). 

Kesimpukan 

Faktor Faktor Yang Berpengaruh Puskesmas dalam Memberikan Pelayanan 

sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (I) Sumber Daya Manusia , 

kekuarangan SDM merupakan hal yang pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat (2) Fasilitas, Fasilitas sering kali menjadi ukuran bagi pasien apakah 

Puskesmas itu berkualitas ataupun tidak, (3) Rujukan. Rujukan yang membingungkan 

masyarakat kadang menbjadi masalah yang besar karena keterbatasan pengetahuan 

masyarakat maupun sistem rujukan yang memang kadang membingunkan pasien (4) 

lnformasi . Informasi yang jelas dan tranparan menjadi sangat penting mengingat program 

BP JS merupakan program baru bagi masyarakat Indonesai yang mem[ unyai karakter dan 

tingkat sosial sangat beragam. (5) Masyarakat. 

Pengawasan sangat diperlukan agar dalam setiap pelayanan kepada peserta BP JS 

dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi permasalah-permasalahan sehingga dengan cepat 

akan dapat direspon sehingga tidak terjadi masalah yang lebih besar. 

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen 

penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar 

Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; 

meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan 

lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat 

praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan meningkatkan kinerja p,uskesmas, Klinik 

Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam 

pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat. Terdapat 9 bab sebagai 

instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya kesehatan 

masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). 1. Administrasi Manajemen 

meliputi sistem penyelenggaraan Puskesmas, sarana prasarana, lokasi yang sesuai stan dar, ,. 

ketenagaan dan pemeliharaan sarana prasarana 2. Upaya kesehatan masyarakat meliputi 

sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas 

sektor maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program di masyarakat. 3. Upaya 

kesehataan perorangan meliputi layanan kinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan 
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klinis. alat kcschatan scsuai stnndnr, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi 

bagi tenaga klinis 4. Mutu yang merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu 

perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Puskesmas baik di masyarakat 

maupun klinis perorangan secara brkesinambungan (continues quality improvement) untuk 

itu seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada 

pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempumaan yang 

berkelanjutan 
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Perspektif Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Studi Kasus Pelayanan Bpjs Di 
Rumah Sakit Umum Daerah Y ogyakarta Magister Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 

Peraturan mentcri kesehatan republik indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang pusat 
kesehatan masyarakat 

Murti Bhisma. 2006, Contracting Out Pelayanan Kesehatan:Sebuah Alternatif Solusi 
Keterbatasan Kapasitas Sektor Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 
vol. 09, no. 3 September 

Nurkholiq Syahdat. 2011, Perbandingan Tingkat Kepuasan Pasien Umum Dengan 
Pengguna Kartu Askes Di Pelayanan Dokter Keluarga PT. Askes, Arikel Ilmiah 
Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro 

Irianto Heru, edit. Bungin" 2001, Metode Penelitian K.ulaitatiJ, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta 

/gnasius luti, dkk.: jurnal kebijakan kesehatan indonesia, vol. 01, no. 1 maret 2012 . 
S Pohan I. 2002 2002. Jaminan mutu pelayanan kesehatan. Jakarta: penerbit buku 

kedokteran Kesehatan 

s Natalya, Rondonuwu, ricky c. Sondakh, budi t. Ratag , Hubungan Antara Kepuasan 
Pasien Terhadap Kualitas Jasa Pelayanan Rawat Jal30 Dengan Minat Untuk 
Memanfaatk30 Kembali Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Ranotana Weru 
Kota Manado fakultas kesehatan masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado 
2014 

Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 Peraturan presiden republik 
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Universitas Udayana Denpasar, 2015\ 

Yusuf Amri. Mengurangi Akar Kisruh JKN, Kompas, Senin 4 April 
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http://aiphss.orglidlrestoring-the-function-of-Puskesmasl 

http://kitefest.iimdo.coml20 16/03/26/Puskesmac;-sehagai-penyelenggara-dan-[asH itas-alat­
kesehatmlD 

Kepmenkes ri nomor 1 28/menkes/sklii/2004 

https://www.facebook.comlUGMYogyakartalposts/10153610476076223. 

http://www.mutupelayanankesehatan.netlindex.php/sample-Ievels/22-editoriallI352-kepala­
Puskesmas-galau-dampak -pemres-permenkes-terkait -dana-kapitasi- jkn-di­
fasilitas-kesehatan-tingkat-pertama 

http://www.beritametro.news/epaper/sidoarjo/Puskesmas-diminta-merekrut-tenaga­
kesehatan-sendiri Puskesmas Diminta Merekrut Tenaga Kesehatan Sendiri 
Rabu, 07 Juni 2017 19:44) 

https:/lwww.kabupatenreport.com/Puskesmas-sidoarjo-berubah-jadi-bludl 

http://syncoreconsulting.com/l O-alasan-Puskesmas-harus-menjadi-bludD 
PVSKESMAS Harus Menjadi BLVD 

Alasan 

ht1p:llwww.mutupelayanankesehatan.net Kepala Puskesmas Galau. Dampak PerPres & 
Permcnkes Terkait Dana Kapitasi JKN Oi Fasilitas Kcsehatan Tingkat 
Pel1ama. 
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Lampiran 2 Rancangan Model Optimalisasi Pelayanan Puskesmas 

RANCANGAN MODEL OPTIMALISASI PUSKESMAS 
SEBAGAI Jt'ASILITAS KESEHATAN TINGKAT I)ERTAMA (FKTP) UNTLJK 

MENINGKATKAN PEL A YANAN KESEITAT AN PESERT A BP.JS 

PUSKESAMAS 
SEBAGAI 

FKTP 

..lL 
Variabcl Yang 
Bcrpcngaruh 

USAHA OPTIMALISASI 

1 SDM 
2 Fasilitas 
3 Rujukan 
4 Informasi 

LJ) 1 Peningkatan SDM 
IV 2 Peningkatan Fasilitas 

3 Jejaring Pclayanan 

5 Masyarakat 
4 Pusat lnformasi BP JS 
5 Edukasi Masyarkat 

AKREDITASI PUSKESMAS 
PermcnKes No 46 Tahun 2015 

• Administrasi Manajemen 
• Kesehatan Masyarakat 
• Kesehatan Perorangan 

Jt "I TERAKREDITASI 
TIDAK ,~~I.......L.--'---'J"). Dasar 

TERAKREDITASI -J V. Madya 

Pcningkatan Pclayanan 
• Akuntabel 
• Efektif & Efisien 
• Transparan 
• Proffesional 
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• Utama 
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Pelayanan Peserta BP JS 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL OPTIMALISAS... MUHAMMAD HADI SHUBHAN 



Lampiran 3 Dokul1lcntas i 

I ()K AKARYA 

FGD 
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Larnpiran 4. MOU atau pemyataan kesediaan dari mitra (apabila ada). 

PEMc:mt~TAH I<ABUPATEN SIDOARJO 

SEKRETARIAT DAERAH 

.'alan Gube·m.r Sl.rrQ • Telepon e92!~!j 8941145 a~~1960. 9971!!53 

SIDOARJO - 61211 

rERl'WATAr\l~ rEI~El t'Jl'AN MITRA 

~lImllr : lRSOlJ'f"O ... 3.V21l16 

Yaug bert:.t.nda talliO.lIt t1ibal'.J.h ini : 

. Dr HI-'R! S()~S,\NTO. SH MH 

I'ci.:crjnall : I';-;S 

Jabatan : KEI':\LA U,\UI!\N ~IL:K.UM SEKRETARl .. \T UAt:R,\1J 
K:,\BU'/\TEN SIDOI\RJO 

Alwnu1 K;mtor : aUllERl't:R St:RYO XO I SIDOARJO 

Dcn~:tn ini mcnyntnknn KESEI>IA .. \NI'YA bcrntilra (!cl1lwn U'I llnivcrsil;\$ r\il'lall!!i!1\ 
Su.-.lb:i~·u rhl:ml PrIIgrum Pcncliti:m dcng;\n .it1l.iul : 

-RANCANGAN MODEL OPTIMAlI5A~1 PUSKESMAS S£BAGAI FASIUTAS KESEHATAN TINGKAT 

PERTAMA(FICTP) UNTUK MENINGKATKAN PELAVANAN KESEHA.TAN PESERTA 8PJS.· 

Dcmikian Sural pcrnyatarul itti S3}3 bu:ll Jl:lIl:an sCbCllam)lI dUll semub'Ol bcn1l3111llilt scbl."!>ar­

hc~ml'a bngi 5cmUlI pih:tk y::\Og. to:rlil ... lt. 

"ian!: mcmblJ.ll t: ... m~i!tllilll. 

KF.i'AI.A HAGl.o\:\ HUKl.'\1 

/"' ~$.~~.;AHI ,I 1':\ 'l'F. " SIIlOAIVO 
.' ' ." ._- .. ,:. :', 
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Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran E). 

CURRICULUM VITAE 
Ketua 

A.ldentitas Diri 

Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, eN 
1 Nama Lengkap (dangan gelar) L 

2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

3 Jabatan Struktual Sekretaris Universitas 

4 NIPINIKIIdentitas lainnya 19730406200312 1 002 

5 NIDN 0006047305 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Tegal, 06 april 1973 

7 Alamat Rumah J1. Gayungsari VIII I 17 Surabaya 

8 Nomor TeleponiFaks/HP 081-33063-3000 
J1. Dharmawangsa dalam Selatan 

9 Alamat kantor Surabaya 

10 Nomor TeleponlFaks 031-5033151 

11 Alamat e-mail Hadi unair~yahoo.com 

B. Riwayat Pendidikao 

S-1 S-2 8-3 

Nama Perguruao Tinggi Unair Unair Unair 

Bidang Ilmu Hukum Hukum Hukum 

Tahun Masuk-Lulus 1991-1995 1995-1998 1999-2006 
Prinsip 

Judul Perlindungan Hukum 
SkripsilThesislDisertasi Rentabilitas Hukum Pemegang Kepailitan Di 

Perbankan Syariat paten Indonesia 
Nama Prpf. Dr. M. Prof. Dr. Rudhi Prof. dr. Rudhi 
PembimbingIPromotor Isnaeni, SH, MS Prasetya, SH Prasetya, SH 
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c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

Pcndanaan 
No. Tahun Judul Penelitian 

Sumber* Jml (Juta Rp) 
Rancangan Model Pencengahan 
Korupsi Melalui Pcningkatan Peran 

1 2 
lnspektorat Dalam Pengawasan 
Keuangan Di Era Otonomi Daerah 
(Anggota) Unggulan 

PT 70 
Rancangan Model Implementasi Unggulan 50 Juta 

2 2015 
Kebijakan Pengembangan Kompetensi PT 
Aparatur Daerah Untuk Mewujudkan 
Good Governance 

Unggulan 50 juta 
3 2014 Identifikasi Kompetensi Aparatur Th II PT 

Unggulan 50 juta 
4 2013 Identiftkasi Kompetensi Aparatur Th I PT 

Corporate Social Responsibility Pada Unggulan 40 juta 
5 2008 Perguruan Tinggi Stranas 

D. Pcngalaman Pcnulisan Artikeillmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah VolumelNomorrrahun Nama Jumal 
Volume 19, Issue 11, 

IOSR Journal 
Competence Enhancement of Ver. VIII (Nov. 2014), 

Of Humanities 
1 

Government Apparatus In Public PP 00-00 
And Social 

Service of Regional Areas e-ISSN: 2279-0837, p-
Science ISSN: 2279-0845. 
(IOSR-JHSS) www.iosrjournals.org 

Volume 17, Issue 4 
IOSR Journal (Nov. - Dec. 2013), 
Of Humanities 

2 
Competency Identification Of Officials PP 46-50 e-ISSN: 

And Social In Public Service 2279-0837, p-ISSN: 
Science 

2279-0845 
(IOSR-JHSS) 

Kepailitan Terhadap Perseroan 
Terbatas Yang Berstatus Dalam Perspektif 

3 Likuidasi XIIINo. 2/2007 Keadilan 
E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan I Seminar 

IImiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah I 

Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 

Seminar Tempat 

1 
Seminar nasional Kajian Pasal-pasal krusial dalam 9 November 
Tinjauan Atas UU No. 13 UU No. 13 tahun 2003 20011 di 
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tahun 2003Dari sudut Jakarta 
Politik Ketenagakerjaan 
Seminar nasional 

Arah perubahan UU No. 39 tahun 
Perubahan Atas UU No. g Oktober 2011 

2 
39 tahun 2004 tentang 

2004 tentang Penempatan dan 
di Surabaya 

Perlindungan TKI di Luar Negeri TKI . . 

Kordinasi Teknis 
Pembinaan Hubungan 

UU Nu. l3 lahun 2003 Pasca 15 IIlarct 2012 
3 Industrial Oirjen PHI dan 

Putusan MK di Surabaya jamsostek 
Kemenakertrans RI 

4 Sosialisasi Putusan MK Implikasi yuridis Putusan MK thp 7 maret 2012 di 
tentang Outsourcing Ketentuan Outsourcing surabaya 

5 
Bimbingan tcknis Kajian PKWT dan Outsourcing 6 Maret 2012 di 

PKWT dan Outsourcing dalam UU No. 13 Tahun 2003 malang 
Seminar nasional 

Pembuktian sederhana dalam 6 Mei 2010 di 
6 Kepailitan dalam Praktik 

Kepailitan Surabaya 
Peradilan 

F P . en~a am an P r cnu Isan u u aam a un era Ir B k DIS T h T kh· 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Penerbit 
Halaman 

Hukum Kepailitan Prinsip, 
Norma, dan Praktik Oi 2009 Prenada Media 

1 Peradilan 536 Group, Jakarta 

G.Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Tcrakhir ( dari pemerintah, 
as osiasi, atau institusi lainnya ) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Tahun 
Penghargaan 

1 Juara III Penulisan Ilmiah Mahkamah Konstitusi 2006 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah een~~r dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai ketidak 
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Oemikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah penelitian Unggulan PT . 

Surabaya, 17 Pebruari 2016 

, 
Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, eN 
NIP: 19730406200312 1 002 
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CURRICULUM VITAE 

Anggota 

F. Identitas Diri 

I Nama Lengkap (dangan gelar) Dr Rro Herini Siti Aisyah, SH, MH ( P) 

2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

3 Jabatan Struktual -
4 NIPINIKlldentitas lainnya 196912251995122001 

5 NIDN 0025126902 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Jombang 25 Desember 1969 
Pondok Jati BS-12 A Pagerwojo RT 46 
IRWXI 

7 Alamat Rumah Buduran - Sidoarjo 

8 Nomor TeleponiFaks/HP 08123068653 

9 Alamat kantor Jl. Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya 

10 Nomor TeleponiFaks 031.50231511 5024541 08123068653 

II Alamat e-mail fh!a2unairoac.id herinitoi!a2vahooocom 
S-I= 150c Orang; S-2= 3 Orang; S-

12 Lulusan yang Telah di Hasilkan 3= Orang 

1 Hukum Keuangan Negara 
2 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara 

13 Mata Kuliah Yang Diampu 3 Hukum Pajak 

4 Hukum Kepegawaian 

G Ri . waya t P dOdok en I I an 

8-1 8-2 8-3 

Nama Perguruan 
Tinggi Unair Unair Unair 

Bidang Ilmu Hukum Hukum Hukum 

Tahun Masuk-Lulus 1993 2001 20013 
Judul Rencana Tata Perlindungan Prinsip-prinsip 
SkripsilThesis/Disertasi Ruang Kota Hukum Terhadap hukum 

Sebagai Upaya Hak-Hak Anak Tentang 
Yuridis Tala Dalam Peradilan pengawasan 
Usaha Negara Pidana Anak dalam 

Sistem hukum 
keuangan negara 
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Prof. Dr. Tatiek Nama 
Dr. Haryono , SH, Prof Dr. Soewoto, Sri Vjatmiati, PembimbingiPromotor 
MCL~_._SH_,~M __ S ______ ~S~.~H=.,~M=.S~ __ ~ 

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Jml (Juta) 

Sumber* Rp) 

1 2015- Rancangan Model Implementasi Penelitian 130 
2016 Pencegahan Tindak Pi dana Korupsi Unggulan PT 

Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era DIKTI 
Otonomi Daerah (anggota) 

1 2013- Rancangan model kebijakan pemerintah Penelitian 100 
2014 daerah dalam pengawasan keuangan Unggulan PI 

Negara Untuk mewujudkan Good DIKTI 
Governance 

2 2010- Sistem Pembinaan dan Pengawasan Stranas DIKTI 150. 
2011 Pengelolaan Keuangan Daerah Penelitian 

TH. II 
3 2010 Peranan BPK dan BPKP Dalam Fakultas 13. 

Pengawasan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

4 2008 Rancangan Model Implementasi Kode Hibah Bersaing 45 
Etik PNS DIKTI 

5 2007 Pengembangan kode etik Pegawai negeri Fundamental 15. 
sipil (PNS ) untuk Meningkatkan DIKTI 
profesionalitaspelayanan publik 

D P . enga aman p enga bd" K d M Ian epa a k D 1 5 T h T kh· asyara at aam a un era Ir 
Pendanaan 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Sumber* Jml 

1 2015 IbM Bagi Kelompok Tani di Kab. Sidaorjo DIKTI 48 
IbM Bagi Forum Kemitraan Polisi dan 

2 2014 Masyarakat di Kab Jombang DIKTI 45 
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tabun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah VolumelNomorlTahun Nama Jurnal 

1 Model design of local government Vol 5, Number 1, Academic 
policy in Controlling the finance Januari 2014 (Part-II) Research 
of the state to build good International 
Governance 

2 Supervision And Guidance In p-ISSN: 2279-0837, p- IOSR Journal Of 
Financial Management Of Local ISSN: 2279-0845. Humanities And 
Government Volume 19, Issue 6 Social Science 

(Juni . 2014), PP 04- (IOSR-JHSS) 
08 
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3 Competency Identification Of Volume 17. Issue 4 IOSR Journal Of 
Officials In Public Service (NOl'. - Dec. 2013), Ilumanities And 

pp 46-50 e-ISSN: Social Science 
2279-0837, p-ISSN: (IOSR-JHSS) 
2279-0845. 

4 Peranan BPK dan BPKP Dalam ISSN 1412-2162, Vol. Dialektika 
Pengawasan Pengelolaan 7 No.1, 2010 
Keuangan Daerah, 

5 Sistem Pembinaan dan ISSN 1412-2162, Dialektika 
Pengawasan Pengelolaan Vol. 7 No.2 2010 
Keuangan Daerah 

6 Kedudukan dan Susunan ISSN 1412-2162, Dialektika 
Pengadilan Pajak Ditinjau dari Vol. 5. No.1, 2007 
Ketentuan Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 

7 Keberatan Banding /Gugatan ISSN 1978-6336 Dekrit, 
Dalam Penyelesaian Sengketa Vol.l. No.1, 2007 
Pajak 

8 Pengaturan Kode Etik Pegawai ISSN 0215-849X Yuridika 
Negeri Sipil Oi Indonesia, Majalah Vol. 20, No.4, Juli 
Hukum 2005 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan I Seminar 
IImiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah 

Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 

/ Seminar Tempat 

1 Pelatihan Pelatihan Satpol PP Se Jatim 2010, Surabaya 

2 Seminar 
Sosialisasi Raperda Tentang 20 I O,Pemkot 

PBB Surabaya 

3 Seminar 
Sosialisasi Raperda Tentang 2010,Pemkot 
BPHTB Surabaya 
Pelatihan Anggota OPRD 

4 Pelatihan Tentang Implikasi UU NO., 28 
2009 Pajak Oaerah 20 I O,Surabaya 

5 Seminar 
Sosialisasi Raperda Tentang 2010,Pemkot 
Pajak Oaerah Surabaya 

6 Seminar 
Sosialisasi Efektifitas 2010,Pemkot 
Pelaksnakan Perda No 7 th 2010 Surabaya 

G P . I en2a aman P r B k D I 5 T h T kh· enu Isan u u aam a un era lr 

No. Judul Buku Tahun Jumlah Penerbit 
HaIaman 

Buku Ajar "Hukum Kepegawaian", 
1 F.H. UNAIR, 2009 160 Fakultas 

2 Buku Ajar Hukum Keuangan Negara 2011 120 Fakultas 
Sistem Pengawasan Keuangan 

3 Negara 2013 Draf 
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H P . I en~a am an ero e an aam -P I h HKI D I 5 lOT ahun Terakhir 

No. JudullTema HKI Tahun Jenis Nomor 
PIID 

1 

I. Pengalaman Merumuskan Kcbijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 
Tahun Terakhir 

No. 
Judul/Tema/jenis rekayasa Sosial 

Tahun 
Tempat Respons 

Lainnya yang Telah Diterapkan Penerapan Masyarakat 

1 

2 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Tcrakhir ( dari pemcrintah, 
asosiasi, atau institusi lainnya ) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Tahun 
Penghargaan 

1 

2 

Seminar Hibah 
Poster Terbaik Bersaing Di 

Jakarta 2011 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Penelitian Unggulan PT 

;;~'~IO 
IIlSVRUPIAH 

Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, SH, MH 
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CURRICULUM VITAE 
Anggota 

A.ldentitas Diri 
Nama Lengkap (dengan Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., 

1 gelarl MM. 
. ., 

Jabatan Fungsional Guru Besar .... 

3 Jabatan Struktual -
4 NIPINIKJIdentitas lainnya 19600106 199002 1001 

5 NIDN 0006016004 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Jogjakarta, 6 Januari 1960 

7 Alamat Rumah Pondok Sidokare Asri AB - 12, Sidoario 

8 Nomor TeleponlFaks/HP 031. 8969084 I HP. 081 330 64 8831 
FH UNAIR, JI. Darmawangsa Dalam 

9 Alamat kantor Selatan Surabaya 
031.5023151 I 031.5023152 I Fax. 

10 Nomor TelejJonlFaks 5020454 

11 Alamat e-mail Email: fh@unair.ac.id 
Lulusan yang Telah di 

SI>100 S2>25 S3>5 12 Hasilkan 
Hukum Dagang, Hukum Asuransi, Hukum 
Persaingan U saha 

13 Mata Kuliah Yang Diampu Hukum Restrukturisasi Perusahaan 

Hukum Anti Monopoli dan HAKI 

Hukum dan Ekonomi 

B R' P d"d"k • nva}'8t cn I I an 

S-I' S-2 S-3 

Nama Perguruan Universitas Gadjah 1. HukumUNAIR, UNAIR 
Tinggi Mada 2. Magister 

Managemet Ekonomi 
Universitas Wijaya Putra 

Bidang Ilmu 
Hukum, 1.Hukum, Hukum 
Ekonomi 2.Manajemen 

Tahun Masuk-Lulus 
1987 1.1999 
1984 - 1986 2.2000 2007 
Tanggung Jawab I.Pelaksnakan Marger Larangan 
Pengangkut Pada Pada Bank Umum Pesekonkolan 

Judul 
Penerbangan 2.Pengaruh Obyektifitas Tender Dalam 

SkripsilThesis/Disertasi 
Charter Pesawat Penilaian Kinerja Perspektif 
Udara Terhadap Kepuasan Hukum 

Kerja Di PT Indolexco Persaingan 
Consulting Sby Usaha 
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1. Dr M. Isnaeni, SH, 
Nama Wiwoho Soedjono, MS Prof.Dr M. 
Pembimbing/Promotor SH,MS 2. Drs. Heru Tjaraka Isnaeni, SH, 

MS.i Akt MS 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tabun Terakbir 

Pendanaan 
No Tahun Judul Penelitian 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 2016 Rancangan Model Pengembangan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) 
Dalam Pengelolaan Keuangan Negara PUPT 
Untuk Mewujudkan Good Governance Di DIKTI 60 
era otonomi daerah 

2 2014 Rancangan Model sinergisitas 
implemnetasi kebijakan corporate social 
responsibility (CSR) dalam HB 60 
penanggulangan pengangguran terdidik DIKTI 
melalui program kewirauasahaan 
(Anggota) 

Urgensi Hukum Persaingan Usaha D 
Penelitian 
Mandiri 5 3 2007 Perspektif Perekonomian Indonesia 
Lemlit -
UNAIR 

Kewenangan KPPU Dalam Penegakan Hu 
Penelitian 

5 
Persaingan 

Mandiri 4 2007 Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 
Larangan Praktek Monopoli 

Lemlit -tentang 
UNAIR Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Perlindungan Simpanan Dana Nasabah Olet DIPA 5 
5 2007 Lembaga Penjamin SimpananiLPS PNBP 

Unair 

6 2006 Persekongkolan Tender dan Hukum Persair P4 FH 5 
Usaha di Indonesia UNAIR 
Hambatan Yang Dihadapi KPPU Dc Penelitian 3 

7 2006 Implementasi UU Mandiri, 
No.5 Tahun 1999 FH 

UNAIR 

D P . enga aman P en~a Ian epa a bd' K d M asyara a aam a un era Ir k t D I 5 T h T kh' 

Pendanaan 
No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber 

* Jml 

2012 
Menjadi konsultan dalam Perancangan Perda APBD 

1 tentang Izin Reklamc di DPRD Kota Surabaya 2012 15. 
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I I 
E. Pengalaman Penulisan Artikel I1miah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah VolumelNomor NamaJurnal 
/Tahun 

Kepemilikan Silang (Cross~ MIMBAR HUKUM 
12 ownership) Saham PT Indosat 

Februari 2008 FH UGM, Jogjakarta 
Tbk. dan PT Telkomsel Oleh 
Temasek Holding_ Company 
Eksistensi Lembaga Penjaminan 

Nopember 2007 
MIMBAR HUKUM, 

29 Simpanan (LPS) FH UGM, Jogjakarta 
Dalam Sistem Perbankan Nasional 
Persekongkolan Tender Sebagai 

4 Kegiatan Yang Dilarang Maret-April 2006 Yuridika 
Dalam UU Antimonopoli 
Komparasi Pengaturan ERA HUKUM 
Persekongkolan Tender di Indonesia Fakultas Hukum 
dan Negara Jepang Dalam Perspektif UNIVERSITAS 

7 Hukum Persaingan Oktober 2007 TARUMANEGARA, 
Usaha Jakarta 

Draft Penyusunan Pedoman Pasal 47 Makalah Nara 

8 
(Sanksi Administratif) 23 Mei 2007 Sumber Pada Diskusi 
UU No.5 Tahun 1999 Terbatas di KPPU 

Daerah Surabaya 

Implementasi UU No.5 Tahun 1999 
10 Oleh Komisi Pengawas Persaingan XVIIlNo.lIJ anuari~ YUSTISIA 

Usaha (KPPU) Juni/2007 

F. Pcngalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pad a Pertemuan I Scminar 
Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
Ilmiah I Seminar 

Badan Hukum Yayasan 

1 
Diskusi T erbatas dan Masalah September 2002, 

Manajemennya Yayasan Mulyorejo Madiun 

99 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANGAN MODEL OPTIMALISAS... MUHAMMAD HADI SHUBHAN 



2 Training Yayasan dan Koperasi September 2002, Madiun 
Pedesaan 

Penegakan Hukum 
12 Juli 2002 

3 Seminar Lembaga Madani Wilayah Persainean cii Tncione.sia 
Jawa Timur Surab~a 

Penyempumaan & 
Perubahan UU No. 33 14 Februari 2004 
Tabun 1964 tcntang Pusat Penelitian Pranata 
Dana Pertanggungan Pembangunan UI, Surabaya 

4 Semiloka Wajib Kecelakaan 
Penumpang dan UU No. 
34 Tahun 1964 tentang 
Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas 

Seminar dan 
Penyelenggaraan Usaha 29 Oktober 2008 

5 
Sosialisasi 

Perdagangan & Hotel Novotel, Surabaya 
Perindustrian 
Hukum Persaingan 18 Desember 2008 
Usaha di Indonesia dan leL GTZ, KPPU dan Mag 

6 Seminar Nasional Perkembangannya, Hukum Fakultas Hukum UGM, 
Jogjakart, 

Praktek Persekongkolan 
Tender di Jawa Timur 
(Kajian 

7 Seminar Putusan KPPU No. 24 April 2008 Surabaya 
71KPPU-U2001 dan No. 
16IKPPU-1/2005) 

Price Fixing dan Kartel 

8 
Diskusi Dalam Hukum 

FH Unair Juni 2008 
Persaingan Usaha 

Hukum Perusahaan dan Biro Konsultasi dan Bantuan 

9 Seminar 
Yayasan Sebagai Entitas Abdi Bangsa Indonesia 
Badan Hukum (ABBI) 1 Juni 2007 

Draft Penyusunan 
Perjanjian yang Berkaitan 
Dengan HAKI . 

10 Diskusi 
. Surabaya, 14 Juni 2007 

Pengecualian Dalam UU 
No.5 Tahun 1999 

Asuransi/Jaminan Sosial 
Makalah Penyuluhan Hukum 

11 Tenaga Kerj a 
Bagi 
Karyawan Swasta Surabaya 
S~tember 2006 
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Persekongkolan Tender 

12 Diskusi 
dan Penegakan Hukum 

1 Desember 2006 Surabya Persaingan 
Usaba di Daerah 

G P . I enga aman P r enu Isan u u aam a un B k D I 5T b T erakhir 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Penerbit 

Halaman 

GTZ ROV 

1 CREATIVE 
Hukum Persaingan Usaha Antara Teks MEDIA 
Konteks 2009 356 JKT 
Buku "MENGENAL HUK Penerbit 

2 PERSAINGAN USAHA", Maret Laros, 
2008 360 Surabaya 

Buku : "LARANGAN PERSEKONGKOI 
TENDER Januari Penerbit 

3 2008 345 Srikandi 
4 2000 

Karya 
Buku : PUSPA RAGAM INFORMASI Abditama 
DAN PROBLEMATlKA HUKUM 186 

H. Peogalaman Pcroleban HKI Dalam 5 - 10 Tabun Tcrakhir 

No. Judulrrema I-IKI Tabun Jenis 
Nomor 
PlIO 

1 

I. Pcogalaman Merumuskan Kebijakan PublikIRckayasa Sosial Lainnya Dalam 5 
Tabun Tcrakhir 

No. 

1 

Judul/Temaljenis rekayasa Sosial Tahun Temp at Respons 
Lainnya yang Telah Diterapkan Penerapan Masyarakat 

J.Penghargaan yang Peroah Diraih dalam 10 Tahuo Tcrakhir ( dari pcmcriotah, 
asosiasi, atau institusi lainnya ) 
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No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun 
Pt:nghargaan 

1 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Surabaya 4 Maret ,2016 
Anggota Pengusul 

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto. SH.. MH.. MM 
NIP: 19600106199002 1001 
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Lampiran 6 •. Surat pernyataan ketua pe;:udili uan Anggola. 

• 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LE}I8AGA PENELITIAN DAN lNOVASI 
Kampus C Mulyorejo SurubUY8 60115 

Tclp.(03\) 5923584, 5995246·48.1'3l<. (031) 5923)84. 5962066 
Website: b!:p::llpi.unair r,c.id; E·I1\3i1 : ad:n'Q'loi.uMir.3t i:l 

SURAT PER'-;YATA,\~ KETFA I)E~ELlTI 

Y;mg ~nand313ngan di hawab ini: 

Nama 
NIDN 
Pangkal : Gol'lI1gun 
Jal>alan F unllsionul 

: Or. M. Hadi Shllbhan. SIl. MH, eN 
: 0006047305 
; IVa. 
; l..:klor Kcpal:t . 

U~llgall ini mell~'alak3n bah\\'3 prupusltl p~lIdili:t1l say:! del1gim JuJul : 

RANCANGAN MODEL OPTIMALISASI PUSKESMAS SEBAGAI FASIUTAS KESEHATAN TINGKAT 

PERTAMA (FKTPI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS 

Yang dillsulkan dalam Sl.o:ma Pcnclilian Ullgulan Pcrguruan Tinggi "ntu!. ti.hUIl an!!!.!:tr:tn 
:!OI7·2020 Ix:rsif:1I original d3n bclurn j>(rnah dibiayai olo:h 1"lllbag3'sllln'-'er dam. Idin 

lJilamana di kClIludian hari dilemukan kc.idak sesuaiiln d~ngan pcmyolaan in;. maka s:oy;, b~rscdia 

dirunuu dan diprQs~~ ~su:ai deng:m kt:t.:ntlUm y~m:; herlaku dan m~ng=:rnbalikul ~dur\lh bi:t~a 

"""cliliall ):lllg sudah dilerima kc "as negara. 

D.:lIlikian pcm~';'IIaan ini dibu31 dcngan sesull!;!!uhn}3 .l3n dcngan ~eb.:nar 1x1l3m~~. 

SUrab,\Y3. l-l :o.lci 2016 
Yang mClllbual pcrnyal:tan 

~ ~J!'Q-./ 
lOr. M. Had; Shllbhan, srI. MH. no: I 
NIP: ;-.rIP: 19730406200:; 12 lao:! 
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PERNYATAAN KETUA PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Pangkat I Golongan 
Unit kerja 
Alamat 
labatan Fungsional 

: Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN 
: 19730406200312 1 002 
: IVa. 
: Fakultas Hukum -Unair 
: J1. Gayungsari VIII I 17 Surabaya 
: Lektor Kepala 

Dengan ini mengajukan Proposal Riset Unggulan PT dengan judul: 

RANCANGAN MODEL OPTIMALISASI PUSKESMAS SEBAGAI FASILITAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) UNTUK MENINGKATKAN 
PELAYANAN KESEHA TAN PESERTA BPJS 

Saya menyatakan bahwa: 
1. Saya bersedia menjadi Ketua Peneliti dengan meluangkan waktu selama 100 

jamlbulan untuk melakukan riset termasuk monev dan presentasi hasilnya. 
2. Saya bersedia menyerahkan bukti submit ke Jumal Nasional terakreditasi atau Jurnal 

Internasional paling lambat 30 Nopember 2017. 
3. Proposal riset yang saya ajukan di atas belum pernah dibiayai dan tidak sedang 

diajukan untuk dibiayai oleh instansiJain. 
4. Proposal riset yang saya ajukan di atas tidak mengandung plagiasi atau autoplagiasi 

serta pengulangan riset yang telah dilakukan. 

Demikianlah pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia mengembalikan 
dana riset yang telah saya gunakan apabila terbukti bahwa pemyataan saya di atas tidak 
benar. 

Surabaya, 12 Mei 2016 
Yang membuat pernyataan , "w 

Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN 
NIP: 19730406 200312 1 002 
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PERNYAT AAN SEBAGAI ANGGOTA PENELITI 

Yang bcrtanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Unit kerja 

Alamat 

: Dr Rr. Herini Siti Aisyah, SH, MH 

: 196912251995122001 

: Fakultas Hukum -Unair 

: Pondok Jati 12 A Sidoarjo 

Dengan In! menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai Anggota Peneliti dan 
meluangkan waktu selama 80 jam/bulan dalam riset yang berjudul 

RANCANGAN MODEL OPTIMALISASI PUSKESMAS SEBAGAI FASILITAS 
KESEHAT AN TINGKA T PERTAMA (FKTP) UNTUK MENINGKA TKAN 
PELA YANAN KESEHATAN PESERTA BPJS 

Apabila saya temyata dikemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di 
atas maka saya bersedia diberhentikan keikutsetaannya dari riset tersebut. 

Demikianlah pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

Surabaya, 21 Mei 2016 
Y membuat pemyataan 

/. 

Dr Rr. Herini Siti Aisyah, SH, MH 
NIP: 196912251995122001 . 
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PERNYATAAN SEBAGAI ANGGOTA PENELITI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

Unit kerja 

Alamat 

: Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM. 

: 19600106 199002 1001 

: Fakultas Hukum -Unair 

: Pondok Sidokare Asri AB - 12, Sidoarjo 

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai Anggota Peneliti dan 
meluangkan waktu selama 80 jamlbulan dalam riset yang berjudul 

RANCANGAN MODEL OPTIMALISASI PUSKESMAS SEBAGAI FASILITAS 
KESEHATAN TINGKA T PERTAMA (FKTP) UNTUK MENINGKA TKAN 
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS 

Apabila saya temyata dikemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di 
atas maka saya bersedia diberhentikan keikutsetaannya dari riset tersebut. 

Demikianlah pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

Surabaya, 21 Mei 2016 
Yang membuat pemyataan 

J 

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH .. MH., MM 
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